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Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke
hadirac Allih SWT atas karunia limpahan rahmar, hidayah dan ridha-Nya
schingga buku yang berjudul "MNegara Hukum Indonesia Pasca Perubahan
UUD 19457 akhirnya dapar penulis selesaikan. Kehadiran buku yang ada di
hadapan para pembaca yang budiman ini, dimaksudkan sebagai upaya untuk
menambah bahan bacaan (referensi) ba.gl para mahasiswa dan ma.s:.?ﬁrﬂ.]ﬂt
umum yang berminat mengkaji pranata keneparaan sebagai penopang
jalannya bernegara yang berdasarkan atas hukum, khususnya di negeri kita
tercinta yaitu Negara Kesarwan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, disusunnya buku ini juga dimaksudlan sebagai salah saru bahan
{maten) dalam memberikan mara kuliah “Negara Hukum dan Demokrasi”,
salah satu mata kuliah yang ada pada rumpun mata kuliah- mata kuliah bidang
kajian hukum ketatanegaraan di lingkungan fakultas hokum pada universiras-
universitas di seluruh Indonesia,

Perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung sejak tahun 1999 - 2002,
memberikan penegasan secara ¢ksplisit tentang keberadaan negara hukum
Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya melalui penambahan ayat (3)
pada Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya,
keberadaan negara hukum semakin menemukan jati dirinya dalam sistem
keteranegaraan Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah meletakkan bangunan
ketatanegaraan yang sangar kokoh melalui perombakan terhadap hampir
seluruh tiga kelompok materi-muatan konseicusi, yaitu: (1) kelembagaan negara
yang satu sama lain berada pada posisi kesederajaran dengan saling melakulkan
pengawasan (cheks and balances), (2) mewujudkan supremasi hukum dan
keadilan, dan (3) menjamin dan melindungi hak ssasi manusia (HAM),
Ketiga kelompok materi-muatan konstitusi inilah yang mengindikasikan
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adanya prinsip penyelenggaraan negara hukum yang demokrans.

Buku yang sangat sederhana ini mudah-mudahan dapar bermanfaac, baik
bagi penulis sendiri maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti mara kuliah
“Megara Hukum dan Demokrasi,” serta masyarakat umum yang berminat
untuk mengkaji tentang negara hukum Indonesia. Tentunya buku ini masih
banyak sekali kekurangannya schingga saran dan kritik penulis harapkan dari
para pembaca buku ini.

Penerbitan buku ini tidak lepas dari bantuan pihak penerbic
"KAUKABA”", Oleh karena i, penulis tidak lupa mengucapkan banyak
terima kasih kepada Dirckwur penerbit “KAUKABA,” tim editor, dan staf
administratif. Semoga Allah SWT berkenan menerima semua amal yang welah
diabdikan oleh kita semua kepada-Nya, Amin.

Yogyakarta, Agustus 2013
Penulis
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Ide, Konsep, dan Prinsip

Negara Hukum

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum

ini sesungguhmnya terlahir scbagai reaksi dari negara polisi (polizei
staat) yang merupakan tipe negara yang dianue Pada saat itn' Negara polisi
adalah suar tipe negara yang memberlakulean asas aller voor bet woll, maar
miet door ber volk (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya,
tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas fepibus salurus est, salus publica
suprema lex (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi,
dalam negara polisi rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala
sesuatunya ditenrukan oleh raja.*

Negm. hukum adalah negara yang berdiri di aras hukum yang

Oleh karena itu, untuk membendung adanya kesewenang-wenangan
dari kekuasaan yang memprakrilkan sistem yang absolut dan mengabaikan
hak-hak rakyar muncullah ide dilahickannys negara hubum, Revolusi Perancis
merupakan buki nyara adanya sistem absolur yang telah diprakokkan oleh
Raja Louis XIV di Perancis, semboyannya yang sangat terkenal diantaranya
{" erar " est mor (negara adalah saya), yang berarti bahwa sabda raja adalah
undang-undang yang harus dilaksanakan,® Sikap absoluitsme raja it telah

menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan penentang raja yang dipelopon

! Menurur Hans Mawiasky, Folized ierdint dan sebrerbesr polfen yang berfungs: schagad penjaga mra
terrib dan keamanan: dan seraing peilize atin s polizn yang berfunga schagal penpelenggara
perckonomizn stau penyelinggar semua kebutahan idup wang ocgana. Dengan demikian, poryclenggars
koieniban dan kesmaran sera penyeknpganan wmis kebahan hidup warg nogasn sdalah dea bal yang
bans disdenggarkan oleh pelisninass (ncgen poledl, Likas Ackary, Negers fadbum frdomeads Analio
Yearsillis Norraanif Tnsrang Usnr-snswernpa, Ceralan ke-1, Ul- Press, Jakarn, Bim, 44 —45,

* Moh. Kumardi dan Harmady Ihrabim, Pegamear Hukum Tate Mepara, Cetakan ke-7, Fusat Sauds
HTHN FH-UL, |akarra. 1988, hm. 155,

! Supands Wirangpapari, dide,, Sejzneb Mariona! Jndvennia don Demis, PT, Galaxy Puspa Mega,
Jakama, 1992, him. 2.




oleh golongan masyarakar kot yang erkemuka,® golongan cendekiawan yang
berfikiran maju, seperti Montesquieu (1689 — 1755) seorang ahli hukum
Perancis yang merasa tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama karena
sistemn absolur yang menindas rmkyar’ Kemudian Jean Jacques Rousseau
(1712 = 1778) selain sebagai sastrawan yang berpengaruh pada masa itu, ia
juga seorang zhli pikir Perancis yang terkenal dengan bukunya du Comtrace
Social (Perjanjian Masyarakar),® Volwaire (1694 — 1778), seorang ahli pikir
yang terkemuka pada masanya. Secara terbuka ia mencela dan mengkriik
keburukan-keburukan yang rerjadi dalam pemerintahan,”

! Magyarakar fni merapakan pemilik medal yang  kuar, schingga memka menjadi pendulkung
wrama dalam gerakan pembabamian seper perskan renaineae dan dwmammme, Masyzrakae ini jugs
memilild wawemn yang lua dalam dunapy sebagail penpusaba, maupen eerhadap milai-ndla dasac
kchidupan yang diantaranya schagat beribkat : a) Menjunjang g asas persamaan dan kebangaan,
bl Menpgunakan akal pikizan yang schat serta derba perhitungan dalam menifai kehidopan, dan o
Bersikap dinamis dan rasional datam kehidupan masyarakar Likat: Suganda Wiranggapari, dkk., fid,
Hm. 3= 4.

¥ la menuangkan pikdran-pikirannya dalam sehuah bulos yang sangar terkeral berjudul L Epeir
der Loiy [Semangat Hubum). Menurumnys demi kebincaran dalam pemeniniahan negars, hendsknys
diacukean pemisahan keluasaan dengam bams-bacas yang teges dan nyace. Uneude oo, kekussasn negars
kendakeys teediri ded rigs poeos keluiasan yang erpisah, yaine: ojelnissian membir wnding.
I.i'llillﬁM’l.l.l.l.l:l.l kgi:.l.u.i.l:']. b Kelousssan melaksanalean uud.-ng;-un:bm& [kekuassun choeloail], dan
el Kekisaiazn f-'m\!,:\‘nﬂ.ﬁ dan bemindak, jil:-, H*i:lﬂ-l F'iﬂ-!:p.ﬂn I:rl'l:l-d-'.lp urld-lr-;-n-d::mg.d:nhlkum
yang berlakas (kekiaszan deHﬂ lem.rml:r::n.ﬂp s keloassaam rermebut maﬁng—m:.i-ing hlrp'md:
sama sama |zin, bailk MMEMRLENE OANEOYE MalEpurn Flmpi-n}':. Lihar: Diahlan Thaib, a'.lqll!l.llnn-lmf Sartem
Ketatamegaraan Merurwt UL 19045, Cerakan ke-1, Liberty, Yopakars, 1989, him. 20,

F Dalam pandanpan Rossscau, manusia menun kedoainys dishickan sama dan menicha, Teapi
dalam masyarakar yamg verane manusia mengiba ciss dalam suatu perjangian bemama (s Cormast Sociad
ik imembenouk suarn kekissan pura monydlemppaakan kowortiban dalem masyaaka, Lembaga ini
dikenal dengan sebusan pemerinaban. Berdamurkan poranjian ini, maka scorang rja yang khir dan
tinalakan-tindakannys yang ddak seuai dengan kepontingan rkyat harus diganii. Pemermhan yang
Leeduilar arciepa kedsularan jou bubkas semam-mara mifik pemerintah karesa pemerinmb mendapas
kedaulasan dai rdoyar, peneerineah melaksapabon kekuasaen foe semac-mars ars nema rakya. I
beckehendak bahwn bebuassan sertinggi dalam suans pemerincahan berada  dii tangan rakyar bulan
eurun eemurien. Maks suary peeerinaban yang menganut siscem desnoksi adalah pemerintahan dari
nl;:.ru,ult]ud:}u. dan L-l'.ni'.rn]-qrn'l: LA Eﬂrmmﬁa’_ﬁaﬂ nﬁelpfqpﬁ', Ej.nh-lpﬂ?h Mﬁrnﬁ:wﬂ
Likae: 1. |- Rousiean, Ths Soclal Conracr sad Divonrses, rransbived by G D H, Cale, . M. Dene &
Lona Led, 1990, hlm, 128,

. P [akasn mesccla dan menghebiis pemerismaban, s menyerang shsolutsme rajs dan kaum

bangawan, serta tuan @nsh. Volaare juga memyerang shaem porbudikan, poelitik peperangan,
pereentangan keagamaan, pengadilan yeng oidak jujus seita kebedohan. b jiga mengecam pemborasan
yeng dilakuksn oleh kaum istana. Scbab vang yang dibimbur-hambuckan i adalah hasil pemerasan
dan penirdasan yang mk berperikemarusizan dan para perani. Likas Suganda Winnsggapa, dik., O
Cir... bilm. 5.
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Maka, setelah Plato (429 - 347 SM) mengintrodusir istlah memes,® suatu
istlah yang pada masa sekarang menunjuk pada pengertian negara hukum.
Kemudian Aristoteles lah (384 — 322 SM) yang motabene senagai muridnya
melanjutkan cita Plate dalam semei. Menurut Aristoteles, suatu negara yang
baik ialah negara yang diperintah dengan konstirusi dan berkedautatan hukum,”
Secara filosofis, baik Plato maupun Aristoteles, keduanya menyinggung angan-
angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak:'®
1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (sdee dermarbeid);

2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idee derzadelifhbeid):

3. Cia-cita manusia ook mmg:ja.r keindahan (idee der sehomberd),
kemudian tambahan satu unsur lagi dari Aristoteles :

4,  Cita-cita untuk mengejar keadilan (idee der perechiipheid).

Tambahan unsur yang keempat oleh Aristoteles di atas, kemudian
diregaskannya lebih lanjut bahwa suamu negara sebagai negara hukum adalah
negara yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negam yang ikut serta
dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Negara hukum menurutnya adalah
negara yang berdiri di aras hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya,' sebagairmana telah dikemulkakan di atas.

Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem
demokrasi karena terdapar korelasi yang jelas antara negara hukum yang
bertumpu pada konstirusi, dengan kedaulatan rakyar yang dijalankan melalui
sistern demokrasi. Dalam sistem demokrasi parnsipasi rakyat merupakan
esensi dari sistem ini. Akan terapi, demokrasi ranpa pengaturan hulum
akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum mnpa demolerasi akan

*batilsh momer diambed darl pudul buko Pl ysng beram undanpusdasg, Dalam bidkanya i
dikiemiskakan balwa penyelengraraan megara yang baik ialsh yang didasarkan pads pengataran (hakum)
jang batk. Lihat: Muhammad Tahir Achary, MNeparg Hidbwm Sware Swadl Temtang Promsp-pronapapa
Diivhat dard Segy Hukurm Inlws feplermentaivaye pada Pevivde Mepara Madinat den M Kinr, Bidan
Bimtarg, Jakarta, 1992, hlm. 66,

* Anstotcle mengraskan babwa suato pemeriatahan yang berkonstitus mengandung tgz unsur,
yartu jertarme, pemennizhan yang dilakianakan sk kepentingan umum; fedws, pemerinaban
difabanakan menwrus hufum yang berdasar ketetuan-ketenman emem, bukan hakum yang dibwat
SECATN SEWENARE-wenanp yang menyampingian koovens dan kosstirusi; dam dberige, pemerinmaban
herkorestinusi herani pemerinmhan pang ditaksanaloan ans kebendike salyar, bukan berupa paksaan-
pakssan sepe pang dilakmnskan oleh pemerintahan deporiy Likae Azhary, Op O, him. 30 - 21,

" hab. Bisnandi dan Binvan B Sacagih, S Megang, Ceralian ke-2, Gaya Media Pratama, Jabama,
1988, hlm, 134,

" fbid, Klm. 127,

i, Roasop, dan Prinsip Negara Bulem: g



kehilangan makna.'* Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan
negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi

merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas
negara hukum, "

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapar dischut
sebagai megara hukum demokratis (demokrarische  rechtsstaat)  sebagai
perkembangan lebih lanjur dari demokrasi kenstitusional (consirutional
democracy).' Discbur scbagai negara hukum demokratis, karena di dalamnya
mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip
demokrasi, yaim "

Prinsip-prinsip negara hukom adalah:

1.  Asas legalims, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerinth)
harus ditemukan dasamya dalam undang-undang yang merupakan

¥ Ridwan HE, Hebwm Advimimad Negare, UT-Press, Yogyakare, 2002, him. 7,
" Frans h'ilEﬁi.l Suigeno, Mvears Smak Demobren, Sebush Trlach .F.I.q,ﬁ.,{:hmnﬁ;.j.hru, 1oy
hdm. 58.

" Merurur fimly Ashiddigic, kedua konseop dewaomricbe reobrrass dan csmnnmenonel drmacnacy
padz pokolcmya menpidealinn mekanusme yang sempa. dan karena, I schenarmya kedeanya banyalah
dua sisi mars eang yang sema. D saow péhak, negars hukaem i harogab demokesns, dan di plak Bin
megara demokras o haneslabh didasarkan sras hakom, Oleh karena ina menurutnga, dabam pecspekeil
vang bersifar horsontal gagasan domokrasi yang berdisarkan atas bukum [consmmiemal demoomg)
mengandung 4 (empat] prinsip pokak: 1), Adanys jamiran persemaan dan kesetaraan dalam kehidupan
bersama; 2). Pengabunn dan penghormaran seehadap pebedaan atao pluralias; 31 Adarya atuan yang
mengikat dan dijadiban sumber nujukan bermma; dan 4). Adanys mdanisme penyelesaian sengheta
berdasarkan mekanisne aturan yang ditsan bersama dalan konseks kehidupan bermegas, di mama
terbait pub dimensi-dimensi kekuassan yarg bersifar venskal anmar insticuss negera dengan warg
negara. Keempar prinsip pokok teesebut lanmoya diembagakan denpan menambahkan porirsip-
pu'iu.lipnepu;huhm {nommakrer): 5). I"Emphn.u dan peughﬂnuuu nuhld.lp-hn.h:mn manusia; 5],
Pemnbarasan kebusasn medalui meeanizme kekuasaan dan pembegian kekuasasn disereai mekansme
Pem'eﬁm.i.l.n ﬂuﬂ:m l:ﬂ:l'unanm Anar |m|@. neparl, baik sacmra vermikal LB LR harizanmal:
7). Adsnys pﬂ'ld.ﬂmpa.nghﬂil: m{ﬁpﬂ:ﬂu din td:kﬂmﬁﬂk{WMJiﬂpﬂﬁlﬂl r.‘:.qpn
kewibawnin puresan yang reminggi ares dasar keadilin dan kebensran; 8), Dibennshnys lembags
peradilin yang khusus enmuk menjamin kesdilan wargs negasa yang dirugikan akibar pumsan arau
kebijakan pemerincahan [pejabar sdminkras pegaral; 9). Adanya mckanime jrdiciad review oleh
lembaga begisbiif maupan lembags dhebunfy 10), Dibuamys konsdust din perituren penasdang-
wndangan yang menpgater manan-janinan pelaksana pringip-prinsip terscbur; dan 11}, Pengakuan
Jimly Asshaddiqie, Dempkngs dan Nomokrter Praanat Menigu fadanesic Serw daleom Kapisa Selekia
Teori Hukwm Kurpulon Tulcn Terebar, FH-UL Jadarta, 2000, him, 141 - 144).

14§, B. ). M. Ten Berge, Restunen oy D COverheid, W E. | Tieenk Willink. Deventer, 1996, hlm
34 - 3B (Likare Ridwas HE, q-. Crr, hlm. 8- 100,

érhg-mﬁuxm Indoneata Pasea Parebahan UUD 1945



peraturan umum. Kemauan undang-undang itu hares memberikan
jaminan (rerhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang
sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar,
pelaksanaan wewenang oleh organ pemerinmhan harus dikembalikan
dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);

Keterikatan pemerintah pada hukum;

Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hulum; dan

Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal ergan-organ pemerintah
melaksanakan dan menegaklkan aturan-aruran hukum,

Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Perwakilan politik. Kekuassan politik tertinggi dalam suatu negara dan
dalam masyarakar hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan
perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum;

2. Perangpungjawaban politik.  Organ-organ pemerintahan  dalam
menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politk yaitu
Kitsicka Doiibngin riecrnkidas;

3. Pemencaran kewenangan. Konsentarsi kekuasaan datam masyarakar pada
satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena i,
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-
organ yang berbeda;

4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan haruz dapar
dikonrrol;

5 Kejujuran dan rerbuka untuk umum; dan

6.  Rakyar diben kemungkinan unruk mengajukan keberatan.

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan
dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal
(nachuwachter staar | negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal
{formele rechestaar) kemudian menjadi negara hukum mareriil (mareriele
recrtsstaat) hingga pada ide negara kemakmuran {(welrarseazd) atau negara
yang mengabdi kepada kepentingan umum (secial service state atau saciale
verzorgtmgitaat). '

Ll o B

" Padmsn Wahjome, Membudipabes UL 1945, IND-HILL-Ca, Jalessea, 1991, hlim, 73,

m.mumﬁmﬁwé



MNegara hukum liberal atau yang sering disebur sehagai negara hukum
dalam art sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Immanuel Kane
(1724 — 1804 SM), yang kemunculannya bersamaan dengan lahirnya faham
liberalisme yang menentang kekuasaan absolur dari para raja pada masa in.™
Menurut faham liberalisme nepara justeru harus melepaskan dirinya dan
campur rangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti sikap negara harus
pasif {staaonthouding). Hal ini berpengarub pada bentuk negara dan benruk
pemerintahan yang kemudian menjadi menarehi konstitusional, yaitu adanya
pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibar dan perjanjian yang
dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah pihak dalam
kedudukan yang sama." Oleh karena itu, tipe negaranya pada masa itu adalah
negara hukum liberal (mackhwachterstaas). Dalam negara hukum liberal ini
[:r-;l.apa: }m'nln:m bahwa setiap warga negira mempunyai kedudukan hukum
yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.
Maka unwk mencapai mjuan ini, negara harus mengadakan pemisahan
kelkuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama ringgi
dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur
tangan saru sama lain schingga untuk dapat discbut sebhagai negara hukum
dalam tipe ini harus memiliki dua unsur pokok, yairu
1. Perdindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan

2. Pemisahan kekuasaan dalam negara.

Namun dalam perkembangannya tuntutan masyarakar tidak lagi
menghendali faham liberalisme ini diperrahankan,™ sehingga negara rerpaksa

I Fabaim liberalisme rerdshir schagai antitess dan fahan mercaninlimme yang ketka fon mumbubh
subur i Perancis pada mass pemerinahan Lodewajk XIV, Spanyal, Porvegal, sementan di Jerman dan
Amstria fabam mrrcameilisme verscbut bernama bemerwinenchaf. Faham ini menghendaki suatu neraca
pesdagangan yang positif {uctfvelvndefhalonre), maka hal ini berpengareh kepada bentuk negar dan
bentuk pemnerintahan yaitu mondnchd afedur, di mana rajslsh yang merenrmkas segale-galanya untuk
rakyzinya, faps odak aleh mkyatnya seadi. Artinya, walsupun rajs maw menyelenggarakan kepennngan
rakyat. tetapi rakar tidk boleh ikt cxmpur rangan. Lihas: Moh Kusnardi dan Harmady Thrahim, Gp.
er., hlm. 155,

" fbid, blm. 156,

" nfoh, Kusnardd dam Binean R, Saragih, O Cie, Rlm. 128,

¥ Faham |beralisme telah mengakitarkan eegara hukum boenl itw hanya mementingkan
individualizme, sedanghkan kemampuan masing-masing indinvidu ridaklah sama sehingge onng yang
mempunyai kemampuan ringgl akan selaby menang dadim permingan dengan oning yang ridak mampu
yang dapst meninmbulkan pereedaan yang sangar menonjol schingga menimbulican gejolak sosial
Lihar: Didi Nazmi Yunss, Komsepsi Megors Mk, Cetakan ke-10, Angkasa Raya, Pacang, 1992, him.
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wirut empur tangan dalam wrusan ktpﬂttinpn rakyat, hanya saja masih
dalam koridor saluran-saluran hukum yang telah ditentukan. Sejak itulah
lahir negara hukum formil yang dalam perspekrif ini negara hanya dipandang
sehagai ingirumen of power, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam
wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu
aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sehagai instrument of power
saja, tetapi negara justery dipandang sebagai agemcy of service. Maka tdmbullah
konsep welfare-staze (negara kesacjahteraan ( kemakmuran) yang terutama
memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai
angpota atau warga dari suaru kolekrivitas dan juga untuk twjuan dirinya
sendiri.

Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntur wnnik
memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalsh sosial ekonomi
yang dihadapi rakyar banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup
rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilsh yang memberikan legislasi
bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justeru perlu dan bahkan
harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi unmlk
menjamin tercipeanya kesejahreraan bersama dalam masparakar® Adapun
yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu welfzre-stare (negara kesejahreraan)
adalah sebagai berikur :*

1. Pemisshan kekuasaan berdasarkan sria polisica dipandang tidak prinsipiil
lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada
pertimbangan-pertimbangan dan sudur politis, schingga peranan dari
organ-organ eksekurif lebih penting daripada organ legistacif;

1. Peranan negara tidak terbaras pada menjaga keamanan dan ketertiban
saja, akan retapi negara secara akeif berperanan dalam penyelenggaraan
kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ckonomi dan budaya,
sehingga perencansan (plamming) merupakan alar yang penting dalam
welfare-state;

3. Welfare-state merupakan negara hukum materiil yang mementingkan
keadilan sosial dan bukan persamaan formil;

 Jimby Aschidiqie, Capan Kadrulare Rubpnt don Pelobanaanne dr fndonena, Iebanar Baru Van
Hoeve, Jakarra, 1994, him, 222,

= Soerjona Sockantn, Seberana Prrmsielohan Mubure dalem Kenanphs Pembamguman di Indomeris,
Yayasan Penerhie-Ul, Jakarta, 1975, him. 54 - 55.




4, Hak milik ridak lagi dianggap scbagai hak yang mutlak, akan tetapi
dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada baras-baras dalam
kebebasan pengpunaannya; dan

5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting
dan semakin mendesak peranan hukum perdara. Hal ini disebabkan
karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi,
dan budaya,

Welfare-state (negara hukum marteriil) relah menjadi srends negara-negara
di duniz pada abad ke-20 (modern) ini. Akan terapi, perlu disadari sebesar-
besarnya bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali unk dmbuolnya
penyalahgunaan kekuasaan karena freier ermesion memegang peranan yang
sangat banyak. Oleh karena itu, sarusamnya cara unmk menghindari
penyalahgunaan ini, balk penyalahgunaan wewenang sendii maupun
penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alar perlengkapan
negara lainnya, rerurama sekali guna melindungi kepentingan rakyarnya,
maka scriap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol
yang kuat serta sistemtis melalui suatu sistem pertanggung jawaban terentu.
Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggung jawaban yang telah
ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hokum :a:l:l-agaimsm mnsr.i.t'l]-rsl.
Untuk kepentingan ini adanya suaru peradilan administrasi menjadi sngen.™

Kmmlpgj. negara hukum E:]:ﬂgﬂ.ma:ﬁi telah dikemukakan di aras, dalam
sejarsh dikenal adanya dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu rechesseaar
Jerman dan the rule of lew Inggris.® Kedua konsep itu terdapar perbedaan
karakeersitik jika dilihat dari sistern hukum yang menopangnya. Konsep
recheistaar bertumpu acas sistem kontinenal yang disebut Civdl Law atau
Modern Roman Law dengan karakreristik administracf, sedanghkan konscp
the rule of law bertumpu aras sistem yang disebur Common Law dengan
karakeerisik fudical™ Konsep rechistaae cenderung ke anh positivisme

* Joeniamo, Mopara Fickum, Yapasan Badan Penerbic Gajah Mads, egjakarsa, 1260, hlm. 20,

* Philipus M. Hadjon, "Ide Negars Hubaim dalam Sisem Ketsninegarsan [ndonesia” dalem Bagir
Manas (Ed.}, Kedeulnton Babyat, Hak Auari Mawisis, dog Negara Hibwss, Cesban ke, Gays Media
Pracamsa, Jaksrra, 1996, hlm. 75 - 76.

* Dalam implemensasimya, konsep rechimizar vang berkembang dalam pengareh fsham Erapa
Canginerad {missina di neperi Belandz) rerdapat peradilan sdministracif vang yurisdiksinya menganghar
masalah-masilab pelanggann hukum yang dilakukan aleh pejabat-pejabat negara, Sedamgkan konsep
the roile of baar yang berkembang dalam pengaruh Bham Anple Secon (mesmloya di Inggrig), pengadibin
mempunyal wewenang mengidils peilcars-perkara yang menyanpkur warga masyarakat basa maopun
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hukum, artinya hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk
undang-undang (kekuasaan legislanf). Dengan kata lain, konsep rechassaat
lebih mengutamakan wetmatigheid menuju doelmatigheid sehingga peranan
administrasi negara sangat dominan, Sementara konsep the rule of law lebih
mengutamakan equality before the lw sehingga peranan peradilan dan
para hakim begitu dominan.® Diantara penyehab rerjadinya perbedaan
karakteristik dari masing-masing kedua konsep itu adalah; rechessaaar tedahir
dari suaru perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,
maka negara hukum (rechtssigas) diorientasikan untuk wjuan membarasi
kelwasaan administrasi negara. Sebaliknya, konsep she rule of law beckembang
sccara evolusioner schingga negara hukum (she rule of law) diorientasikan
untuk tujuan peradilan yang adil.*

Berdasarkan perbedaan karakieristik dari masing-masing kedua konsep
negara hukum tersebut, maka keduanya juga mensyaratkan bag suatu
negara untuk dapat disebut sehagai negara hukum dengan syarar-syarar yang
berlainan pula. Rechessrass memberikan persyaratan dasar bagi suatu negara
hukum sebagai berikur:™
1. Asar Legaliras, sctiap tindak pemerintahan harus didasackan artas dasar

peraturan perundang-undangan (wettelifk grondilag). Dengan landasan

ini, undang-undang dalom arti formal dan UUD sendiri merupakan
tumpuan dasar tindak pemerintahan, Dalam hubungan ini, pembenskan
undang-senelsng merupakan bagian penting negara hubum;

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan
negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu angan;

3. Hak-hak dasar (grondrechren), hak-hak dasar merupakan sasaran
perlindungan hukum bagi rakyar dan sekaligus membarasi kekuasaan
pembentukan undang-undang; dan

4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan
yangbebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (rechmarigheids
toetsing).

unsur-unsur penguasa acw pemerinch, Jadi, pelaksansan the ke of b di Inggris reresak di angan

para hakim dan para abdl hukwm, Libac Soejoso Sockamo, Op, Cir, him, .

* Philipus M. Hadjon, Perindungan Hiskurs Bagi Rakyat di Indomesic, Cetalan ke-1, PT, Bina ilmu,

surghaya, 1987, hlm. 73.

7 fbid, bm. 71-73.
M. T Burkens, (et al), sebagaimans dikutip sleh Philipis M. Hadjen,"Ide Megars Hiskim
dalam Saeom Keestancgaraan BRI dalam Bagic Manan (Edl), Redawlanre Babparn, Bk Arel Adaveila dos

Ngare Huku, Op, Cit,, hlm. 78 - 79,
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Lebih lanjut E ). Stahl menyatakan bahwa negara-negara Eropa

Continental dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan 4 (cmpat)
unsur negara hukum (rechissaeer) sebagai benkue &

1.
2.

.. B

Pedlindungan terhadap hak asasi manusia

Pemisahan/pembagian kekuasaan

Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang:
undangan yang telah ada, dan

Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Berdasarkan konscp teoritis inilah berkembang konsep negara hukum

yang menghendaki adanya unsur-unsur terrentu dalam penyelenggaraan
sistemn ketatanegaraan, yaitu

Adanya juminan hak asad manusia (warga negara). Unsur ini diremparkan
yang pertama kali, karcna sejatrunya negara itu terbentuk karena adanya
kontrak sosial, Dan kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan
kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan
sosialnya kepada ikatan komunitas negara dan masyarakar. Oleh karena
hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas negara, maka ncgara
harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekar di
dalam individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal
ini bisa terjadi, karena di dalam kontrak sosial kedudukan antara negara
sehagai suaru ikatan organisasi di saou pihak dengan warganegan secara
keseluruhan di pihak yang lain adalah sejajar. Masing-masing mempunyai
hak dan kewajiban yang sama. Oleh scbab irulah diantara keduanya harus
saling memberikan pedindungan, dan karena negara adalah organisasi
kekuasaan — di mana sifat kekusszan it cenderung disalahgunakan —
maka kewajiban unmuk melindungi hak asasi warganegara diletakhan
dalam tanggung jawab dan tugas dari negara;

Adanpa Pemisahan | Pembagian Kekuwaaan. Untuk melindungi hak
asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara harus dipisah-pisahkan
atau dibagi-bagi ke dalam beberapa organ negara. Sejarah peradaban
manusia membuktikan babwa kekuasaan yang absolut dan otoriter
mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap hak-hak asasi manusia,
Antara kekuasazn untuk menyelenggarakan pemerintahan (cksekurif),

B Hasmn Zaini, Pemgarar Hukwm Tiva Megens fndoseais, Alomni, Bandumng, 1971, hlm. 154~ 155.
® B, Hesu Cipeo Handoye, Hukum Tt Negena, Kewsarganegarasn dis Hak Asari Mamuria,

Cetakan ke-1, Universics At Jaya, Yogyakarta, 2003, him. 12 - 14,
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kekuasaan wnwuk membentuk perundang-undangan (legislatif) dan
kekuasaan unmk melaksanakan peradilan {yudikazit) haros dipisahkan.
Implemenrasi dari pandangan semacam ini dapat beraneka ragam.
Ada yang berdimensi pembagian kckuasaan yakni pemisahan dari
aspek kelembagaan sedangkan mengenai fungsi dan tugasnya, diantara
lembaga pemegrang kekuasaan (khususnya eksekurif dan legislatif) masih
tetap dapat saling berhubungan. Ada juga yang berdimensi pemisahan
secara tegas baik secara kelembagaan maupun fungsi dari masing-
masing pemegang kekuasaan, Terlepas dari implementasi terscbur, pada
hakikarnya unsur adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasan wetap
bertujuan wuntuk menjadikan kekuasaan yang ada di dalam negara ndak
dis:ﬂahgunahan yang pania :khirﬂ.'p:a just-:maka.n md.a.t'l.gga.r hak-hak asasi
manusia Warganegara;

Adarya asas lepalicas pernerintaian. Malisud dari asas ini adalah pemerintzh
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan
pada hukum arau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Adarrya prinsip pevadilan yang bebas dan vdak memibak, Prinsip seperti
ini sangat penting dalam negara hukum. Supremasi hukum yang
diletaklean dalam kehidupan ketatanegaraan harus benar-benar dijamin
pelaksanzannya. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak semara-
mata diletakkan dalam kontcks kebebasan dari lembaga peradilan,
yakni melalui prinsip independensi hakim, melainlan harus diletaklan
dalam koneeks proses peradilan dalam rangka penegakkan hukum (e
enforcement). Dengan demikian dalam mekanisme proses peradilan
yang harus bebas dan tidak memihak menyangkut organ-organ penegak
hukum, seperei hakim, jaksa, kepolisian, maupun para pengacara
{advokar).

[alam perkembangan negara hukum unsur-unsur yang dikemukakan

oleh Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan sebagai berikur

Sistzm pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakoyar
Pemenntah dalam melaksanakan rugas dan kewajibannya harus berdasar
atas hukum dan peraturan perundang-undangan;

U S Seemanirl M., Buepe Rawpad Pk Tats Negase Fedooesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

29 — 30 {Lihar juga: Absdul Hakim Gansda Musancars, Fodvik Hakeos fudoreste, YLBHI, Jikara, 1998,
hlm. 12 - |4, scria Frans Magnis Suscng, Sfovcaed Spiok Demokre, Selaad Telaab Filosifs, O Chi.,
him. 58 = 59, dan Bag: Ridwan HE., o O, Bilm ),

ide, Enneep, dan Prinsip Hegara Haleam .&



3. Adanya jaminan techadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijhe contrale)
yang bebas dan mandiri; dalam arti lembaga peradilan tersebur benar-
benar ridak memihak dan rdak berada di bawah pengaruh eksehutf;

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakar atau warga
negara untuk wrur serta mengawasi perbuatan dan  pelaksanaan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan

7. Adanya sistem perckonomian yang dapar menjamin pembagian yang
merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Sedangkan the rule of law, sebagaimana dikemukakan oleh A. V. Dicey
dalam bulunya An Betraduction to Study of The Law of The Comstirution
memberikan persyaratan bagi suatu negara hukum, seperti dikurip oleh Moh,
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai berikut -

1.  Supremasidari hukum (supremacy of lnw), artinya bahwa yang mempunyai
kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaularan
hukum);

2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang {equality before the
lasw), artinya bahwa tdak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai
nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan

3. Konstrusi itn idak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan
jika hak-hak asasi manusia itu dilerakkan dalam konstitusi i hanya
sebagai penegasan bahwa hak asssi itu harus dilindungi (comseiruiron
based on human righes), artinya babwa suaru UUD i merupakan unsur
grandrechten-nya yang lebih primer.

Dengan memperhatikan uraian tentang unsur-unsur dari kedua model
negara hukum di atas, nampak dengan jelas adanya perbedaan antara rechrssiaar
dalam faham Fropa Continental dan the rule of law dalam faham Angle-Savon,
Diantara perbedaan it terletak pada tidak adanya peradilan administrasi yang
berdiri sendiri pada sistem the rule of law, yang berarti bahwa setiap perkara/
kasus baik it melibackan seorang sipil (scorang pejabar negara), atau seorang

“ Mob, Kusnasdi dam Harmaily Theahim, Cp. Cir, him. 160, Libae: Philipas M. Hadjen,
Perlindsengtn Wiokum Bagi Rakyat Indonesis, Op. Cit., hlm. B0, Lihar pula: Marzuki Wahid dan Rumadi,
Figh Maddshah Nogara, Kricik ater Politik Hukwm frlom df Indomeria, Cetakan ke-1, LKIS, Yogyalaro,
2001, blm. 49 - 50,
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swasta maupun seorang militer, retap akan diadili oleh suatu pengadilan yang
sama.” Dengan demikian, negara-negara Anglo-Saxon lebih menekankan
pada prinsip persamazn di depan hubum (equality before the law) sehingga
peradilan untuk pejabar adminisorasi dipandang tidak diperfukan lagi. Prinsip
equality before the law, menghendaki agar prinsip persamaan amtar rakyat
dengan pejabat administrasi negara harus tercermin juga dalam lapangan
peradilan. Pejabat administrasi arau pemerintah atau rakyat harus sama-sama
wnduk kepada hukum dan bersamazn kedudukannya di hadapan hukum.
Sedangkan masuknya unsur peradilan administrasi kedalam unsur rechssraar,
dimaksudkan sebagai bentuk pemberian  perlindungan hukum bagi warga
masyarakat erhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam
lapangan administrasi negara, Selain i, kehadiran peradilan administrasi
negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada hadan arau
pejabat adminiserasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.™
Akan terapi, dari keduanya itw, baik rechistasr maupun the rule of dasw terdapar
persamaan, yain sama-sama mengakui adanya kedaulatan hukum (supremasi
hukum). Arinya, keduanya memiliki mjuan yang sama yaita melindungi
individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan memungkinkan kepada
individu-individu it unmk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai
manusia.** Bahkan, bila ditelusun dari ide dasar Plato mengenai negara hukum
hingga pada perkembangannya sampai saat ini terdapar kesamaan pandangan
dasar tentang filosofi negara hukum, di samping perbedaan sebagaimana
rersebut di atas. Di antara pandangan dasar yang sama adalah:*

. Hukum mempunyai posisi yang supreme dalam negara;

2. Hak-hak asasi warga negara diakui dan dilindungi;

3. Adanya pembagian kebuasaan negara; dan

4. Adanya pengadilan yang bebas dan mandiri,

™ Hal ira dapar dipabami karena dalam negam-negan Aupl-Seoon, lebih menchankan kepada
primsip pommaan di depan hakum (sqeafic dofre the fa, Pringip ind menghendakl agar persamaan
antar mkyas dengin pejabar adminisieesi negara, harus jugs rercesmin dalaen lapangan peradilan, Pejabad
adminisrasi aoe pemerinmh aro eskysr hars samg-mms usdek kepads hokom dan bersamaan
keduduksnmya di hadapsn hukum. Olel karena ini,  peradilan uncuk pepbat sdminisimsi dipandang
nidak diperluicen lagl, Liher 5P Marban, did., "Hikom Adminiscras Megar®, Madul £, Fakulos
Hakum-U1L, Yoprakarta, 1595, hlm. 39,

M Rd., Tl 39,

* hoh, Kisnardi dan Harmaly Tbrshim, O, Cir, him. 161

* harruki Wahid dan Rumadi, Op. Car, him, 53
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Selain kedua konscp negara hukum di awms, dalam perkembangannya
terdapat juga konsep negara hulkum yang lain. Philipus M. Hadjon misalnya
mengemukakan 3 (Bga) macam negara hubum, yaitu rechisstaar, the rule of
lawy dan negara hukum pancasila.” Sedanghan Muhammad Tahir Azhary
mengemukakan adanya 5 (lima) macam konsep negara hukum yairu =
1. Megara hukum menurut Qus'an dan Sunnah atau lebih dikenal dengan

seburan momekrasi fslam
2. Negara hukum menurut konsep Empa Kontinental yang dinamakan

mechistass. Model niegara hukum ini diteraphan sisslnya di Belanda,

Jerman, dan Perancis:

3. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara
lain Inggris dan Amerika Serikar;
4, Suatu konsep yang disebut socialist legalisy vang diterapkan antara lain di

Uni Soviet sebagai negara komunis; dan
3. Konsep negara hukum Pancasila.

* Bacz : Fhifipus M. Hadjon, Prrlimdusigas Micdum Bagd Rabpar [naimeda, Op, Cir, hlm. 74 = 35,

™ Bacs : M, Tahic Ashary, O, Cir, hlm. 63 =75,

® Momokner, berasal dan peckatian mawes vang berarti nilai ao sorma dan ceves acau enrern yang
Isewarri hekumasn amu pemeningahan, Dengan domikian semsknsr fulemr berani - pemerinrahan oleh
bigkaum berdazskan lam (Quran dan Sunnah).
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Konsepsi Penyelenggaraan
Negara Hukum Indonesia

auh sebelum negara-negara modern di dunia pada abad ke-20 ini
mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, menurut Muhammad
Yamin konsepsi negara hukum sudzh dikenal di Indonesia sejak abad ke-
»di mana Negara Taru di Jawa di bawah pemerinmahan Prabu Pumawarman;
Megara Kutai di bawah pemerintahan Raja Mulawarman; Melayu Minangkabau
sampai dengan abad ke-14 di bawah pemerintahan Aditiawarman; Kesaruan
SrTwijaya hmpir seribu mahun Ea.man}ra: K:pmhua.n Si:n.g:ma.ri dan Ma;apal'ut
sampai dengan abad ke 16, dan Kasusuhunan atau Kasultanan kesemuanya im
adalah negara hukum. Artinya Indonesia sebelum abad ke-20 sudah mengenal
negara hukum, hanya saja konsepsi negara hukumnya berdasarkan hulum
kebiasaan yaiow hukum adat kenegaraan yang ridak dituliskan dalam suam
naskah konstiousi.'

Seiring dengan perjalanan wakm yang sangar panjang, terjadi pergolakan
pemikiran dan pergolakan sosial terus menyertai  perjalanan  bangsa
Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan merdeka. Perjuangan dan
peperangan menjadi pilihan  yang harus dilakukan untuk mempercepar
proses kemerdekaan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 17 Agusms 1945
kemerdekaan o terlaksana. Sejak saat itu proses menjadi suam negara
modern terus dilakukan baik memilih presiden dan wakil presiden maupun
membuar konstimusi sebagai dasar hidup bernegara. Pilihan unruk membuat
konstitusi ini merupakan kemutlakan bagl suatn bangsa yang baru lahir
merdeka dalam mencoba kehidupan bernegaranya. Konstitusi yang dibuar
rersebur menjadi suaru landasan faiif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Maka lahilah UUD 1945 yang meropakan hukum dasar rerulis perrama
yang mampu dibuat oleh bangsa Indonesia pada saar kemerdelaannya. Hal
ini membuka babak baru perjalanan konscpsi negara hukum di Indonesia,

' Bally Lbis Hubwm Tate Negara, Mandar Majo, Bandung, 1990, hlm. 31
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karena di dalam konstimasinya mendeklarasikan din sebagai negara hukum
neskipun tidak secara eksplisit. Kesimpulan ini didaparkan dari penelusuran
sejarah pembentukan konstitusi, dengan adanya polemik yang terjadi dalam
membahas rancangan materi-muatan konstitusi khususnya kerika hendak
memasukdean klausul mengenai hak-hak asasi manusia (HAM). Polemik
itu terjadi antara kubu Sockarno-Soepomo yang menganut HAM kemunal
melawan kubu Hartta-Yamin. Sockarno-Soepomo menolak gagasan Harea-
Yamin untuk memasukkan HAM kedalam UUD 1945 dengan alasan
Indenesia telah memilih dasar kedaularan rakyar sehingga rakyar dipandang
sebagai satu kesaruan bukan perscorangan. Akhirnya perdebatan berakhir
melalui kompromi setelah mengalami proses pembicaraan yang cukup a lot,
dengan menegaskan bahwa dalam rumusan lebih lanjur mengenai HAM ini.
tidak ditckankan pada HAM scbagaimana lahic dan berkembang di negara-
negara Barat yang lebih mencerminkan paham individualisme, melainkan
diambil dari falsafah bangsa Indonesia sendiri. Maka dimuadah ketentuan-
kerenmuan HAM secara terbatas dalam Fﬂﬂ—paﬂl; 27, 28, 29, 30, 31, dan

pasal 34.7

* Penolaizan Seelarmo-Sospma uniuk memasukkan kerontimn-keenmuan HAM di dalam LTUD
1945, didasarkan atas penolakzn merks berdua techadap palam individustisese dan liberalisme
yang dianggap tdik cocok dengan fklim keindonesiaan. Tadshal gagaan sentang HAM terinspissi
kedua paham terschut. Dlengan tegas Sockarmo menyampatkan penolakan tersebue dalam pldasenya:
Jikalou kity betml-ben hendak mendasariban pegarg kit pada pakam ekeluargaan, pefiom
tolpnr-menalong, poham potorg-ryong dan keodifan soxial, emaitkanlioh fap-riap pikiean, thap
paham ndividualizsme dan liberolizme daripadanya™ (Bambang Sunggono dan Arics Harianna,
Fanmfuge Fukrm dar Hok Azeed Morwsa, Op. C#,, hlme 84). Sedangkan Socpomo berpendigan bakwa
TELA M e bermicndar irdividalizee. Moka memvandorkon segara kifa pods afifon persemgan
{Tndivichalime) tidot tepat, vamg reperl odaloh alirn kebelmargaon yeng sesial dergan . sifar
ketimmran™ (Risalah Sideny BPUPKS dan PPEI, ying dierbitkan oled Sekretariar Negara Rl
Jakaris, 1998, hlm. 197). Semenrara s, Mahammad Yamin berpendspar bahwn konstitusi hanss
terbentisk atas 3 (rigad bagian: permyatam kemerdiekamn don davar-dosar megara {bagian pembukaan
yang di dalamipa rerdapar juga declarmion of Inman rights. declavation of independence. dan sit
consiimrion of reprblic), bagian pasal-pasal korstinsi, dan rerdipsmys keterangan hak manusia di
atas dunia sehagai bangsa yang hendak merdeka (Bambang Sunggona dan Aries Harianeo, Op. Cii).
Sedanghan Mobasmimad Ham menyatakan bahwa ketidak: serujuannya terhadap pabam individualisme-
liberdisme, mnganlah menjadikannys negara bekusaan. Menuratnga kbih lanjoe, “hesdakiah Kita
harttban syaral-sparad supava negara g kita Bkl fengar sampel mesfacdi megara
Epkwrsaan . Maks menurutnya, walsupin yang dibenculk i negara kebebuargian, weapi masih pertu
ditecapkan beberapa hak dan wargs negara (Jbid Baca : Risalah Sidemg 8PUPKT dan FPKL, Bim.
235 = 236, lihat juga: B. Hestw Cipte Handayo, Op. Cir, hlre, 276 -277).
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Selain pasal-pasal tentang HAM di atas yang mengindikasikan suaru
ciri negara hukum, prinsip negara hukum Indonesia juga daparc dilihar
dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (pasal-pasal non HAM), dan
Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikur 2
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, memuar dalam alinea pertama

kara “peri-keadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alines keempar

perkataan “keadilan sosial®, dan “kemanusiaan yang adil”, Semua istilah
itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suaru
tujuan hulum it unruk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga

ditegaskan "maka disusuniah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

dalam suaru Undang-undang Dasar Negara Indonesia™;

2. Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa
“Presiden Republik Indonesia memepang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar (pasal 14). Ketentuan ini menunjuklean
bahwa bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikur
ketentuan-ketentuan yang sudah diretapkan dalam undang-undang
dasar, Pasal 9 mengenai sumpah presiden dan wakil presiden “memegang
teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala udang-undang dan
peraturannya selurus-lurusnya”, Melarang presiden dan wakil prseiden
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
menjalankan rugasnyam suaru sumpsh yang harus dihormati oleh
presiden dan wakil presiden dalam mempertahan asas negara hukum.
Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan
bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya®. Pasal ini selain menjamin
prinsip equality before the law, suaru hak demelerasi yang fundamental,
juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tingg
hukum suamu prasyarar langgengnya negara hulkum; dan

3. Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, merupakan penjelasan autentik
dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 i
mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menycburkan: *Negara

" Diahlas Thaib, Kedaloran Radyear, Megara fatwm, dm Kominsd, Ceakan ke-2, Libery,
Yogyakarma, 2, klm, 23 - 26,
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Indonesia berdasarkan aras hubum (recfostaar) tdak berdasarkan aras

kekuasaan belaka (machisstzas). Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan

apa yang secara tersirat dan rersurac relah dinyaraban dalam Barang

Tubuh UUD 1945

D‘mgm demikian, penegasan secara :prLiai: Indonesia a-:hagai negara
hukum dapar dijumpai dalam Penjelasan UULD 1945, Lain halnya dengan
dua konstitusi (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) vang pernah berlaku di
Indonesia, terdapat penegasain secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai
negara hukum. Dalam Mukaddimah Konstimsi B1S misalnya disebutkan
pada alinea ke-4; unnk mewufudban bebabagiaan, kesejabteraan, perdamaian,
dan kemerdekaan dalem masparakat dan negara bukum Indonesia Merdeka yang
berdaular sempurna, Kemudian di dalam Pasal 1 ayar (1) Konstusi RIS juga
disebutkan; Repubiik Indonesia Sevikar yang merdeka dan berdavdat falah satu
negars bubum pong demokrast darn berbentuk federasi.

Demikian pula halnya, di dalam Mukaddimah UUDS 1950 pada alinea
ke-4 menyebutkan;

Makas demi ini kami miempoun kemierdekaan kawi it dalew ot Plagam
Negara yang berbenruk Republik Kesanean, berdaser pengakuan Ketwbaran Yang
Maba Fra, Perikemanuiaan, Kebangoan, Kevakvatan dan keadilan sosgal unesk
mewfudian kebahagiaan, kesjabieraan, pevdanigion, dan kemerdekaan dalam
mirparakar dan negan rukum Indonesia Merdeka yang berdaular sernpurna.

Kemudian di dalam Pasall ayar (1) UUD 1950 dischutkan; Repubiik
Tndonesia yang merdeka dan berdaulat ialab negarg bubum pang demolkraiis dan
berbentuk kesatuan,

MNamun, setelah UUD 1945 dilakukan amandemen rumusan negara
hukum Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisic baik di dalam
pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisic dimuar di
dalam Penjelasan UUD 1945, penempatan rumusan negara hubkum Indonesia
telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyarakan
di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah
Nepana Hukum. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana
penjelasan pada pembahasan sebelumnya, maka dapar ditemukan pengaturan
unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai beriku ;

&H—;:m Halkiisn lndasaas Pasea Parubahan 1D [B48



1. Perlindungan rerhadap hak-hak asasi manusia (HAM)*

Perlindungan terhadap HAM di dalam UUD 1945 eelah dijamin
pengaturannya pada pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu dalam
pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34, Kemudian setelah UUD 1945
dilalukan amandemen, perlindungan n:rhm:hp HAM dijamin pengaturannya
kehih komprehensif lagi jika dibandinghkan dengan UUD 1945 schelum
amandemen yang dimangkan dalam pasal-pasal HAM pada bab remendiri
yaitu bab X A dengan judul "Hak Asasi Manusia’, dan di dalamnya terdapar
10 (scpuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (pasal 28) dan bab
sebelumnya (bab X) rentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada
11 (schelas) pasal tencang HAM, mulai dari pasal 28, 28 A sampai dengan
pasal 28 J. Mulai dari hak berkumpul / berserikar, memperrahankan hidup /
kehidupan, berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan
diri / memajukan diri, jaminan dan kepastian hukum, bebas beragama, bebas
berkomunikasi /| memperoleh informasi, perlindungan diri [ keluarga dan
martabat serta harta bendanya, kesejahreraan lahir batin / persamaan keadilan
{ hak milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakan, serta tuntutan
aras dasar hukum yang berlaku surut / penghirmatan identitas budaya, dan
terakhir pasal 28 |, wajib menghormad hak asasi orang lain serta runduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, Oleh karena iw,
selain apa yang telah dijelaskan di atas mengenai pengaturan HAM di dalam
konstitust, Indonesia juga pmaerilili hﬂb:l.gni. aturan hukum tentang HAM
tersebur. Misalnya sebelum UUD 1945 diamandemen ada beberapa undang-
undang yang dianggap sebagai pelenghkap untuk memenuhi kekurangan pasal-
pasal tentang HAM dalam UUD 1945 antara lain: UU No. 14 Tahun 1970,
UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, TAP MPR No. XVIIf MPFR

* Lihnt ¢ Undang-Undang Drasar rt;pu.hl'd: Indonesia 1945, rerbitan Sekrevariar Jendeal DPR-
MPR-RI, Jakasea, 2005 [Bach jugn A Masyhar Efendi. Perkembamgon Dimensd HAM dan Proses
Dipamity Pemymswman HAM, Ceakan keol, Ghalia Indonesa, Jakara, 2005, hlm, 133), Menunae
lsmail Sunny, pedindungan terhadap HAM ini yang peramumnnya diranghan dalem konstinsi
Indanesia meropakan konsckuensi Megara Indonesiz acalah Megara Hukum yang haras menghormari
tiga prirsip dasr, yaieu supremasi hukum (supremacy af law), kesetaraan di hadapan huloam (eguality
before the krw), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak berentangan dengan hulum {oue
process of law), Lihat: lsmail Sunay, “Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen LUD
194" Makalakr, dimmpaikan pada Sewinoe Sterem Pemerintaban Indonesfa Pasco Amarndemen
LD 1245, wing disclenpgarakan okeh Badan Pembinaan Hukum Massonal (BPHM) Depanemen
Echakirman dan HAM - BRI bekerjzsama dengan FH-UNAIR Surabaya dan Kantor Wilayah Depamermen
Eehakirnan dan HAM - K1 Propinsi Jawa Timag, Sarabaya, @ = 10 funi 2004, blm. 6.



{ 1998, dan KEPPRES MNo. 50 Tahun 1993, Kemudian setelah UUD 1':?4'5.
damandemen lahir sasu produk UL paita UL No, 26 Tahun 2000.

2, Pemisahan / Pembagian Kekuasaan®

Pemisahan kekuasaan (sepavation of power) dan pembagian kekuasaan
(disiribution of power atau divivon of pewer) ini merupakan pilihan sistem untuk
mengorganisasikan prinsip kedaulatan rakyar secara kelembagaan. Kedua
istilah ini kemudian dibedalan oleh Sir vor Jennings dalam bukunya The
Law and The Constiaurions menjadi pemisahan kekuasaan dalam pengerdian
materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam pengertian mareriil adalah
adalah pemisshan kekussaan yang dipertahankan secara regas dalam rugas-
tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karakreristik memperlihatkan adanya
pemisahan kekuasaan itu dalam 3 (tiga) bagian; legislarf efrekusf, dan
yudibarif. Sedangkan vang dimaksudkan dengan pemisahan kekuasaan dalam
arei formil adalah apabila pemisahan keloaasaan itu ridak dipereahankan secara
tegas. Pemisahan kekuassan dalam ard marteriil inilah yang oleh Ismail Sunny
dischur scbagai “pemisahan kekuasaan” sedangkan pemisahan kckuasaan
dalam arti formil disebur sebagai “pembagian kekuasaan™

Sémentara itu, ]jm!'].r i"u:sl'l.i.dl.{iqie memberikan p:ngq:rtian p:mis:han
kekuasaan kepada dipisah-pisahkannya kelkuasaan ke dalam fungsi-fungsi

yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajar dan saling
mengimbangi (checks and balances) artinya bersifac horizemtal, sedanghan

¥ Doktrin pemisahan acopun pembagian kebssion dalam konstitus dianggap penting kiresa
tiga pertimbangan pokole 1) Pembuatn undang-undang beserta. pelaksanainnya dianggap schaga
dua pekerjaan yang memerlukan tpe organisas, pemsonil, dan keahlian yang berboda sata sama bain.
Karem i, unmk kepentngan chsiensi. kedua pekedaan it dibegi dalem dua instimasi yang berbeds;
I} Pemshedazn kedua cabang kekuaman ita juga disnggap penting untuk menjamin @l kbebasin
dan pembarisan kekusssan yang dimiliki, schingga diznggap peru disdakan pemiszhan kelembagaan.
Divderiin persisahan kekumsasm ing dapar dilmitkan pubs dengan konsep Baron de Maonnesquiew {1659%—
1755) yang berpendapar bahwa pemimban huogsi-hungsi begislaif, ek, dan yudikasif dalam
senikoar bekuassan negara deu']uj:aﬂ Ebn.p.l.hngjﬂ.ll umtuk menjumin kebebasan dari umh;-m.l::ing
cabang kekuassan i dan 3) Pemisahan keriga cabang kekuasaan in seringkadi dikaickan dengan conak
penulisan yeng mengikut cradisi yang sudah beclngmung sejak lamz, dimana ketiga cabang kekuasasn
ity diremuskan dalum g bagian rerpisah saru sama lain. Meskipun apabila ditelaab secars mendalam,
scsuniggifing felak satupun eks konstioesd manpun dalem prakrik dimasapun yang memisahlan
cabang-cabang kekuassan legidanf dan deselounif secar kako, Baik dalem namuosan formal apabipi dalam
kemyaraan prakeik, fungsi-Fungsi bepslaeif dan okl selalu bessife mumpang vindih. (Baca: Jimly
Asshiddigie, " Pergeseran-perpeseran Kekuaaan Legislarif dan Eksckonl™ dalam Kapits Seletra Teori
Hkuer (Kumpolan Tulisan Teesebar), FH-UL Jakarea, him, 85— BY.

& lsenail Sunoy, Pembagpion Letwarasn Negara, Alsara Banu, falarea, 1983, hlm. £3,
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pembagian kekuasaan adalah dibagi-bagikannya kekuasaan it dari lembaga
pemegang kedaulatan rakyat tertinggi ke bawah kepada lembaga-lembaga
ringgi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakeyar yang berard
bersifat vertikal’ Dengan penpgertian yang demikion, maka UUD 1945
sehelum dilakulan amandemen menganur paham pembagian kekuasaan
secara wereikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifac borizonsal®
Kedaularan ralyat dianggap terwujud penuh dalam wadiah MPR yang
dapar dirafsirkan sebagai lembaga rertinggi ataupun sebagai forum ertinggi.
Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai wgas dan kewenangan
lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu presiden, DPR,
MA, dan scterusnya.” Maka menurur sistem pembagian kekuasaan, prinsip
kesedarajatan dan perimbangan kekuasasn itu bukan bersifar primer. Karena
iy, dalam UUD 1945 yang adi, ridak diatur pemisahan yang regas dari
fungsi legislatil dan eksekurifl sehingga fungsi utama DPR lebih merupakan
lembaga pengawas daripada lembaga legislanf dalam arti yang sebenarnya.'
Hal inilah yang menurut Ismail Sunny. pemisahan kekuasaan dalam ard
materiil tidak terdapar dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang
ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil atau
dengan perkataan lain, di Indonesia terdapar pembagian kekuasaan dengan
tidak menckankan pada pemisahannya, bukan pemisshan kekuasaan.!! Alan

" Jimly Amhiddigie, Format Kelembogaan Negora don Pergeseran Kekuesean dalem UUD
1945, Cerakan ke<1, FH-UI Press, Yogyakara, 2004, hlm. 11

& ihat Pasal 5 avar (U} dan Pasal 20 ayac (1) UUD 1945 sebelum amasdemen teatang badan yang
membus usdang-undang,

* Hal imi merupakan konsebouens bogis dari Pasal | ayar (2) UUD 1945 sehelem amandemen yang
mgndudildan MPR sehagsi lembaga tertinggl separs, Maks lembapslembaga bin kedwdukannya
berada di baveah MPR yvang menerima dan memasfankan keboansaan i sesuai dengan keingioan MPE.
Oileh leasena ivu, hubusgan snram MPR deagan lewhaps- lembaga yang ada di bawabnya dikuasa aleh
gistem delepnsi kekuntaan: 1) Kelnmean dessleunif oleh MPR disershlan kepada Presiden (Pasal 4 svan
I LFUED 1945} arvioys Presiden sshagai mandassris MR, 2) Kebuasian lepislarif aleh MPR diseralakan
pelaksanasneys IEpi-d-l- Presiden dar PR yang berarr bk kedies lenbaga ini dalam membuat L0
ke bekerjaama (Pasal 5 ayar ] dan Pasal 3 ayai | UILIDY 1035 sebelion amandemen, dam 3] Presaden
sehagai mandatars MPR harus benanggung jaoab kepada MPR. Sedsnghesn DPR ridak demilcian,
sesuai dengan Pazal | ayat (20 UUD 1945 sebelum amandemen dan Penjelasin Umam bagian Siefem
Pamerimaban dari UUD 1945 yang menyarkan: dnggots DPR mevcmpkop msiadi anggofo MPR.

" Jimly Asshiddbgle, fhig., him. 11.

" lsmail Sunny, Op, Cir., hlm. 44. Pendapataya ind dilkemukalan dengan mendasatkan pada briveria-
kriteria ada ¢ tidaknys pemisshan kelomsamn dalem suaru negar yang dibuar oleh Wade dan Philips

mekalui pertanyaan-pertanyaan: 1) Apaksh erang-orang atau badan-badan yang sima merupakan bagian
dari kedua badan kegidand dan eksehunif 2, 2) Apakah badun legilacf yang mengonee badan eksekusif
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eetapi, dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan
kekuasaan secara forizontal jelas mulai dianue aleh para perumus Perubahan
UUD 1945 seperti tercermin dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
ayat (1) sampai ayae (5)."

3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang

Menurut Ismail Suny, sebagai suan negara hukum berdasarkan UUD
1945 semesatinya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada DPR. Presden menctapkan pertawran
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya.
Semua ketentuan UUD 1945 it merupakan hulum positif yang menjadi
dasar konstirusional (Constistionale atau Grondwettelybe Gromeslag) dari
adanya sifat wesmatigheid van ber bestuser (pemerintahan berdasarkan undang-
undang) di negara kita."*

Apa yang dikatakan oleh lsmail Suny itu telah termuat menjadi materi-
muaran dari UUD 1945 yaitu dalam Pasal 4 ayar (1) dan Pagal 5 ayat (1) dan
(2). Hal ini menunjuklkan bahwa dalam pemesintahan berdasarkan undang-
undang, masalah kelembagaan negara yang menjalankan pemerintahan terscbut
harus berpegang reguh kepada sistem konstitusional (hukum dasar). Menurut
Padmo Wahjono, di dalam sistem hukum dasar (UUD 1945) dianut prinsip
bahwa kelembagaan negara baik secara langsung maupun ridak langsung,
ditetapkan dengan undang-undang yang dibuar olch Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat schingga dapatlzh dikatakan bahwa undang-undang adalah
bentuk yuridis, yang maksimal dapat dicapai untuk mencerminkan suaru
demokrasi. Kemudian prinsip berikutnya dalam masalsh kelembagaan negara
di dalam sistem hukum dasar (UUD 1945) yaitu bahwa sifar, bentuk maupun
kewenangan-kewenangan yang pokok, relah diterapkan dalam Undang-
undag Dasar,” Secara keselunthan ULID 1945 pasca amandemen mengenal
tujuh lembaga tinggi, yaicu MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, serra
lembaga rambahan lain yang bersifat independen seperti Komisi Pemilihan

dan badan cksclowif yang menppnmol legistadf ¥, dan 3} Apakah badan legilanf melsksanakan furgs
chaschoarif dan hadan eksekutil melaksarakan fungsi Ingislarif 2,

% Fimly Asshiddigie, Op. Cir., Bm_ 11,

- Loinall Suicty, O X, hilar, 7.

14 Padrmo Wahjomo, fndemeria Negarr Seraasarkan At Hukum, Cetakan ke-i , Ghalia Indonaia,
Jakearta, 1963, alm, 12.
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Umum (KF'U). Dari ketujuh lembaga itu, hanya MPR saja yang bersifar khas
Indonesia. Bahkan empar lainnya berasal dari cetak biru kelembagaan vang
dicontoh dari zaman Hindia Belanda. DPR berasal dari Valkrrged, MA berasal
dari Hegerechischof, BPK berasal dari Rasd wan Rebenkamer, dan Presiden
sebagai penggant "Gubernur Jenderal™® Adapaun pengaruran kelembagaan
negara di dalam UUD 1945 adalah sebagai berileu :

@  Majelis Permusymwaratan Rakyat (MPR)

Setelah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilakukan perubahan pada Sidang
Tahunan 2001 dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan
rakyar dan dilaksanakan menurut UUDY, maka MPR tdak lagi sebagai
lembaga rertinggi negara, dan ridak lagi memegang kedaularan rakyat
sehagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayar (2) UUD 1945 schelum
perubahan. Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembags tertinggi
negara secara konseprual ingin menegaskan bahwas MPR bukan saru-
satunys lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyar. Setiap lembaga yang
mengemban tugas-nugas politik negara dan pemerintahan adalah pelaksana
kedaulatan rabkyar dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakgart. '

Dengan adanya perubahan rerhadap Pasal 1 ayar (2) UUD 1945 tersebur,
berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR. MPR tidak lagi berwenang
memilih presiden dan wakil presiden karena rakyar akan memilihnya secara
langsung, wewenang MT'R adalah melantik prseiden dan wakil presiden hasil
pilihan rakyar, MPR pun tidak lagi berwenang memberhentikan presiden
danfatau wakil presiden dalam masa jabatannya, tetapi kewenangan it baru
akan muncul ketika ada usulan dani DPR setelah Mahkamah Konstitusi
memeriksa, mengadili, dan memuruskan bahwa presiden dan/atau wakil
presiden bersalah. Wewenang yang masih terap melekar pada MPR adalah
mengubah dan menetapkan UUD 1945.7

Selain itu, susunan MPR pun mengalami perubahan karena Pasal 2
ayat (1) UUD 1945 sebelum mengalami perubahan berbunyi “Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-angpora Dewan Perwakilan

" Jimly Asshiddiqie, Formar Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasoan Dalam UUD
1945, Cembean ke-1, PH-UILL Press, Yograkarts, 2004, hlm, 12,

“Hagir Manan, DPR, DPD dan WPE dalom UUD 1945 Bary, Cerakan ke-1, FH-UIT Press,
Yogyakarra, 2003, blm, 74

" Lihat: Pasal 3 ayar (13, (2), dan (%) serta Fasal 7 A LUD 1945, Baca jupa- Nomatul Hida, ks
Tila Negara Indomesta, Edisi ke-1, F'T, Raja Grafindo Persads, Jakarrs, 2005, hlm. 154 - 155,
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Rakyar, dirambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang’”.
Ketentuan ini secara jelas menyatakan bahwa snggora MPR rerdini dari anggora
DPR, diambah dengan urusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan yang dimaksudkan agar perwakilan tidak hanya terdin dari unsur
politik (DPR), terapi juga terciri dari unsur-unsur fungsional {gu:ﬂnngan].
dan daerah supaya masing-masing unsur itu terwakili dalam majelis sehigga
MPR itu berul-betul merupakan penjelmaan rakyat. Akan tetapi, setelah
Pagal 2 ayar (1) UUD 1945 dilakukan perubahan yang berbunyi: Majelis
Permusyawaratan Rakyar terdin atas anggota Dewan Perwalalan Raleyar
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjur dengan undang-undang”, maka hal ini telah
menghapuskan unsur utuzan golongan dan umsan daersh menjadi Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang menurut Bagir Manan, penghapusan unsur
utusan golongan ini lebih didorong oleh pertimbangan pragmarik daripada
konseprual dengan alasan: Pertama, tidak mudah menentukan golongan yang
diwakili, Kedha, cara pengisiannya mucdah menimbullan kolusi politik antara
golongan yang diangkat dengan yang mengangkar. Perubahan sistem utusan
daerah diamksudkan agar lebih demokratik dan meningkarkan keikutsertaan
dacrah dalam penyelenggaraan sehari-hari prakeik negara dan pemerintahan,
di samping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.™

Oleh karena iru, menurut Jimly Asshiddigie perubahan-perubahan
mendasar dalam kerangka strukeur parlemen Indonesia terjadi mengenai
hal-hal sebagai berikuc'® Pertama, susunan keanggotaan MPR berubah
secara struktural karena dihapuskannya keberadaan Urusan Golongan yang
mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (fincrional represenrarion) dari
unsur keanggotaan MPR. Kedwa, bersamaan dengan perubahan yang bersifar
seruktural tersebut, fungsi MPR juga mengalami perubahan mendasar. Majelis
ini tidak lagi berfungsisebagai suprente body yang memiliki kewenangan tertinggs
tanpa kontrol, dan karena it kewenangannya pun mengalami perubahan-
perubshan mendasar. Kerige, diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan
(separution af power) secara tegas antara fungsi legidatif dan ekselourif dalam

1 Bagir Manan, Op. Cir, klm. 75

1 Jimly Asshiddiie, “Stnukur Kesatancgarsan Inslonesia Serelah Perubahan Keempai ULD 19457,
Makuriah disampaikan pada Seminar Pembanguean Hidwm Nisicns] VI dengan roma “Pensdhangunan
Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, yang disclongganakan oleh Bada Pembinaan Hukuam
Masiarsal [hepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14— 18 Juli 2003, klm, 5 - 6.
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perubahan UUD 1945, Dengan perubahan ini berarti UUD 1945 cidak lagi
menganut sistem MPR berdasarkan prinsip "supremasi parlemen” dan sistem
pembagian kekuasaan (diseribution of power) oleh lembaga tertinggi MPR ke
lembaga-lembagz negara di bawahnys. Keempat, dengan diadopsinya prinsip
pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung oleh
rakyat dalam Pasal 6 A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka konsep
dan sistern pertanggungjavwaban Presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR,
retapi langsung oleh rakyar.

b.  Dewan Perwakilen Rakyat (DPR)

DPR schagai lembaga legisladf secara umum tugas dan wewenangnya
terdiri atas 3 (tga) fungsi:®™ Fertama, tungsi legishsi yaitu fungsi untuk
membenmik undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapar
persetujuan bersama, Kedua, fungsi anggaran yaitu fungsi menyusun dan
menctapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ketiga, fungsi pengawasan yait
fungsi melabukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-
undang dan peraruran pelaksanaannya.

Dari ketiga fungsi DPR itu, fungsi legislasilah yang telah bergeser dari
kekuasaan presiden untuk membuar undang-undang sepert diarur dalam
Pasal 5 UUD 1945, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang (RUU) dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
undang (Pasal 20 UUD 1945)." Dengan adanya perubahan terscbur, presiden
tidak lagi memiliki peran yang lebih menonjol daripada DPR dalam membuar
undang-undang, schingga DPR harus lebih berperan dalam membuar
undang-undang lkarena DPR telah berubah menjadi pemegang urama dalam
kekuasaan ﬁlng,if l:gi5|asi-

* Penjelasan Pasal 25 Unding-Undang Momer 22 Taben 2003 Tentang Sisunan dan Kadudukan
MPE, DPR, DPD, dan DIRDL

® Hal ini terjec schagas akibat dari Perubahan Perann werbadap UUD 1945, pada mnggal 19
Orkcober 1999 dalam Sadang Umum MPR vang edah berlangsung dan rangzal 14— 21 Okaober 1599,
Fasal 20 aysa (1)} varg baru daa D 1945 menparakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekvasaan membermuk undarg-undang”. Selanjutny syt (2} menyaakan: “Scdap mocangan dang-
unding dibahas aleh DFE dan Presiden unmak meadapat perscoujuan bemama, jika ancngn undang-
undang inw tidik mendapar persernujuen besama, ncngan undaeg-undang i tidak boleh diajuban
lagi dalam persidangan DPR mass it”, Kemedian ayat §4) oy menyamkan: “Dalam hal ancangan
vndang-undang yang tehab disensjui bersama cersebue odak disshkan olels presaden dalam wakeoa 30
kari semenjak rancangan undang-undang werschuor disetuje, rancangsn undinp-undang, tersebur szh
menadi undang-undang dan wajib diundanghkan™,
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Menurut Jimly Asshiddigie,” berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 dapat
dipahami bahwa: Pertama, lembaga legislasi arau legislaror adalah DIPR,
bukan presiden dan apalagi DPD; Kedwa, Presiden adalah lembaga yang
mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang relah mendapar
persetujuan bersama dalam rapar paripurna DPR resmi menjadi undang-
undang; Kreiga, RUU yang telah resmi SAH menjadi undang-undang (UU)
wajib diundangkan sebagaimana mestinya; Keempar, setiap RUU dibahas
bersama untuk mendaparkan perserujuan bersama antara DPR dan Presiden
dalam persidangan DPR. Dalam hal RUU berasal dari inisiacif DPR, maka
institusi DPR sebagai saru kesaruan akan berhadapan dengan presiden sebagai
satu kesaruan instiousi yang dapar menolak usul indsiacif DPR ime seluruhnya
araupun sebagian materinya. Dalam hal demikian maka RUU yang diajuban
oleh DPR itu tidak dapat lagi diajukan dalam persidangan DPR masa iru. Posisi
presiden dan DPR dalam hal ini dapar dikarakan saling berimbang. Disaru
pihak, dalam proses pembahasan materi RUU, posisi presiden/pemerintah
lemah karena harus berhadapan dengan DFR schagai saru kesatuan institusi.
Dialam hal ini, presiden ridak dapat lagi memanfaatkan dukungan parcai
politiknya sendiri yang ada di DPR untuk mendukung kebijakan pemerintah
mengenai materi RUU yang sedang dibahas. Akan tetapi, di pihak lain,
presiden/pemerintah mempunyai posisi yang kuat karena dapat mem sefe
dengan cara menolak untuk memberikan perserujuan aras sesuatu materi
araupun keseluruhan materi RUU yang bersangkuran.

Kelima, dalam hal RUU it datang dari Presiden, maka seperti techadap
RUU inisiatif DPR, pembahasannya pun dilakukan secara bersama-sama
untuk mendapatkan perserujuan bersama, Dalam hal ini, yang berhak menolak
seluruhnya ataupun sebagiannya adalah DPR sebagai institusi. Jika RUU iru
ditolak seluruhnya oleh DPR, maka RUU iru juga tidak dapar lagi diajukan
dalam persidangan DPR masa yang bersangkutan. Dalam forum pengambilan
purusan oleh DPR dapar terjadi bahwa sesuaru mareri ataupun seluruj materi
RUL yang bersangkutan dipususkan dengan pemungutan suara dalam rapat
paripurna DPR. Dalam hal demikian, presiden/pemerintah tidak mempunyai
voting rights sama sekali. Maka dapar dikatakan bahwa dalam hal ini DPR
mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada presiden/pemerineah,
karena DPR lah yang memutuskan, bukan presiden, Jika sebagian mareri
RUU iru, ridak mendapat perserujuan DPR berarti materi yang bersangkuran

™ fenly Asshiddiqie, Op. TV, hlm, 1213
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harus dikeluarkan dari RUU yang bersanghkutan, dan secara a consraris, juga
tidak dapar diajukan lagi untuk diatur dengan arau dalam UL lain dalam
persidangan DPR masa i

Keenam, setelah suamn RUU me_ndapa: pl:m::ujl,:ﬁ.n bersama yang
dirandai oleh pengesahannya dalam rapar paripurna DPR, maka RULT yang
bersanghutan sccara substantif atau secara marericl welah menjadi UU, erapi
belum mengikat umum karena belum disahkanoleh presiden serta diundangkan
sebagaimana mestinya. Karena, RUU yang relah mendapar persetujuan dalam
rapat paripurna DPR itu secara materie]l adak d;’.I.FﬂI: ]:lgi diubah m-r:al:i;:n.m
presiden ridak menyetujui isinya. RUU itu akan berubah menjadi resmi
mengikat umum sermata-mata karena (a) faktor pengesshan oleh presiden
dengan cara menandatangani naskah UU iru, dan (b) faktor tengrang wake
340 hari sejak pengambilan kepurusan atas RUU tersebur dalam rapar paripurna
DPR. Dengan demikian, secara mareriel, proses pembentukan UL relah selesai
(fmal) dengan telah diambilnya purusan dalam rapar paripurna DPR yang
mengesahkan RUU yang telah dibahas bersama. Karena itu, dapar dibedakan
adanya dua instansi pengesahan suatu RUU, yaitu pengesahan mareriel oleh
DPR dan pengesahan formil oleh presiden sehagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (4) UUD 1945, Tindakan pengesahan materiil itu dilakukan melalui
pengambilan purtusan akhir oleh DPR atas suaru BRULU dalam sidang arau
rapat paripurna DPR. Sedanghkan tindakan pengesahan formil dilakukan olch
presiden dengan cara membubuhlan randarangan pada bagian akhir naskah
UU. Selanjucnya, atas perintah presiden, UU yang bessangkutan diundanglan
dengan cara menempatkannya dalam registrasi Lembaran Negara dengan
memberikan nomor regiscrasi dan pembuaran salinan oleh Sekretaris Negara,
dan penerbitan Lembaran Negara yang bersanghutan sebagaimana mestinya
e.  Dewan Pevwakilan Daevab (DPD)

Sebagaimana halnya dengan DPR, DPD scbagai lembaga baru hasil
Perubahan Ketiga UUD 1945 juga merupakan lembaga negara yang anggota-
anggntanya mewakili rakyar, hanya saja keterwakilan itu untuk rakyar masing-
masing provinsi di Indonesia dalam jumlah wakil yang sama dalam DI'D.®

M Eriwnrman wontang keangposaan DPD ind distus dalem Pasal 51 dan 52 UL bo, 22 Tahun 2003
Tenmang, Susunan dan Kedwdakan MPR, DPFR, DPD, dan DPRD yang meoncgaskan bahwa dacmah
pemilihan umuk anggoa DD adalah provines. Jumlab anggor DIFD annak scriap provins dicsphan
4 fempac) orang, Kemudian Pasal 32 meencnmakan babwa DFD eerdin aca wakil-wakil dacrah provins
yaug dipilih melalui pemibhan umom, dan selanjuimya Pasal 33 mencgaskan: 1), Anggoa DD dar
a:ii;p ;uru:.v'.-imi dib:l.’ip"ﬂ.ﬂ sehanyak epar OrAng; 2} Jumdah selurub npyE DTPD ndak Jebib dasi 13
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Keberadaannya di samping DPR berkedudukan sama sebagai lembaga
legislarif, namun tidak berarti bahwa UUD 1945 menganur sistem dua kamar
(bfcamernal). Karena dalam sistem dua kamar murni (streme breameralicm)
kedua kamar tersebur diberi wgas dan wewenang menetapkan undang-
undang, Artinya, setiap rancangan undang-undang (RUU} yang telah disetujui
cleh Dewan Perwakilan Raloyar (sebagai Majelic Rendah) harus dibahas
lebih lanjut dalam kamar kedua (schagai Majclis Tinggi). Majelis anggi ini
kemudian memutuskan, menerima seluruhmya RUU yang telah diserujui oleh
DPR. Dengan demikian. kalau Majelis Rendah mempunyai hak amandemen,
Majelis Tinggi tidak mempunyai hak amandemen. Berdasarkan pasal-pasal
dalam UUD 1945 yang mengarur DPD, lembaga ini tidak mempunyai mgas
dan wewenang seperti it Bahkan dalam UUD 1945 ditentukan bahwa
jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dan sepertiga jumlah anggora DPR.
Oleh karena irg, UUD 1945 tidak menganur sistem dua kamar murni (strong
bicameralism) melainkan sistem dua kamar semu. Dh linglkungan PAH 1 BP-
MPR muncul istlah saff bicameraliom.™

Maka, meskipun sifatnya terbaras DPD yang merupakan lembaga
perwakilan daerah dengan kedudukannya sebagai lembaga negara mempunyai
fungsi legislasi (terbatas), fungsi pertimbangan (terbatas), dan fungsi
pengawasan (terbatas). Keterbatasan ketiga fungsi DPD tersebur dalam arti
tidak melihar keseluruhan fungsi yang pada umumnya ada pada Majelis
Tinggi schagaimana telah discbutkan di atas, yang juga diatur dalam UUD
1945 sebagai berikut

1) Fungsi Legislasi :

Fungsi legislasi DI'D ini diarur dalam Pasal 22 D ayae (1)
dan {2) UUD 1945, bahwa DPD dapar mengajukan kepada DFR
rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan :

a) Oronomi dacrah;
bl Hubungan pusat dan daerah;
¢) Pembenrulkan, pemekaran dan penggabungan daerah;

jumlih anggean DIEG 3). E'_-nw DD diresmilsn d'-:nﬂ:.rt kepurusan Presiden; dan 4). -'l-ngg-‘ll-'l-
LPD berdamisili & daeah pomilibennys dan selama h-uli:ll.nﬁ'hen:ﬂ'upnr tinppal di ibukots negara
H:-pul,:li.'l. Indonesie.

B 5H Snemaneri M., "Simsunan dan Kedudakan Dewan Pereakilan Daerab”, ditsm fanedjri B
Calfae, dlk, (Edy, Dewan Perwakilon Daerah dolam Siviem Kelotosegporadn Keprinilk fndonesia,
Cetakan ke-1, Setjen MPR-UBOPE jadaria, 2003, Kim. 18— 19,
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2)

3

d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya; serta

e¢) Hal-hak yang berkaitan dengan perimbangan pusar dan daerah.

Fungsi Pertimbangan
Funggsi pertimbangan DPDY ini diarur dalam Pasal 22 D ayar (2)

UUD 1945, bahwa fungsi pertimbangan DPD tersebut disampaikan

kepada DPR yang berkaitan dengan :

a) Rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan
belanja negara; serta

b) Rancangan unding-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama.

Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan DPD ini diamur dalam Pasal 22 D ayac

(3), bahwa DPD dapar melakukan pengawasan aras pelaksanaan

undang-undang mengenai :

a)  Oronomi daerah:

b) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan dacrahy;

c) Hubungan pusat dan daerah;

d) Pengelolaan sumber daya alim dan sumber daya ekonomi
|ajr.|n}-‘3,'

e) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

£}  DPajak;

g) Pendidikan; dan

Dari masing-masing ketiga fungsi DPD yang serba dalam keadaan

terbatas i, menunjukkan bahwa keberadaan DFD di samping DPR rtidap
dapar disebut bahwa sistem parlemen di Indonesia menganur dicameralisme
dalam arti yang sebenarnya, karena kedua kamar it (DPD dan DPR) ridak
berkedudukan sama-sama kuar. Arinya, kedudukan DPR lebih kuar daripada
DFPD karena sampai pada ringkar keputusan menjadi wewenang DPR,
sedangkan DPD hanya memberikan pertimbangan saja kepada DPR.

Kini, setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MEK-RI)

mengabulkan permohonan hak uji materi yang telah disjukan DPD im
sendiri terthadap scjumlah pasal dalam UU No. 27/2009 Tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD dan UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Eorsopsi Perpolonggarasn Megusa Hakam Indonesia ﬂ



Perundang-undangan, Maka DPD sekarang memiliki hak dan kewenangan
yang sama di bidang legislasi dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU
sejak pembahasan tinghkar pertama oleh Komisi atau Panitia Khusus DPR.
Hak dan kewajiban iru, antara lain, menyampaikan pengantar musyawarah,
mengajukan dan membahas daftar inventarisasi masalah, serta menyampaikan
pendapar mini scbagai tahap akhir dalam pembahasan tingkar saru. DPD juga
menyampaikan pendapat pada pernbahasan tingkat dua dalam rapat paripurna
DPR. sampai tahap sebelum perserujuan. Namun, MK tetap berpedoman pada
Pasal 20 ayar (2) UUD 1945 bahwa DPD tidak ikur memberikan perserujuan
terhadap RUU untuk menjadi UU karena Pasal 20 ayar (2) rersebur hanya
menyebutkan bahwa perserujuan dilzkukan oleh Presiden dan DPR.

Dengan putusan MK itu, hak konstitusional DPD berdasarkan Pasal
22 D UUD 1945 relsh dikembalikan oleh MK yang sempat diprediksi
wewenangnya olch UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD. Berikut ini disajikan perbandingan kewenangan DPD di bidang
legislasi antara sebelum dan sesudah dilakukannya uji materiil rerhadap UU
Me. 12/2011 dan UU No. 27/2009 sebagai berikur <

Kewenangan 1@51:&1 DPD -RI

DPD cidak memiliki l::m:nangﬂn DPD  memiliki kmn:ngm ihut

unruk ikur serra dalam  program |serta mengajukan dan membahas

legislasi masional; program legislasi nasional rerkait:

1. Perimbangan keuangan pusat-

Pembahasan RUU di bidang tertentu daerah;

tidak mengikutsercakan DPD 2. Oronomi Daerah;

3. Pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daersh; dan

4. Pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lin.

Kedudukan DPD  sctara dengan

DPR dan Presiden; dan

RUU dibahas oleh tiga lembaga,

bukan dua lembaga negara.

= Horian Kompas, Kamis 28 Maret 2003, him. 5.
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Meski putusan MK di azas belum memutuskan DD — RI lanearan tidak
memiliki kewenangan untukmemberikan perserujuan rerhadap RUU menjadi
UL aleanterapi putusan MK tersebur sedikic memperkuar kewenangan DPD
- RI di bidang legislasi sepert yang dapar dibaca dari keterangan perbandingan
kewenangan legislasi DPD — RI di acas. Oleh karena itu, ke depan proses
legislasi tidak lagi diminopoli oleh DPR — RI, meski putusan MK-RI tersebut
di atas bukanlah terobosan yang signifikan bagi penguatan riil fungsi legislasi
DPD -RI
. Presiden dan Wakil Presiden

UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI mengatur secara lebih ringi
tentang kekuasaan presiden dibandingkan dengan lembaga 2negara hinnya.
Hal ini disebabkan presiden memegang kekuasaan yang luas,® baik di bidang
pemerintahan (eksekurif), bidang perundang-undangan (legislatif) maupun
kekuasaannya sebagai kepala negara.” Oleh karena itu, kekuasaan presiden
menurue UL 1945 dapat dibagi dalam 3 (tiga) bidang kekuasaan schagai
berikur :

*Ruckuassan presiden yong besar dan laas iru, menuns Dahlan Thoth adabsh sehagad konseluessi
bogrs Bari kedwdukan presiden schagal kepala nogam dan kepala pemerintaban veng di dalam UUD
1245 dacpat dijumpai pada Fasal 4 sampai dengan Pasal 13, yaitn meliputi: a) Kekissaan eesekouif,
b) Kekuassan administrarf, ¢ Kekuassan legislatif, dy Kelkwssaan milites, dan 1) Kekumsaan
diplomniik {Lihat: Dahlan Thaib, feplentemiesi.... ..., .. O ik, him. 31), Kemadisn seeelah UUD
1543 mengalami amandemen {zmandsmen ke-f), rendapat penambaban saru pasal lagi (pasal 16)
yang memberikan kekuasaan kepada presiden unmk membennak dewan pertimbangan yamg bermagas
memberiian nathat dan periimbangan kepads peesiden,

¥ Hal ini menunjukkan bahwa sisrem pemerintahas Indonesiz tidak menganur sistem presidentil
murmi, karena dalam sistem presidentil murni pads pokokeya, tidek lgi perlu dipersoalian mengenai
pembedaan atau apalagi pemisshan antara fisngsé kepala negara dan kepads pemerintahan, Pembedaan
dan pemssaban anmra kedua fungsi i banys edevan dalam sisem pemerincaban parlementer yang
memang, mempunyai diea jabatan terpizh, yairn kepala negam dan kepala pemerintahan Sedangikan
szwem pemerinnhan presidentdl cukup memilik presides dan wakil presiden wja tanpa mempersoalkan
kapan & berfungsi sehapai kepafa negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan, Oleh karena b,
dalam prakeric penyeleegparaan skrem pemerineshan Indonesia berdesarlan UL 1945 scbama icd para
ahli cenderung menyebutaya quisi presideniil atan sisiem campuran dailam konoeas! negat, karena
banyak mengandung distoni apabila dikaitkan dengan ssrem demolerasi vang mempersrarsin adanya
mekanizme bubungan checks and balances yang lebih efekoif i anrara lembaga-lembaga negara yang
ada, Karena ieu, dengan empar perubaban permma UUD 1945, kkusasnra dengan diadopsing sistem
pemilihan presiden langsung, dan dilakculaneya penubaban strukrural maspun fangsinas] cerhadap
kelembagaan MPR, maks ansran sisem pemicrinezhan Indonesia menjadi makin cegas menjadi sistem
pemennizhan presidencil (Libat: Jimly Assbiddiqie, “Stnuknr Kemrinegaraan Indonesis Seclih
Perubahan Keempar ULID Tahun 1945, Op. O, hlme 210,
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1) Kekuasaan Presiden di Bidang Pemerintahan {Elsekurif)

Kekuasaan presiden dalam bidang pemerintahan (eksekutif)
dapat dilihar pada pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyarakan:
Presiden Republik Indencsia memegang bekuaiaan Pemerintal menurut
Undang-undang Dasar. Kemudian ayat (2) nya menyebutkan bahwa:
Dalam menjalankan kewafibanmya presiden dibantu oleh satw orang
witkil previcden. Selain dibantu oleh seorang wakil presiden, presiden
di dalam menjalankan kekuasaannya di bidang pemenintahan
{eksekutif) juga dibantu oleh menteri- menteri yang dianghkat dan
diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 UUD 1945).

Presiden sebagai pemegang kekuasasn ekselurif, dalam
implementasinya dapar  dibedskan anwra  penyelenggaraan
pemerintahan yang bersifat wmum dan kekuaszan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersifat kbusws. Kekuasaan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersifar wmum adalah keluaszan menyeleng-

administrasi negara dan presiden schagai  pemimpin
tertinggi, Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan administrasi
negara melipri lingkup yang sangat luas, sesuai dengan tugas-tugas
dan wewenang negara atau pemerintzh yang dapar dikelompoldean
kedalam beberapa golongan schagai berikour
a)  Tugas dan Wewenang Administrasi di Bidang Keamanan dan

Ketertiban Umum;™
b) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerin-

rahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi

dan lain-lain;

)  Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan
umum;™ dan

d) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyeleng-
garaan kesejahreraan umum.*

m Baﬁ:hmm&mhﬂmhuhﬂ-lmm Fm.'ﬁ:g-nhn]{mmﬂm. 12— 12%

# Tuges dan wewenang ini merupakan muges yang paling awal dalsm pembeandan negan dan
pemerintzhan yang ditajukan pada usaha memefiham, menjaga, dam menegakkan kesmanan dan
ketertiban umum, sehagaima juga tujuan dari pembentiskan pemerintabun Indoneisia merdeka, yaim
*melindungi wpenap hangs Indonesia dan seluruh nimpah darab Indonesa” (Pembuakagn T 1945k

“ Tiggms dan wewenang ini labmaya disebur prblic senvces unuk mosajodkan kescsheran
wmim {the service stare). Pelaysnas umus isi melipui penyediaan fasilitas umum sepeni: jalas,
waman, dan lapangaa olh rags sk of dalamnya perizinan, pemberian disponsast, subsidi acsu
bemiub-bentuk bantuan lain, yang sckaliges mengandung pula fngsi pengawassn dan keertiban (Likae:
Bagir Manan, Levibaga Kepressckmor, fdd, hlem. 124}

% Wesentuan mengensi tugas dan wewenang ini dapac dilthar baik di datam Pembuksan, Barang
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Sedangkan kekuasaan presiden dalam  penyelenggaraan
pemerintahan yang bersifat bbusns, adalah penyelenggaraan tugas
dan wewenang yang secara konstitusional ada pada presiden pribadi
yang memiiki sifac prevogadf (di bidang pemerintahan). Tugas
dan wewenang tersebut adalah presiden sebagai pemimpin tertinggs
angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan
fanda fisa

2}  Kekuasaan Presiden di Bidang Legislarif

Kekuasaan presiden di bidang legislanif juga sangar luas, karena
di samping memilili keluasaan unwk membuar undang-undang
yang bekerjasama dengan DPE,™ Presiden juga berwenang membuat
peraturan  perundang-undangan sendiri ats dasar kewenangan
mandiri, maupun yang didasarkan pada pelimpahan dad suatu
undang-undang. Kewenangan mandiri dalam membentuk peraturan
perundang-undangan ada yang bersifar “normal” arau “biasa”, dan
ada pula yang “ridak normal” atau “luar biasa™. Luasnya kekuasaan
presiden di bidang legislatif melipuei
a) Kekuasaan membentuk undang-undang:™
b) Kekuasaan membentuk peraturan pemerineah;®

Tubuh, maupun Penjelasan UUD 1945 (meskipun berdasackan Pendhshan Beempar LIUDH 1945
Penjefasan ULID 1945 terschun ditiadakan, tetpi kajian teamnp prissip-prinsip yang terdapar di
dalamnya verap peating). Disntasarya keverangan mengenai kewajiban negara atau pemerintzh untuk
menyelengperakan kesejahreraan umum, membangun sehemar-besarnys kemakmunn byt yang
bersendikan keadilan soaial bagi selurub rakyat Indonesta (i, hlm, 1255,

*Lihac Pasal 10, Pasal 11, Pasad 13, dam Pasal 15 U0 1945,

33 Meskipun dalim Pesubahan Kedsa UL 1945 dinyarakan presiden hanys mempinyai hak
inisianf, sedang lelougan membenuk undaap-unding (UL ads pada DPR, samn peubahan ini
tidok meagurangi penpertian bahwa UL dibuar bersima oleh DPR dan Peoiden schagaimana Pasal 5
ayut {1} lma. Apalagi Pasal 20 ayar (2} UUD 1945 menyebuckan babws seriap Rancangan Undang-
undang (RULY dibalsis alch DPR dan Presiden uansk mendapar perserujuan bersama,

34 Bagir Manan, Mid, kim, 123 - 152,

*# Dhlam pembenmuban undeng-unding ads empar beombk keikiuserasn presiden, yaine: 1)
Perancangan, 1) Pembahasan i DPR vang diwakili oleh Menter, 31 Peeiden menolak (ridak)
mengesshkan RUU yang sudah diserujui DFR, dan 4} Pengrsaban dan permuaran dalam Lembagan
Nrgasa dan Tambahan Lembams Megara

¥ Lihate: Paal § ayar (2) UUD 1945, Jadi, Peraruren Pesnerimtab (PP) diceraphan oleb presiden
didasackan gada ULT wrtenru anmk melsbsansken UL i, st benfasarkan perimbangan presiden
untick mdaloamnakan suam UL Mala, mareei musan ["Fﬂliihlnr_pi.lhknn dari mareri muaran u.n.d.-nsh
um.l;:ns.
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¢) Kewenangan menetapkan keputusan presiden;” dan
d) Kekuasaan menerapkan Peraturan Pemerintazh  Penggant
Undang-undang (PERPU).*

3) Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Megara

Sebagaimana telah dikarakan di atas, bahwa dalam sistem

yang dianut oleh UUD 1945 presiden di samping sebagai kepala

pemerintzhan juga sebagai kepala negara. Kewenangan presiden

sebagai kepala negara yang menurur Bagir Manan merupakan

kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat

kbusus, meliputi kewenangan yang tercalup mulai dari Pasal 10

hingga Pasal 15 UUD 1945 sebagai berilout :

a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10);

b) Menyatakan perang, membuar perdamaizn dan perjanjian
dengan negara lain (Pasal 11);

¢} Menyaakan keadaan bahaya (Pasal 12);

dl Mengangkar duta dan konsul (Pasal 13);

¢} Membeti grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi (Pasal
14); dan

F) Memberi gelar, tanda jasa dan randa kehormaran lainnya (Pasal 15).

zDari  keseluruhan kewenangan presiden sebagai kepala negara
sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 hingga Pasal 15 UUD 1945 di aras,
kini pasca amandemen UUD 1945 apa yang disebut hak prevogarsf presiden
sebagi kepala negara telah dibatasi, baik oleh lembaga lain seperti DPR dan
Mahkamah Agung (MA) maupun oleh perundang-undangan. Wujud dari
pembatasan hak prerogatif presiden tersebut misalnya, kekuasaan presiden

# Ads dus macam keputusan peaiden: 1) Keputusan presiden yang melekar pada kewenangan
presiden baik dalam rangka menjalankan sdministras nefan yang umum maupun yang khasus yang
bersumber padh kewenangan yang berifat prerogatil dan 3] Kepunisen presiden yang bersifar delegas
unek mebmanakan UUD, UL, sau PP Maka, materi mastn kepunuan praiden ada yang berid
ketetapan (hexchiting) dan ads yang bemifat menganus, Kepunusan presiden yang hemifat mengatur
dapas dibenarkan, sepanjang bl rerschur dalam rangha penyclengparaan adminiscras negan, ddak
baleh mengenai hal-bal yang bersifar kersranegarman.

18 Wewenang ini merupalkan wewenang yang luar bizs hagi presicen di hicdang legistarif, sedanghan
kewenangan vang lainya di bidang ini merapakan wewenang bia, seperti: four membennak endang-
undang, peraturan pemerintab, din kepmnicen presiden. "Wewenang imi dianir dalam Pasal 12 UL
1545,

ﬁ.ﬁﬂmﬁhﬂhﬂmﬁl Fasca Parubahan TNID 1548



sebagaimana ditentukan dalam Pagal 13, 14, dan 15 UUD 1945, yang semula
= stbelum amandemen UUD 1945 — merupakan kekuasaan yang menjadi
kewenangan khusws atau hak prerogatif presiden,” kini ketiga pasal terscbur
telah diamandemen yang membarasi (mengurangi) ketiga kekuasaan presiden
yaitu harus dibagi dengan lembaga negara lainnya, schingga ketiga kekuasaan
itu dapar dikatakan bukan lagi menjadi hak prerogaif presiden. Ketiga pasal
tersehut kini serelah diamandemen berbunyi sebagai berikur :

Pasal 13 UUD 1945 :
(1) Presiden menganghat dica dan bonsud

(2) Dalam hal menganghar duta, presiden memperhatikan pertimbangan
DPR
memperhatikan pertimbangan DFE.
Pasal 14 UUD 1945 :%
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatiban
pertimbangan Mahkamah Agung (MA),
(2) Presiden memberi amnesti dan zbelisi dengan memperhatikan
pr.rlimh:l.r:gm DPR
Pasal 15 UUD 1945:
Presiden meméberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tands kebormatan yang
diarur dengan undang-undang.

= Pasal 13+
(1} Presiden mengangta dhnta don ko)
{2) Presaden menetima duta negara lam
Pisal 14 © Presiden memberi grasi, aomesli, abolisi, don rehohifies
Pasal 15 ¢ Presiden memberd peloran, famde josa, das lein-lein fands kehormatan,

* Urpaast pacioalungin MA, Bigh prosaden diliny misberlon g dan rebabibios ke dis
alasan: (1) Grasd dan rehabilitas sou merupalan proses yoscisial dan hizsanys diberiksn kepsds omng
yang swdah mengalami proses, sedang ameesu dan abolisi @i lehid bemifar polins dan (2) Grasi dan
rehabilstasi #a Icheh banyak bermsifas pervracgan, sdanghkan ammnesti dan shofisi bissamea bersifas masal
Oleh karena ine, MA sebagai lembaga peradilan tervinggi merupsksn lembags negirs yang paling
tepas memberikan perimbangan kepads presiden mengenai hal i karens grst menyanphar patusan
hakim, ssdanghan rehahilicasi ridak selahs rerlosin dengan punssan hakim. Sedangkan DFR memberikan
pertimbangan kepada peesiden dalam hal pemberian amaes dan abolisd karema di dassrkan pads
pertimbangan polsik, (Samet Efeady Yusuf dan Umar Basafim, Reformiori Korstiturd Indomesia
FPerubuakan Pertana UUD 1045, Pustaka Indonesia Satu, fakarts, 2000, him. 190, Bacs jugs: Bi'marsl
Huda. Hubswer Tnte Megara Indenevia, Ceraban ke-1, PT. Baja Grafiedo Persads, Jabaes, 2005, hlm
184,
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Sedangkan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 11
dan Pasal 12 UUD 1945, meskipun kedua pasal tersebur ridak mengalami
amandemen, akan tetapi kewenangan presiden yang dianur di dalamnya bersifar
ridak mudlak karena adanya ketentuan lin yang harus menjadi pertimbangzn
presiden dalam mengimplementasikan kewenangannys. Misalnya dalam hal
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain (Pasal 11) disyaratkan adanya persetujuan dari DPR. Sementara syarat
untuk menyarakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan akibat keadaan bahaya
itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena it, kewenangan
presiden sebagai kepala negara sebagaimana diarur pada Pasal 11 dan Pasal
12 UUD 1945 sering disebur sebagai kekuasasn yang bersifar administrarif,
karena merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan atau
nasihat (masulan) suaru lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian,
kewenangan presiden sebagai kepala negara sebagaimana diarur dalam Pasal
11 dan Pasal 12 UUD 1945 bukan merupakan kewenangan bbusss (hak
prerogatif) presiden lagi.
¢.  Mahkamah Agung (MA)

MA dalam perspekeif sistem dapar dilihar dari dua aspek; pertama, dalam
sistern. ketatancgaraan Indonesia MA merupakan salah satu lembaga tinggi
negara; kedua, dalam sistem peradilin MA merupakan pengadilan negara
rertinggi. Sebagai salah saru lembaga ringgi negars, tugas pokok MA adalah
menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24
ayat (2) UUD 1945 -

Keksasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mabbamah Apung dan badan
peradilan yang berads 47 bawaborps  dalam II.HW peridilan o,
linghungan perasdilan agama, lingungan peradilan miliser, ngkungan peradilan
tara wsaha negara, dan olek sebuak Mabbamah Konstitsi,

Dari kerenruan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 rersebut, cabang kekuasaan
kehakiman kini dikembangkan scbagai satu kesatuan sistem yang berpuncak
pada MA dan Mahkamah Konstirusi (MK). Sesuai dengan prinsip-prinsp
pemisahan  kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikarif
dikembangkan scbagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama
bain, Jika kekuasaan legislatit berpuncak pada MPR yang terdiri atas DPR dan
DPD, maka demikian halnya cabang kekuasaan yudikarf berpuncak pada
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kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pinm yaitu
MA dan MEY

Sedangkan schagai pengadilan negara terunggl kedudukan MA diatur
dalam Fasal 11 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokek Kekuasaan
Kchakiman jo. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA yang kini
sudah dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MA, “yaitu sebagai
p:ngsd.i]an tertinggi dan Iing]-u.r.ngan peradilan umum, lingkungan [J::I’:H:Hlaﬂ
agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha
I'prﬂ..

Selain perubshan UU tentang MA tersebut. juga relah dilakukan
t:l:ruha.t'mn tl:r}mchp UU Moo 14 Tahun 1970 Ttnu.ng Pulml:-l}aqu
Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan
atas ULl No. 14 Tahun 1970 dan telah dicabur dengan UU No. 4 Tahun 2004
Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan tersebut,
telah dilerakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang
menyangkut teknis yudisial maupun wrusan organisasi, administrasi, dan
finansial berada di bawah seau atap di bawah kekuasaan MA.S

Kebijakan sistem peradilan sate arap merupakan upaya memperkuat
prinsip kekuassan kehakiman yang mandiri dan merdeka,® sesuai dengan
tuntutan reformasi di bidang hukum.** Jaminan aras kemandirian kekuasaan

“ Jimly Asshiddigie, Formar Kelembagaan _.._. Op. Cit. blm, 82 - 3.

'iIlm}h.jT:}umIﬂDITmng}-iHiuimzmpnhu U'I.,Jrﬂ'ba.mmrm: P:mluh.lm
terhadap berbagal subsanst UL sebelumnya yaicn UL Mo, 14 Tahun 1985 Tewrang MA, Penabahan
wemebus dil samping guna disssuatkan dengan asah kebijakan yang relah diesaphan dalam amandemen
LILIEY 1945, jupa didesarkan agss UL Moo 4 Tehun 2004 Tencang Pekok-pokok Kekusssan Kehakiman
vang haru menpgantikan UL Mo, 35 Tahen 1999 Tentng, Pokok-pokok Bekisan Kehakimun vang
mesggantikan UL sehelummya (U, No. 14 Tahun 1970,

A3 Liheat: Foresminn Persliban Pacal 42 —iiLﬂthﬁTﬂulilﬂﬂiTeqhnEPnhﬂ:-]mkn]q Erkiasaan
Kebakiman (Bacs juga- Mi'marul Hoda, Op. Cit., blm_49).

44 Haras dibedakan anwam peagenian mandicd dan mendaka amu mdependen dadam kekuasan
kchakiman Mamdird artinya di bawah vap sendisi, cidak berads di hawakh grap deparermen atai badan
kaen {di luar lembapga yudisial). Sedenglan merdeka arau independen adalsh kebebasan hakim o dalam
memures sssum perkarsdan penpganub elcekurif maupun segala kekisaszan negan lamnya dan mendela
dari paksaan, dirckrive seau rekomendasi yang davarg der pahak-pihak eksers yudisial, kecuali hal-hal
vang dezinkan olch undang-undang (Lihac A. Hamzah, “Kemnadirian dan Eemerdekaan Kelkugsaan
Kebakiman™, Seminar Pesmbarguan Hiokum Nesional FII Belkw 2, BPHN-Deparemen Kehakiman
dan HAM RI, Jakarta, 2603, hlm. 111.

45 Reformasi di bidang hubum menjadi prasyarar madak bagi upayas pembenganen konsepsi
negara demokorasi Indonesia, Maka reformasi Indonesia vang redadi padi kuron wabou 1998 - 2002,
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kehakiman dapat dilihat pada ketentuan Pasal 13 ayar (1) dan ayae (3) UU
No. 4 Tahun 2004 yaitu :

Pasal 13 ayar (1) :
Organisasi, adwinistras, dan finansial Mabkamah Agung dan badan
peradilarn yang berada di bawabnya benada di bawah keknasaan Malvkarmal
Agung.
Ayat (3) :
Ketentwan mengenai organisasi, administras, dan finansial badan pevadilan
sebapaimana dimakiud pada ayar (1) wnswk masing-masing lingksngan
peradilan  diatur dalam  wndang-undang semai dengan  bekbursan
hmgkungan peradilan masing-masing,

Jedangkan jaminan kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman,
selain relah dijamin dalam konstitusi yaitu pada Pasal 24 UUD 1945 juga
telah dijamin dalam peraturan organik yaitu dalam Pasall dan Pasal 4 ayar (3)
UU No. 4 Tahun 2004 sebagai berikur ;

Pasal I :

Kekwasaan kebakinsan adalah bekuesaan negara yang merdeka wneck

menyelenggarakan  peradilan puna  menepakban bukum dan headilen

berdasarkan Pancasila, demi terselengparanya Negara Hukum Republik

Tndonesia.

Pasal 4 ayan (3) :
Sepala carmpur tangan dalem wrwsan peradilan oleh pibak lain i luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecwali dalam hal-hal sebagaimana disebut
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,

Sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang
merdeka hanya terdapat di dalam penjelasannya, maka setclah terjadinya
perubzhan terhadap UUD 1945 jaminan tersebur secara eksplisic disebutkan
dalam Batang Tubuh, seperti dinyatakan dalam Pasal 24 ayar (1) UUD 1945
bahwa kekuasaan kehakiman dalam susunan kebuasaan negara ditempatkan

verusams of bidang ketasanegaraan bensd-berul relab cerjadi perubatian dael sistom ketacancganman yang
berlcarakeer aceirarian menuju perwujuda sisem kecnancgaman yang demokratis Satjipio Rahardjo
memberikas pandangan babwa reformasi hukum sdalal signe perababan bukum dengan Koaliss
terieim yarg bessifar mendasas, schingea padaman hagl reformesi hukum bukan “porulsahan hukum®,
melalnkan “perambakan hukum®™, Reformasi adalab perubahan vang bokualics puradigmaik (B
Satjipuo Rahardjo, “Kelwsan Beformasi Hakum®, Kespas, 8 Mo 1938)
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sebagai kekuasaan yang bebas dari campur tangan leluasaan lain. Sebenarnya
gagasan sistem satu atap (one roof gusem) lembaga peradilan di Indonesia,
sudah pernah diperdebatkan pada saar membahas Rancangan Undang-
undang (RULU) No. 14 Tahun 1970. Gagasan tersebur selain dituntut para
hakim juga didukung oleh para advokar dan kalangan prakeisi hukum.
MNamun, gagasan tersebut pupus lantaran pemerintah dalam hal ini Menteri
Kehakiman bersikukuh pada pendiriannya hingga lahirlah Pasal 11 UU
MNo. 14 Tabun 1970 yang telah mereduksi kemandirian dan kemerdekaan
kekuasaan kehakiman melalui kebijakan sistem peradilan dua arsp, hal
tersebut oleh banyak sarjana dianggap sebagai keberhasilan eksekurif dalam
mensentralisasikan kekuasaan %

Dengan didahului oleh Kewmpan MPR No. X/IMPR/ 1998 yang
menetapkan  kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan
cksekutif,*” kebijakan saru arap ini kemudian diamur dan dijabarkan dalam
ULl Mo. 35 Tahun 1999 Tenrang Perubahan UU No, 14 Tahun 1970 dan
telah dicabut serta dinyarakan ridak berlaku oleh UU Mo, 4 Tahun 2004
Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilin dalam
lingkungan :

I. Teradilan umum yang merupakan peradilan bagi rakyar pada

umumnya di bidang perkara perdata maupun pidana;

2. Peradilan agama yang merupakan peradilan bagi perkara-perlara

perdata antar orang Islam antara lain perkawinan, ralak, dan rujuk;

* Lihar: RUL Mo, 14 Tabun 1970, Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 ini cerdiri dasi dus sy
Ay (L Badan-hadan yang melakekan peradilan werscbut dalam Pacl 10 ayar (1) (perndilin
umum, peracilan agan, peradilan milices, dan persdilin PTUN) oganisatoris, adminismarif dan
hnznsial ada di bawah kekouasaan masing-masing departemen vang bersanghusan.

Ay (2): Mahkamah Agung (MA) mempusyal orgensas, adminisras, din kevangin reesendic,

“Tup MPR ini lahir o swal refiemast woling bespriokak sehagai spaya membangun sisrem hukam

kemmansgaran Indonesis yang demokratis, berisi tentang Pokok-pokok Reformas Pembangunan dalamn

Ramghs Penyelamatan dan Mormalisad Kehidupan Masional sehagsi Halusn Megara olsh MPR yais:

1} Pemisahan yang regas anrar :I’u.np.i-ﬁ.mgﬁ Yubliksrif dari ekackiank

2} 'I-'I!ﬂ,glu'll‘k;lh :uprln'n:li hukum dalam h-hidu]:qn lzlcn'rnq.urn-:'lur.. hﬂb&uynﬂhm b-q-m.r.-Fp-.

3) Pﬂniuhmmmn:zslnrurwi&nmuﬂgtpmmrm@kh&mqu&.?udﬁpﬂi
proporsienalinas, dan inteprbr Fang uhihs

4] Memantapkan penghormaran dan penghargasn terbadep hak-hak aous manasia (HAM) melahi
penegakean hukum dan peringlaran kesdiran hukum bagd selurub masyarakat; dan

51 Meninglalan dubungan peangkat sarmans dbn pracirana hulwm yang lebih menjamin kelancarsn
dlan kebwrlangsingan berperannya bukum sshagal pengamir kehidepan nasianal.
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3. Peradilan militer yang merupakan peradilan bagi anggota militer
yang terkait perkara pidana; dan

4. Peradilan Tara Usaha Negara (PTUN) yang merupakan peradilan
khusus yang memutus perkara atau sengketa mengenai hukum tara
usaha negara.

Khusus mengenai peradilan agama dan peradilan milirer sehelumnya
merupakan peradilan yang berada di bawah pengawasan atau pembinaan
dari pemerintah, Peradilan agama berada di bawsh pengawasan Departemen
Agama, mda.nglu.n peradilan miliver berada di bawah Departemen Pertahanan
dan Keamanan yang keduanya merupakan bagian dari lembaga eksekurif,
Sementara peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara
finansial masih berganung kepada Departemen Kehakiman. Berdasarkan
ketentuan Pasal 2 UU MNo. 4 Tahun 2004 itu, maka peradilan yang berada di
luar empat lingkungan peradilan tersebut di aras dikualifikasilan sebagai suaru
peradilan khusus.® Peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah sam
dari empat lingkungan peradilan tersebut di atas ** Oleh karena itu, kedudukan
dari macam-macam peradilan khusus tersebut tetap berada di bawah saru aeap
yaitu di hawah pengawasan MA. Kini, MA ridak hanya mengurusi pembinaan
para hakim tetapi juga menangani organisasi, administrasi, dan Rnansial
yang schelumnya diatur olch Departemen Kehakiman Dan HAM sehingga
beberapa fungsi yang melekar pada MA baik sebagai lembaga tinggi negara
mapun schagai pengadilan negara tertinggi dalam melaksanakan kelwasaan
kehakiman adalah sebagai berikut :*

1. Fungsi bidang peradilan;
2. Fungsi bidang pengawasan;
3. Fungsi bidang pembenan nasihar;

W Pepselilan khusus yang dimalsud dalam keetentean lnl ancara Lin adalab pengadilin anak,
pengadilan niaga, pengadilin hak asasi manusia, pengadilan tndsk pidana koupsi, peagadilin
hubungan industrial ying berada di lingkungsn peradifan umum, dan peagadilan pajak di lingkungan
peradilan rae usaha negars. Selasn i, Pengadilan Syari‘sh Islam di Provins Manggroe Aceh Darussalam
jugs merapakan pengadilin khusus dalam linglungan peradilan agama, sepanjasg kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pergadilan khusus dalam linghungan
peradilan umum, sepanjing kewenangannys menpanghor kewenampan peradibin umum (Libar:
Penjelasan UL Mo, 4 Tahun 2004},

*“ Pasal 15 UL, No. 4 Tahun 2004,

* A Mukri Arma, Konsepss ldoa! Mohkamab Agpung, Cenban ke-1, Pustaks Telajar, Yogyakarta,
2001, hlm. 123
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4.  Fungsi bidang pengaturan;
5. Fungsi bidang administrasi; dan
6. Fungsi bidang rugas dan kewenangan lainmya.

Selain igas pokok MA adalah menjalankan kekuasaan kehakiman
ﬂ:h:lg:im:.n: k:rer:ng—.'ln di aras, MA juga memiliki kemnang:n unruk
menguji terhadap peraturan perundasg-undangan.™ Pasal 11 ayat (2} huruf b
dan ayat (3} UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan, MA mempunyai kewenangan
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang rerhadap
unding-undang. Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 31 UU Neo. 14
Tahun 1985 yang diubah dengan UU No, 5 Tahun 2004 yang menyatakan
sebagai berikut :*

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil
hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang;

2. Mahkamah Agung berwenang menyatakan ddak ssh semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah
daripada undang-undang atas alacan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Purusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-
undangan tersebur diambil berhubungan dengan pemeriksaan
dalam ringkat kasasi; dan

4. Pencbutan peraturan perundang-perundangan yang dinyatakan
tidak sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan,

* Menwrur Jimly Asshiddigie, bak uji (fudicial review) merupakan upays penguijan aleh lembaga
yudisial serhadap produk hukum yang diteraplean oleh cabang keluaman legistanid, ehoekurid, anupan
yulikanif, Dialam penpertisn fudicial review i rerdapar pula pengertian meapenai penguiian kembali,
ticik saja rerhadsp peoduk begislef dan ehsckucf, eapi jups werhadap produk punisan hakim
sendini. Conmoh, Indosssin menpenal sdanya lembaga Peninjauan Kembali (PR oleh MAL Persberian
kewenangan hak uji (idiciar review) kepads hakim menspakan penerapan prinsip “check and balinees™
berdasarkan sisem pemisthan kekvasaan negana {yang dipercaya dapar lebih menjamin perwupudan
pagazan demokrasi dan da negana hukumivechvgaer staupun rile of o) (imly Ashiddgie,
“Judicial Revicw: Eajian ata Permobosan Hak Uji Matenll techadap Permunn Pemerinmh Momor
19 Tahun M0 Teneang TGRTPET, Maboloh datem dictum ediss 1, Tabun 2002, hlm. 37. Baca juga:
Fazkhurohman, dkk_, Wemmbeormi Kobwrasbore Maklomak Koetitue 7 frdonecic, Cemaban ke-1, T
Citra Adiya Baki, Bandung, 2004, him: 25, ;

 Paca juga: Mi'macal Huda, Megaeor Biokaen, Demobrered lan Jucic fail Review, Cerakan ke- 1, U=
Press, Yogyakara, 2005, bim. 113,
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Di dalam UU No. 3 Tahun 2004 Tentang MA, ketentuan rencang
wewenang pengujian peraturan perundang-undangan terdapar tambahan saru
FI:E:!]. yaitu Fa.'u] 31 Ayang E:rbuﬂ}ri s-rbdg;a.[ benue ¥

I. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang disjukan langsung oleh pemohon atau kuasanya
l:;e.-pad; KA, dan dibuar secara terrulis dalam bahasa Indonesia;

2. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

2. MNama dan alamar pemohon
b, Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan
wajib menguraikan dengan jelas balwa :

1} Maten muatan ayat, pasal, dan / atau bagian peraturan
perundang-undangan  yang  dianggap  bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
dan / atau

2} Pembenmukan peraturan  perundang-undangan  tidak
memenuhi ketentuan yang berlako.

3, Dalam hal MA h-l:-q:r:ndaput bahwa pﬂnﬂh-u:n atau p:rm-uhﬁhmnj'n
tidak memenuhi syarat, amar purusan menyatakan permohonan
vidak direrima;

4, Dalam hal MA berpendapar bahwa permohonan beralasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

5. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh ayar
{4) di atas, amar prutusan rtu:nyat:al:m d:ng—:n tegas materi muaan
ayat, pasal, dan / arau bagian dari peraturan perundang-undangan
vang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

6. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih cinggi danf
atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar purusan
menyatakan permohonan dirolak; dan

7. Ketenmuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang diatur oleh MA

Berdasarkan wewenang MA vang diberikan oleh Pasal 79 UU No., 14
Tahun 1985, maka dikeluadeanlah Peraruran MA yang disingkar dengan

* M, hleme 115 - 1146,
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PERMA. PERMA yang pertama kali dikelnarkan olch MA untuk mengatur
hukum acara hak uji materiil adalah PERMA No. 1 Tahun 1993,

£ Mabkamah Konstitusi (MK)

Sebagaimana Pasal 24 ayar (2} UUD 1945 yang telah mencgaskan
bahwa pelaksanaan kekuasaan kehaliman, selain dilaksanakan oleh MA juga
dilaksanakan oleh MK. Ada tiga pasal pada Perubahan Ketiga UUD 1945
yang mengarur tentang MK yairu Pasal 7 B, Pasal 24 dan Pasal 24 C tang
antara lain menegaskan bahwa MK berada pada ruang lingkup kekuasaan
kejakiman sekaligus merupakan salah saw pelaku kekuvasaan kehakiman.
Keberadaan MK yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman,
dapat dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatancgaraan
yang terjadi dalam perubahan UUD 1945, Perubahan yang relah menggeser
paradigma pembagian kekuasaan (distribution of power) ke paradigma
pemisahan kekuasaan secara jelas dan regas (sepavation of power).™ Selain i,
dalam suatu negara hukum yang demokrazic konstitusional keberadaan MK
yang diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman begiw urgennya karena
beberapa hal sebagai berikur :

1)  Menurut konsepsi negara hukum, unsur pokok dari negara hukum
adalah adanya lembaga kekuasaan kehakiman (cq. Mahkamah
Konstitusi). Apalagi dalam negara hukum modern;

2)  Menurut konsepsi demokrasi, lembaga kekussaan kehakiman (c/q.
Mahlamah Konsritusi) memegang peranan penting untuk menjaga
tetap terlaksananya kemauan rakyat sclaku pemegang kedaulatan
tertinggi dalam negara, yang dalam realisasinya sebagian dilakukan
oleh lembaga perwakilan; dan

3} Menurat konsepsi konstirusi, dalam suarn negara harus ada
pembagian dan pembarasan kekuasaan negara unmik menjamin
hak-hak asasi manusia. Kehadiran MK dapat mendorong penguatan
terhadap dasar-dasar konstitusionalisme tersebur dan juga dapat
melskukan kontrol terhadap  konstirusionalias  pelaksanaan
kekuatan politik yang ada, agar jangan sampai menyimpang dari
konstitiise.

S OKRHN dan Kemiram, Pokok-pokak Pibirarn don Rorcarsgen Undarg-undarg Mahkmmeh
Eristituei, Jalaree, 3003, hlm. 7.

* Pabhurohoun, dide., Op, Oir, hlm. 18
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Demikian halnya dengan Megara Hukum Kesejahteraan Indonesia,
keberadaan lembaga pengadilan sehagai pelalen kekuasaan kehakiman yang
merdeka di Indenesia adalah sangae penting dikarenakan :*

1) Pengadilan merupakan pengawal konstinusi;

2)  Pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis; dan

3)  Pengadilan merupakan akar negara hukum.

Sedemikian pentingnya lembaga kehuasaan kehakiman, rtcrurtama
MK yang langsung bersentuhan dengan konstitusi dan pusat kekuasaan
negara sesuai dengan rechtrides pembentukannya yang dimaksudkan untuk
mendorong mekanisme check and balinces dalam pelaksanaan kekuasaan
negara; sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; penyelenggaraan
negara yang bersih; dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.”

Di Indonesia, menurar Pasal 24 ayac (1) UUD 1945 dinyarakan bakhwa:

Kehwaraan  behakiman  merupakan  kokusiaan  yang  merdekz  wmik
Ayat (2)-nya menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilabukan oleh sebuah Mabkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawabnys dalam linghungen peradilon wmum,

finghungan pevadilan agama, ngkangan peradilan milicer, lingkungan pevadilan
tata waha nepara, dan oleh sebuah Mabkamah Konsties,

Dari ketentuan pasal di acas, menunjukkan bahwa rechrigee pembentukan
MK adalah Hbﬂgll berileur 5

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara;

7)  Kekuasaan kehakiman merupakan keluasaan yang merdeka;

3) Ruang lingkup kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan

4) Mahkamah Konstirusi merupakan salah saru pelaku keluasaan
kehakiman.

MK schagai salah saru pelaksana kekuasaa kehakiman berdasarkan Pasal
24 C ayar (3) UUD 1945, memiliki 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi
yang diretapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang olch

* Farkhurohman, fbid
81 rhid, bl 19,
™= b, hlme. 16,

g o Hukum ndonesia Pasca Pesubahan UUD 1948



MA, tiga orang olch DPR, dan tiga orang aleh Presiden. Selengkapnya Pasal
24 C UUD 1945 menentukan hal-hal yang berkaitan dengan MK sebagai

berikur

1)

)

3)

4)

3)

MK berwenang mengadili pada tinglar pertama dan terakhir
yang putusannya bersifac final untuk menguji Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya dibesikan oleh Undang-Undang Dasar, memurus
pembubaran pareai politk;

MK wajib memberikan purusan atas pendapar Dewan Perwakilan
Rakyar mengenai dugaan pelanggaran olch Presiden dan faran Wakil
Presiden menurue Undang-Undang Dasar;

Kerua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstirusi dipilih dari dan oleh
hakim konstitusi;

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak rercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
kevmanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabar negara; dan
Penganghkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara
serta ketenruan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur

dengan undang-undang,

Sesuai ketentuan UUD 1945, menurut Jimly Asshiddigie MK memiliki
beberapa kewenangan sebagai berikut :*

1)
2)

3)
4]
5)

Menguji undang-undang tfrh:td::lp LILTD,
Memutussengkera kewenangan lembaganegara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Memutus pembubaran partai polink;

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Memurus pendapar DPR. bahwa Presiden dan fatau Wapres telah
melakukan pelanggaran hukum berupa penghianaran rerhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindap pidana berat lainnya, atau
perbuatan rercela; dan

Memurus pendapar DPR bahwa Presiden da { arau Wapres telah
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan [ arau Wakil
Presiden.

# Jimby Asthiddingie, Konrsinud dan Konstitusionaiizme fndoresta, Cemkan ke-1, ME-RI dan
Pasat Stadli HTW FH-UL Jakarea, 2004, hlen, 199,
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Semua kewenangan di atas, harus dijalankan oleh MK sebagai pendorong
mekanisme check and balances dalam konteks P'EH'IJ.HI‘I-M kekuasaan (Pﬂﬂlﬂ]:ﬂl'l

Fungsi) sehingga tidak ada lagi lembaga negara yang supreme techadap lembaga
negara lainnya, kedudukan semua lembaga negara adalah sederajat.

g Badan Pemeviksa Kewangan (BPK)

Menurut Sri Soemantri® dari keenam lembaga negara yang rtelah
dietrangkan di atas, hanya Badan Pemeriksa Kevangan (BPK) saja yang paling
sedikit diatur dalam UUD 1945, UUD 1945 sebelum amandemen mengatur
BPK dalam Pasal 23 ayar (5) yang berbunyi, bahwa unruk memeriksa tanggung
jawab teneang keuangan negara diadakan suaru BPK yang peraturannya
dutetapkan dengan undang-undang. Menurur kerentuan dalam ayat ini, hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebur diberitahukan
kepada DPR. Sedangkan kedudukannya terhadap pemerintah diatur dalam
Pasal 10 ayar (1) Ketetapan MPR Nomor ITH/ MPR./ 1978 yang menyatalcan :

Badan Pemeribia Kewangan adalab Badan yang memerikia tangpung fawab

temtany besiangan negara yang dalam pelabsanaan rugasmya terlepas dari pengaruk
dlan kekwasian pererineab, akan retapi tidak berdirt di atas pemeriniab.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan mgas-tugasnya BPK ridak
dapat menilai pemerintsh. Apabila BPK dalam melaksanakan rogas-rugasnya
menemukan berbagai penyimpangan dan penyclewengan yang dilakukan
oleh aparar pemenintah, maka hasil pemeriksaan BPK tersebur diberitahukan
kepada DPR dan DPR lah yang kemudizn menindaklanjut hasil temuan BPK
melalui wgas dan hak-haknya. Oleh karcna itu, menurut Jimly Asshiddiqie,”
fungsi lembaga BPK pada pokoknya lebih dekar kepada fungsi parlemen.
Bahkan dapat dikarakan bahwa BPK itu adalaj mirra kerja yang erat bagi DPR
dalim mengawasi kinerja pemerintahan, khususnya yang berkenaan dengan
soal-soal keuangan dan kekayaan negara. Schubungan dengan i, pemiliban,
pengangkaran dan pemberhentian anggota dan pimpinan BPK hendaklah
dilihar schagai kewenangan DPR. Karena itu, pencalonan anggota BPK
haruslah datang dari DPR untuk kemudian ditetaplkan oleh Presiden.

Namun, setelah Perubshan Ketiga UUD 1945 yang telah disahkan
pada tahun 2001 perihal BPK diarur dalam bab rersendiri yaieu Bab VIII

i Socmani, Sunga Sanpad Fukem Tertn Megara Indonesia, Cp. Ci, hlm, 117,

W Jimdy Asshiddigie, Format Kelembagoan Negara dan Pergeseran Keluargan dalam UUD
945, Op. Cit, hlm. 23,
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A Tentang BPK yang verdeiri atas Pasal 23 E (terdini atas tiga ayar), Pasal
23 F (dua ayat), dan Pasal 23 G (dua ayar) sehingga seluruhnya berjumlah
mijuh kerenmuan tentang BPK dalam kerujuh ayar dari keriga pasal rersebue®
Dengan melihar Perubahan Ketiga UUD 1945 ini, minimal terdapar dua
perkembangan baru pada BPK yaitu berkaian dengan perubahan bentuk
organisasi secara strukrural dan menyangkur perluasan jangkavan rugas
secara fungsional® Perubahan benruk organisasi yang terjadi pada BPK yang
sebelumnya hanya memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa provinsi
saja karena kedudukan kelembagaannya memang hanya terkait dengan fungsi
pengawasan oleh DPR terjadap kinerja pemerintahan di tingkat pusar saja.
sehingga BPK ridak mempunyai hubungan dengan DPRD karena pengertian
keuangan negara ketika itu yang menjadi obyek pemeriksaan hanya eerbatas
pada pengertian APBN saja. Kini pelaksanaan APBN iru rerdapar juga di
daerah-daerah maka diperukan ada kantor perwakilan BPK di daerah-daerah
[ErIEnEu,

Sedangkan dari segi jangkauan fungsi pemeriksaan tugas BPK sekarang

menjdi makin luas, yaitu terdapar tiga perluasan sebagai berikue -

1) Perluasan dari pemeriksian atas pelaksanaan APBN menjadi
pemeriksaan aras pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan
keuangan dan kekayzan negara dalam arti luas;

2) Perluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan udak saja
dilaporkan kepada DPR di tingkat pusar tetapi juga kepada DPD,
DPRD Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkat kewenangan
masing-masingl; dan

3) Perluasan juga terjadi pada lembaga amu badan-badan hukum
yang menjdi obyek pemeriksaan oleh BPK yairu dari sebelumnya

62 Kedga passl rerschin aclalah Fasal 23 E UUD 1945 menenculcan bahwa: (1) Unnik memeribksa
pengelolaan dan unggusg jiwab sentang kesangan negn disdakan san Badan Pemerikss Kevangan
yang bebas das mandiek; (2) Hasil pemeriksaan kezangan negara disershicon kepada DPR, DPD, dan
DPRI sesual dengan kewenanganny: {3} Hasil pemeriksaan rersebar didindakchinjut oleh lembaga
perwakilan clan [ arau badan sesual dengan undang-undang; kemadisn Pasal 23 F menyacakan bahwa:
(1} Anggoa BPEK dipilih ofch DPR dengen memperhaciban perimbangan DD dan diresmikan oleh
Prezicden; (2} Pampinan BPK dipilih dad dan oleh anggoes; dan Pasal 23 G menenndkan habwas (1) BPE
berkedudukan & ibukoes negars, din memdlik peeaakilan di sotiap provinsi; (2] Keeenoan lebis lanjua
mengerai BPK diacwr dengan unddang-andang,

** Jimly Asthiddigie, “Serukrur Keratanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempar LTUL 19457,
Op. Cit, him. 26 - 27.

* fhid,, him, 27.

Eoneepel Panyelenggaraan Negars Huhumhd.m&ﬂﬂ



hamya terbaras pada lembaga negara dan / atau pemerinizhan yang
merupakan subyek hukum tata negara dan [ atau subyek hukum

administrasi negara meluas hingga mencalup pula organ-organ
yang merupakan subyek hukum perdata seperti perusahaan daerah,
BUMMN, ataupun perusahaan Swasts yang di dalamnya rerdapar
kekayaan negara.

Dengan demikian, BPK sebagai mitra kerja DPR di unghkar pusar telah
dikembangkan pula ke daerah-daerah sehingga laporan hasil pemeriksaan
BPK ridak saja harus disampaikan kepada DPR, erapi juga kepada DPD dan
juga kepada DPRDD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota.
Hal ini dikarenakan obyek pemeriksaan BPK iru ridak hanya terbatas pada
pelabsanaan atau realisasi APBM, tetapi juga APBD.

Kemjuh kelembagaan negara yang pengaturannya diacur di dalam ULTD
1945 di atas, masuk dalam kawegori lembaga-lembaga negara utama (masn
states organ). Sedangkan dalam perkembangannya kelembagaan negara di
Indonesia Pasea Amandemen UUD 1945, ada yang masuk dalam karegori
lembaga-lembaga negara banwu (asociliary starer organ) yang jika dilihac dari
perspeketif alas hukum pembentukannya dapar diklasifikasilkan sebagai berikour =
1} Pembenmubkan Lkelembagaan negara berdasarkan UUD 1945,
terdinl dari 18 lembaga yakni: Majelis Permusyawararan Rakyar
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR}, Dewan Perwakilan
Dhaerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Kemenzerian Negara,
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konsriusi (ME), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Pemerintahan
Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara
Masional Indoncsia (TNI), Kepolisian Negara RI. dan Dewan
Pertimbangan Presiden ;

2) Pembentukan kelembagaan negara berdasarkan undang-undang,
werdiri dari 10 lembaga yairu: Komisi Masional Hak Asasi Manusia
{Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KFPK), Komis
Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), Komisi Kebenaran dan BRekonsibasi (KKR), Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak), Komisi Kepolisian
Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan ; dan

* Frrmansvah Arifin, dide., Lembaps Nepare don Senghela Kewemmngran Antariembaga Negara,
Cetakan ke-1, KRHHN dan MERL Jaleares, 3005, hlm. 66 = 6%,
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3) Pembenmkan kelembagaan negara berdasarkan Kepurusan Presiden
verdiri dari: Komisi Ombudsman Nasiona! (KON), Komisi Hukum
Magional (KHMN), Eomusi Masional Anei Kekerasan I:l::rhid.-ap
Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Masional,
Dewan Ekonomi Masional, Dewan Pengembangan Usaha Nasional,
Diewran Rizer Macsional, Dewan Pembina Induseri Strategis, Dewan
Buku Nasional, dan Lembaga Nondepartemen yang tercatar tidak
kurang dari 24 lembaga.

Merchaknya pembentukan lembaga-lembaga baru di Indonesia
tidak lain merupakan implikasi dari Amandemen UUD 1945, yang telah
membawa konsekuensi berubshnya strukour ketaranegaraan di Indonesia
yang harus memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai HAM dan
demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan
pembenmukan instimsi-institusi demokraris di Indonesia adalah perbentikan
hﬂmis:i-kumisi}rangd.isehutjuguthagaiJ!mbﬂ.gﬂ-l:mbagan:gam{indtflmdm}
scbagaimana tersebut di atas. Demikianlzsh pengaruran kelembagaan negara
di dalam UULY 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sebagai
refleksi pemerintahan berdasarkan undang-undang dalam konsepsi negara
hukum Indonesia.

4. Peradilan Administrasi yang Berdiri Sendiri

Dalam seviap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi riap-tiap
warga negara untuk menggugar kepurusan pejabar administrasi negara dan
dijalankannya putusan hakim administrasi (sdministrasive courd) olch pejabat
administrasi negara. Tidak terkecuali dala konsepsi negara hukum Indonesia,
meskipun keberadaan pemadilan administrasi merupakan ciri khas negara
hukum liberal yang lebih meng;l.tmmakm perdindungan terhadap hak asasi
individu. Akan tetapi, dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita
negara Pancasila peradilan administrasio negara-bukanlah merupakan unsur
utama, melainkan unsur turunannya yang diurunkan dari unsur utama
karena dalam cita negara Pancasila lebib mengutamakan masyarakar daripada
individu, tetapi tidak berarri bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama
sckali sebagaimana pendapat Padmowahjono bahwa harkar dan martahat

manusia retap diperharikan,

* Scheltema, dalam Azhery, Op. Cir, Klm, |06
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Dengan demikian, peradilan adminisrtrasi merupakan salah samu sarana
untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan
cars melakulan pengawasan atau kontrol judicial verhadap pemerintahan
sebagai wujud pengakuan dan perlindungan verhadap hak-hak warga negara.”
Maka, kepada rakyar harus diberi kesempaman uneuk menggugar pegawai
atau instansi pemerintahan yang melakukan kesalahan dan yang menurut
merecka dianggap merugikan mercka,™ schingga adanya peradilan adminiscrasi
diharapkan dapar memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga
nCgArd.

Selain keempar unsur-unsur negara hukum yang pengaturannya rerdapar
di dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagaimana tersebut di aas, dalam
ranghka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi negara hukum itu
dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menuruc Jimly
Asshiddigie dapat dirumuskan kembali adanya tiga belas prinsip pokok
Negara Hukum (Rechesstaar) yang berlaku di zaman sckarang, Ketiga belas
prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri
tegaknya satu negara modern sehingga dapar disebur sebagai Negara Hukum
(The Rule of Law, ataupun Rechestaas) dalam arti yang sebenarnya, yaiou:®
P Suprmmiﬁuﬁnm {Supremacy of Lawr)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip sipremasi hukum,
yaitu hahwa semua masalsh diselesaikan dengan hukum schagai pedoman
tertinggi. Dalam perspekeif suprenasi hukum (spremaey of law), pada
hakikarnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia,
tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertingg. Pengalouan
normatif mengenai supremasi huleum adalah pengakuan yang rercermin dalam
perumusan hukum dan / atau konstitusi, sedanghan pengakuan empirik adalah
pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakarnya
bahwz hukum itu memang Supreme. Bahkan, dalam republik yang menganur
presidential yang bersifat murni, konstirusi itulah yang sehenarnya lebih tepat
untuk disebut sebagai #epale negara’. Iru sebabnya, dalam sistem presidential,
tidak dikenal adanya penbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan
seperti dalam sistern pemerintahan parlementer.

2 5F barban, Peracifan Adminiziras Nepara dalam Upaaa Admimistrerildi fadornesia, Libery,

‘lhﬁ-i]um.. 1997, hilen. 184.
“ lsmail Suny, O Cin, him, 7.

69 Jimly Asshideigie, “Mabkamah Kongrinsi dan Cra Negara Hukum Indonesia”, Sokalah,
dizampsikan pada "Orsi lmih dabin Rangks [Nes Mabis ke- 33 Fakulras Hukem Univesicas
Andalas Pﬂd.nrg_, 3] Ecplzmbﬂ 004, hdm. 10 - LE.
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B, Persansian dulim Hukum (Equality Befare the Las)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
Dialam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan rindakan diskriminarif
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan
yang terlarang, kecuali rindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara
yang dinamakan affirmative actions'’ guna mendorong dan mempercepar
kelompok masyarakar terrentu atau kelompok warga masyarakae tertentu
untuk mengejar kemajuan schingga mencapai tdngkatr perkembangan yang
sama dan setara dengan kelompok masyarakar kebanyakan vang sudah jauh
lebih maju. Kelompok masyamakat tertentu yang dapar diberikan perlakuan
lchusus melalui afffrmasive sceions' yang tidak rermasuk pengertian diskriminasi
itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok
masyarakar hukum adar tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedanghkan
kelompok warga masyarakat tertentu yang dapar diberikan perlakuan Jhusus
yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun
anak-anak rerlantar,

e Asas Legalitas (Due Process of Law)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalivas
dalam segala bentuknya (due process of law), yairu bahwa segala tindakan
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah
dan tertulis. Peraturan perundang-undangan rerrulis tersebur harus ada dan
berlaku lebih dulu arau mendahului indakan arau perbuatan adminiserasi yang
dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan arau tindakan administrasi
harus didasarkan atas aturan atau rwles and procedures’ (regelr). Prinsip
normatif demikian nampaknya sepert sangar kaku dan dapar menychabkan
birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bag
para pejabar administrasi negara dalam menjalankan mgasnya, maka sebagai
pmgimbang, diaki Puh ada.n}-u pr]rmfp _}Fr_'f: emm’].rnng mn:-.mu.ngkinlmn
para pejabar tara usaha negara atau administrasi negara mengembanglkan dan
menetapkan sendin ‘beleid regels’ (policy rules} atanpun peramran-peraturan
yang dibuat untuk kebutuhan internal (imternal regulation) secara bebas dan
mandiri dalam rangka menjalankan wgas jabatan yang dibebankan oleh
peraturan yang sah.



d  Pembatasan Kebuasaan

Adanya pembarasan kekuasaan MNegara dan organ-organ Negara dengan
cara menerapkan prinsip pembagian kekuasian secara veruikal arau pemisahan
kekuasaan sscara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap
kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi
SEWCNANE-WENANE, SCPErt dikemukakan oleh Lord Acton: “Power fends fo
corrupt, and absolute power corrupes abiolueely”. Karena iru, kekuasaan selalu
harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-
cabang yang bersifat checks and balances’dalam kedudukan yang sederajar dan
saling mengimbangi dan mengendalikan saru sama lain. Pembarasan kekuvasaan
Juga dilakikan d-tng,ﬂn m.:mbagiahazgi kebuasaan ke dalam bl:bnnpq, organ
yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan ridak tersentralisasi
dan terkonsentrasi dalam saru organ atsu sat mngan yang mi:mungkink:m
rerjadinya kesewenang-wenangan.

e Orpan-Organ Ekelutif Independen

Dralam rangka membarasi kekuasaan i, di zaman sekarang berkembang
pula adanya pengaturan kelembagaan pemernntahan yang bersifar Sndependen,
seperti bank sentral, organisasi entara, dan erganisasi kepolisian. Selain i
ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMMNAS-HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman
Masional (KON}, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.
Lembaga, badan atiu organisasi-organisasi ini  sebelumnya  dianggap
sepenuhnya berada dalam kekuasaan elsekudf, tetapi selkarang berkembang
menjadi  independen schingga tidak lagi sepenuhnya memupakan hak
mutlak seorang kepala eksekuril untuk menentukan pengangkaran arupun
pemberhentiian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ
tersehut dianggap penting untuk menjamin demolerasi, karena fungsinya dapat
disalahgunakan olch pemerintah untuk melanggenghkan kekuasaan. Misalnya,
fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang
aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapar dimanfaatkan untuk mengontrol
sumber-sumber ln:u:.nga.n yang dapat djp-almi unruk mjuan m-l:mperu]nnkm
kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapar digunakan
untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga
tersebur dianggap sangar penting untuk menjamin prinsip negara hulum dan
demolrasi.
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£ Peradilan Bebas dan Tidak Memibak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independene and
impartial fudiciary). Peradilan bebas dan ridak memihak ini mutlak harus ada
dalam sctiap MNegara Hukum, Dalam menjalankan gas judisialnya, hakim
tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabaran
(polidk) mavpun kepentingan uang {ckonomi). Untuk menjamin keadilan
dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses
pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan
kekuasaan eksekutif maupun legislacif acaupun dari kalangan masyarakat dan
media massa. Dalam menjalankan wgasnya, hakim ddak boleh memihak
kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun
demikian, dalam menjalankan rugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh
hakim juga harus bersifar terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan
menjatuhkan purusan, hakim harus menghayad nilai-nilai keadilan yang
hidup di rengah-tengah masyarakar. Hakim vdak hanya bemindak sebagai
‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang hidup di
rengah-tengah masyarakar.

g Peradilan Tata Usaba Negara

Meskipun peradilan tara usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan
bebas dan tdak memihak, tecapi penyebutanmya secara khusus sebagai
pilar urama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendini. Dalam seriap
Megara Hulcum, harus rerbuka kﬁn;mpam.u ba.gi [.iaP—ﬂ':ap WATgA Degard umruk
menggugat kepurusan pejabar administrasi Negara dan dijalankannya putusan
hakim tata usaha negara (adminiirative court) oleh pejabat sdministras negara,
Pengadilan Tara Usaha Negara ini penting disebur rersendiri, karena dialah
yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi olech kepurusan-keputusan
para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu
terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu
bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa purusan hakim rata usaha
negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabar tata usaha negara yang

bersangkutan. Sudah tenmu, keberadaan hakim peradilan tara usaha negara it
sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip ‘independent
and impartial judiciary’ versebur di arss.
h.  Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)

4 samping adanya pengadilan tata ussha ncgara yang diharapkan
memberikan jaminan regaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara
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Hulum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi
dalam sistermn ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdin
sendiri di luar dan sederajar dengan Mahkamah Agung ataupun dengan
menginterpretasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah .".gungya.n.gsud:]:
ada sebelumnya. Pentingnya mahkamah araupun konstitusi (consdmuefonal
cowrt) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem thecks and balances’ antara
cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan unk menjamin
demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstirusionalivas
undang-undang yang merupakan produk lembaga legislacf, dan memurus
berkenaan dengan berbagai bentuk senghketa antar lembaga negara yang
mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa
ini makin dianggap penting dan karena itu dapar ditambahkan menjadi saru
pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum Moderm.

i Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan
jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil
Perlindungan rerhadap hak asasi manusia versebur dimasyarakackan secara luas
dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan rerhadap
hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukom yang
demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan
l;:wajihﬁn-l:twajib:m yang bersifat bebas da asazs. hl]:rl:ru:nn:.l’,nyq negara dan
demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suam negara ridak boleh mengurang;
arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan i, Karena ing,
adanya perlindungan dan penghormatan rerhadap hak-hak &as manusia i
merupakan pilar yang sangar penting dalam setiap negara yang disebur sehagai
MNegara Hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau
dilanggar dengan sengaja dan penderitzan yang ditimbulkannya rdak dapat
diatasi secara adil, maka negara yang bersanglauran ndak dapar disebur sebaga
Megara Hukum dalam arti yang sesungguhnya,

Jo Bersifar Demokratis (Democratische Rechtistaar)

Dianur dan diprakeikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyar
yang menjamin peranserta masyarakae dalam proses pengambilan keputusan
kenegaraan, schingga setiap peraruran perundang-undangan yang ditcapkan
dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidop di tengah
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masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang bedaku, tidak
baleh d.irr.m.pk:n dan :Iin:ﬁplm.n SCCAra s-:piha]-: oleh dan / arau hm}r:. untuk
kepentingan pengussa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demolrasi.
Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelinir
OrAng yang berkuasa, melainkan menjamin Incpcnungan akan rasa adil 1::!.51
semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (rechtsrtaar)
yang dikembangkan bukanlah ‘ebslite rechisiaqs’, melainkan ‘democratische
rechirtagt atau negard hul-nun].rﬂn.gd:mukmtis. Dalam seriap th:ua Hukum
yang bersitar nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di
dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar
atas hubum,

k& Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfars

Rechesstaat)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diiedalkan bersama.
Cira-cira huleumn itu sendiri, baik yang dilembagalan melalui gagacan negara
demorasi (democracy) mavpun yang diwojudkan melalui gagasan negara
hukum (roreocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Bahkan sebagaimana ciea-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam
Pembulaan UUD 1945, mwjuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam
rangka melindungl segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajuban  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikur melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana
untuk mewujudkan dan mencapai keempar wjuan hm'legau Indonesia i,
Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi
sekedar ‘rule-griven’, yang didasarkan atas aruran hukum.

L Transparassi dan Kontrol Sesial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang rerbula rethadap seriap
proses  pembuatan dan  penegakan  hukum, schingga kelemahan dan
kekuarangan yang terdapar dalam mekanisme kelembagaan resmu dapat
dilenghkapi secara komplementer oleh peranserta secara langsung (parrisipasi
langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adaya partisipasi
langsung ini penting karena setiap perwakilan rakyar melalui parlemen tidak
pernah dapar diandalkan sehagai satu-saninya saluran aspirasi rakyar, Karena
itulah, prinsip ‘representation in ideas’ dibedakan dari ‘representation in presence’,
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karena perwakilan ficik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan
atau aspirasi. Demikian puls dalam penegakan gukum yang dijalankan
oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabar lembaga
pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapar bekerja
dengan efekrif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran,

m.  Ber-Ketwhanan Yang Maba Esa

Khusus mengenai cita Negarm Hukum Indonesia yang berdasarkan
Pancasila, ide kenegaraan kita udak dapar dilepaskan pula dan nilai-nilai
Keruhanan Yang Maha Es yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila.
Karena iy, di samping ke-12 ciri atau unsur yang rerkandung dalam gagasan
Megara Hukum Modern seperti rersebur di atas, unsur cin yang kerigabelas
adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itn menjunjung tinggi nilai-nilai
ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan, Aranya, diskvinya prinsip
supremnasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an
Tuhan Yang Maha Esa vang divakini sebagai sila pertama dan utama Pancasila,
Karenaitu, pengakuan segenap bangea Indonesia mengenai kelenagaan tertinggi
yang terdapat dalam hukom konstitusi di satw segi tidak boleh berrentangan
dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai
ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan
akan prinsip supremasi hukum it juga m-n:l:upak;m p:ngt,:jaw:nmhan arau
ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha
Esa yang menycbabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang
Esa dan menishikan kehidupan anear sesama warga yang bersifar egaliter dan
menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan
bersama dalam wadah Megara Pancasila.

Menurumya, dalam sistem konstitusi Negara Indonersia, cita Negara
Hukum iru menjadi bagian yang tak rerpisahkan dari perkembangan gagasan
kenczaraan Indonesia sejak kemerdekaan, Meskipun dalam pasal-pasal UUD
1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidal dirumuskan secara
eksplisit, tetapi dalam Penjelasan diregaskan bahwa Indonesia menganur ide
rechtssiaat, bukan ‘machtstast’. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara
hukum itu bahkin regas dicnnumban, Demikian pula dalam UUDS 1950,
kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicanmumbkan dengan
tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Keriga tahun 2001 terhadap UUD
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali

ﬂ Megars Huluem Indoneais Pasea Paruhahan D 1848
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dicantumbkan 1egas dalam Pasal 1 ayat (3} yang berbunyi: “Negara [ndonesia
adalah MNegara Hukum®. Kiranya, cita negara hukum yang mengandung
13 ciri seperti uraian di aras itulah ketenman Pasal 1 ayar (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 i scbaiknya dipahami.™

™ fimly Asshiddigje, {Bid., him. 17 - 18.
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ukum dalam perspekeif ilmu, harus dipandang sebagai suaru

strsctnred whole aran sistem bukan chass atan mase of rules karena

hukum i sendin bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan
yang masing-masing berdiri sendiri, justéry urgensi peraturan hukum ialah
karena hubungannya yang sisternatis dengan peraturan-peraturan hukum
Lain!

Hukum sebagai suaru sistem, berarti suaru kesaruan yang verdiri dari
LMEUr-UNSUE VAT Mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama unrk
mencapai tujuan kesatuan tersebur yang diteraplkan rerhadap kompleks unsur-
unsur yuridis, seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengerdan hukom.*
Bagi Harold ]. Berman, sistem hubum ialah keseluruhan amuran dan prosedur
yang spesifik yang dapar dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial
vang lain pada umumnya, dan kemudian secara reladf konsisten diterapkan
oleh snam serukrur ocoritas yang profesional guna mengontrol prosss sosial
yang teradi dalam masyarakat.” Pengertian yang lebih komprehensil wnrang
sistern hukum ini diberikan oleh Bagir Manan,' bahwa sistemn hukum
setidaknya mencakup tiga sub sistem penting, yaitu: 1)sub sistem pencipraan
atau pembuatan hukum; 2)sub sistem hukum yang berkaitan dengan isi
atau materi hukuim, baik berups asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah
hukum; dan 3)sub sistem penerapan hukum dan penegakannya. Hal ini

! Budikeoe Merolusema, Mesgenal Hidkum, Suei Pergantar, Cetakan ke-d, Liberry, Yogyakaria,
L5494, hlm. 11%

L fhid, hlm. 102, Sudikne kemudiazn menjelasdan lshib lanjur bahes sistem bukum adalah sasm
beesanuar buakils das rerbogi-hapi dalam bagian-hegian yang di dalimays seciap masalah stau percalan
dizemmkan fwiban atu penelesaiannya, Bid, blm. 103,

' Haredd |, Berman, Lo v Revolwion, Hazevard Universiny Fress, Cimhri.n:igl:. 15983, hbm 49— 500

1 H:g'ir Manar, “Pemzhaman F-'l.mspn:l.i: Simeem Hubum Masional®, Sfololoh, dmmp.n'km paxla
Kulish Persdahaluin Program Enwe Hukem Pascasarjana UMPAD, Bandung, 1 Okeober 1984, him.
15 =20,
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senada dengan pengertian yang diberikan oleh Lawrence M Friedmann vang
menyebulkan bahwa di dalam sistem hukum terdapar riga elemen urama yaitu
substance (substans:), strwcinre (struktur), dan legal cudture (budaya hukum).*
Menurutnya, bagaimana pun baiknya norma hukum suaru undang-undang
anpa didukung oleh sparar penegak hukum yang handal dan dipercaya
serta tanpa dukungan budaya hulum masyarakat yang bersanglkuran, norma
hukum tersebur akan menjadi kurang efelaif sehingga ketiga elemen tersebur
dideskripsikannya menjadi: 1) strukour digambarkan sepert suaru jenis
“mesin” ; 2) substansi diumpamakan sebagai bahan-bahan yang dipergunakan
oleh mesin untuk memproduksi sesuaty; acda.ngha.n 3 budaya hukum
dideskripsikan sehagai sesuaru yang menentukan untuk bergerak om atau aff
mesin tersebut dan menentukan bagaimana mesin it digunakan

Bila dikaitkan dengan sistem hukum nasional, maka hukum di Indonesia
sebagai suaru sistem tidak semara-mara terdini atas materi hukum, retapi di
dalamnya termasulk juga aparar penegak hulkum dan budaya huloumn masyarakat
Indonesia. Artinya, hukom schagai suam kesaruan siscem di dalamnya
mengandung beberapa elemen; (1) elemen kelembagaan (elemen fneitusional);
(2} elemen kaedah amran {elemen instrumental); dan (3) elemen perilaku para
sul:r}*ell: huikuim yang I'I'l.:l'.l.}-‘i.l'll:lﬂ.l‘lE hak dan Emjil}:m yang ditenmukan oleh
norma aruran it (elermen subyektifdan kudtweral). Ketiga elemen itu mencakup;
{a) kegiatan pembuatan hukum (Lewe makimg); (b) kegiatan pelaksanaan atau
penecapan hukum (w administrating); dan (c) kegiatan peradilan aras
pda.nggaﬂ.u hukum (bw ddr'ud!'ﬁ'ﬂ'ﬁﬂg]. Biasanya, kegiatan terakhir lazim
juga disebur sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempir (low
enforcement) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan,
advokat, dan kehakiman atau di bidang perdara melibarkan peran advolear
dan kehakiman. Selain iy, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan
orang, yartu: {d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (lew secialization
and Lo education) dalam arn seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e)
pengelolaan informasi hulum (lew information management) sebagai kegiatan
penunjang.’

' Lewremce M Friednsan, American Lo Ar fefvodisetion, W Moson B0 Co., Mew Yook -
London, 1984, him. 19 - 20,

* k., hlm, 20— 21,

? Jinly Asshiddiqie. “Pembangusan Hukum dan Penegakon Hidum Indonesia®, Mikaloh,

dismampaikan pada acam ssminar menyeal penegakin hukum dzlam magks Justrom X1 FH-UGM di
Yopyakarra, 16 Febnean 2006, hlm. 2.
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Kelima kegiatan i biasanya dibagi kedalam tiga wilayah fungsi
kekuasaan negara, yaitu () fungsi l@i&lﬂﬂd&n rEE;u]a.si, ) Fu.npi eksekutifdan
adminiseratif, serta (iii) fungsi yudikarif atau judisial* Organ legislarif adalah
lembaga pardemen, organ cksckurif adalah birokarsi pemerintahan, sedanghkan
organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua iu harus pula dihubunghkan
d-mga.n ]:.Era.r]r.in:.r& Masing-masing mular dari OIEAN tertingEl sampal tarendah,
yaitu yang rerkait dengan apararur tingkar pusar, aparatur tingkar provinsi,
dan aparatur tingkar kabupaten/kota.?

Dalam  keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan  aspek-aspek
yang bemifar sistematik dan saling berkaitan satu sama lain iulah tercakup
pengertian sistem  hukum pang harus dikembangkan dalam  kerangka
Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, Oleh karena i,
pembangunan sistem hukum nasional diarahkan pada pembangunan produk
hulcum, apararur hubum, sarana prasarana, serta kesadaran dan kepatuhan
masyarakar." Menurut Bagir Manan, apabila pemahaman terhadap sistem
hukum merupakan refleksi sistematik dari asas-asas hukum yang ada di dalam
masyarakar. pembenmukan, penerapan, dan penepakannys, maks dengan
sendirinya masyarakar Indonesia sebagai sebuah komunitas relah memiliki
sistem hukum rerrentu. '* Hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia
ada beberapa sistem hukum, yaiou:"

1. Sistem hukum kontinental yang berkaitan dengan hulum yang diterapkan
pada masa pemerintahan Hindiz belanda;

2. Sistem hukum adar yang merupakan refleksi hukum asli Indonesia yang
berancka ragam dari dacrah ke dacrah;

3.  Sistern hukum nasional s=hagai refleksi dari asas dan kaidah hukum yang
dibentuk dan berkembang sejak kemerdekaan; dan

* Momteguiea, The Spirit of the Laws. dalam Jimily Acchiddicge, [bid.

* Jimlby, T,

1 fhid, bl 3 <3).

* Lihar; REPELITA di lridang hukam, Buku %1 Bab 39 Tahun 1994/ 1995 — 1998/ 1999,
¥ Bagir Manan, Pemafaman Mergerai...... O, Cir, him, &,

" Ik, him, 6=7,

mmumm.wma



4. Sistem hukum keagamaan sebagai kenyaraan hukum yang hidup dalam
masyarakat. Bagian-bagian tertentu dari sistem hukum keagamaan relah
diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional."

Pemberlakuan keempar sistem hubum di atas, dilacarbelakangi oleh
adanya budaya, sosial, dan pelitik masyarakse Indonesia.'® Namun, dar
keempatnya itu hanya sistern hukum nasional saja yang merupakan refleksi
dan asas dan kaidah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, EG.EI ha.ng,u
dan negara R1 dalam rangka menegakkan negara hukum berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem hukum nasional demi cita-cita
hukum, maks upaya p:ngcmi:rm'Lgan dan pengayaan asas-asas hukum diakui
cukup mendesak. Asas-asas hukum dimaksud dapar dijadikan masukan dan
bahan pertimbangan bagi pengembangan sistem hukum nasional dan budaya
hukum. Asas-asas hukum dimaksud adalah sebagai berikut ;'

I, Asas legulitas dalam makna bahwa setiap kaidah hukum supaya dapar
dimaklumi olech para pihak maupun masyarakar umumnya senantiasa
bersifar formal dan resmi. Artinya, asas kypalfiter 1alah berwujud dalam
bentuk hukum positif sehingga asas kepastian hukum lebih mancap dan
terjamin;

2, Asas keadilan dalam makna bahwa setap kaidah hukum sccara formal
dan material mengandung asas keadilan. Sebagaimana dimaldumi semua
hukum secara mendasar berrujuan unuk menegakdkan keadilan. Artinya,
keadilan merupakan essensi cita hukum dan semua hukum di dalam
kehidupan dan kebudayaan manuesia. Bagi bangsa Indonesia asas keadilan
EE‘I}IEEi tersirat di dalam pandangan hidup bangsa dan flsafat nepara
yaitu keadilan pengayoman dan keadilen sosial, sesungguhnya makna dan
hakikat keadilan sebagai asas hukum dan cita hukum bersumber dan
berdasarkan pandangan hidup ( Weltanschauung) setiap bangsa. Jadi asas

** Bagisn-tagian reremtu dan siscem hukum kesgamaan adalsh T Mo, 1 Takun 1974 Tenmng,
Periawiman, UL Moo 8 Tahun 1959 Tenmng Pengadilen Agama, UL Moo 28 Tahun 19499 Tenang
Penpelolaan Fakar, dan UL Mo 18 Tahen 2000 Tentng Ownemi Khusus Bagi Proving Dacrah
lstimewa Aoch sebagal Peovieai Manggros Ascel Darussalaen dengan diberfaboukannya Svari‘ar [elam,

* Bager Manan, “Dasar-dasar Konsttussonal Persounn Perunding-undangan Nasional™, Makelah
disampaikan pada Pendidikan Kajan Per-Ull-an: Pendelaran Teorics dan Prakek, FH-Univenstas
Andales, Padang, 11 - 18 Odaoher 1993, hlm. &

% Mohammad Moor Syam, Perqfabaras Filsafar Pancarila dalam Filrgfet Huloen sebagai
Landzsan Pembingan Sixtem Hidsen Masional, Edi 1, Laborroriom Pancasils IRIF Malng, 1998,
hlae A% = RO,

& Mogura Hulosm Indoneaia Pasea Porubahan [P 1845
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keadilan mengandung nilai universal yang jabaran dan pencrapannya
berdasarkan pandangan hidup dan hlsafar negara suatu bangsa;

Asas kedasdatan dalam makna bahwa seriap sistemn hukum dan kaidah
hukum senantiasa berdasarkan asas kedaulatan. Aninya, kaidah hukum
diterapkan dan ditegaklan oleh kelembagaan vang diberi kewenangan
untule ite. Asas kedaulatan juga mengandung makna bahwa hukum
dan kaidsh hukum mencerminkan cita-karsa lembaga yang berdaular.
Di dalam negara demokrast, yastu kekuasaan tertinggi ada pada rakyar,
maka asas kedaularan mengandung makna bahwa hukum diretapkan
dan dilaksanakan oleh dan untuk rakyat, Jadi, dengan asas kedaulatan
akan memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat sebagai subyek di
dalam nepara sekaligus sebagai subyeb Fubum. Asas kedaularan akan
memberikan wawasan dan kesadaran bahwa hukum yang berlaku ialah
suatu tatanan dan kaidsh yang dikembangkan oleh dan untuk rakyat
demi keburuhan dan kesejahteraan rakyar sendiri; melalui kelembagaan
yang diberi mandat oleh kelouasaan negara I::,'ELHE berdaulac);

Asas wawasan nusantara, dalam makna bahwa hukum, sebagai sistem
hukum nasional Indonesia dikembanghkan dengan berwawasan atas nilai
mm-—.ﬁ-.uﬁ‘.'.:_yg yang bn:r]:tmha.ng sepusantara. Asas wawasan AuSnEen
juga bermakna bahwa hukum nasional Indonesia dikembangkan olch
dan untuk rakyar Indonesia selirihnya; jadi sesuai dengan cim-ata dan
kepentingan rakyar serta jaridiri bangsa;

Asas persaraagn dalam makna bahwa hukum dan kaidah hukum berlaku
dan ditegakkan untk semua rakyar warganegara Indonesia. Artinya
sebagaimana asas pengakuan akan persamaan derajar manusia rakoyat
warganegara di hadapan hukum dan pemerintahan, maka hulkum yang
berlakn senantiasa berasas persamaan, Asas persamaan juga mengandung
miabna a@&ﬁﬂm berdaku bagi siapapun, tanpa membeda-hedakan
asal keturunan, subku, dan agama yang dianur termasuk kelas sosial
dan jabaran. Secara fundamental asas persamaan mengandung makna
pengakuan bahwa mausia adalah cipraan Maha Pencipra dan diberkan
dengan hatkar dan martabar yang sama (nilai sosial budaya dapac
membuat perbedaan tinghat sosial ancar manusia);

Asas kebenaran mengandung makna bahwa hukum senantiasa didazarlan
aras kebenaran baik universal maupun menurut pandangan hidup bangsa
arau flsafar negara. Astinya asas kebenaran merupakan perwujudan

Satem Huioum Masional &



vatliclisas ks sesuai dengan kriveria yang berlaloy; terutama bersumber
dan berdasarkan basic morm (Grundnerm); dan berdasarkan pula atas
ketentuan hukum yang lebih ringgi, terurama konstitusi negara, Secara
essensial kebenaran juga diartikan sesuai dengan akal dan budi nurani
manusia dan atau menurue kepercayaan individual;

7. Asas subyek bukum dalam makna bahwa hukum dikembangkan dan
ditegakkan berdasarkan pengakuan atas kedudukan manusia sebagai
subyek hukum. Artinga, hukum dicprakan {dikembangkan) dan
dilaksanakan (ditegakkan) oleh dan untuk manusia Karenanya setiap
pribadi manusia warga masyarakat adalah scbagai sfpek frckurm, baik
penegak hulum maupun raloyat warga negara yang berkewajiban mentaar
norma hukum. Asas subyek hukum juga mengandung makna menghirman
dan menjamin martabat manusia scbagai pribadi dengan segala harkar,
hak, dan kewajiban yang dimilikinya di dalam masyarakar, negara, dan
budaya (peradaban). Jadi, sama sckali tiada scorang pun mempunyai
hak atau ororitas untuk merendahlean martabae seseorang di hadapan
hukum, apalagi atas mama Fukum. Pelanggaran atas subyek hukum
berarti mengingkari harkar dan martabar manusia, sckaligus merupakan
pelanggaran nilai-nilai moral dalam masyarakar beradab. Dalam
kehidupan prakris setiap pribadi senantiasa menjunjung asas praduga
tak bersalah, sehingra memperlakulan siapa pun dalam hubungan kasus
hukum dengan pelayanan yang tetap menghormati marrabar manusia
schagai subyek hukum. Asas sunyck hukum mengandung makna pula
bahwa Aukuman (sanksi hukum) dilaksanakan dengan mouf mendidlik
dan merchabilitasi mental dan kepercayaan diri, harga dif rechukum
uniuk kemudian mampu meliksanakan kewajiban / tgas hidupaya
dengan lebih baik; selanjutnya yang bersangkutan tetap akan mendapar
pengakuan dan "penghormaran” oleh sesama warga masyarakar. (Prinsip
normarif dalam asas subyek hukum ini hendaknya menjadi dasar hlosohs
pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan sikap hidup aparamnya);

B.  Asas kesejahteraan dalam makna bahwa setiap hukum yang dikembangkan
dan ditegakkan demi kesejahteraan warga masyarakar. Hukum
dilaksanakan oleh warga masyarakat sebagai sunyek hukum pertama-
tama adalah demi kessjahtersan (kemerdekaan / kebebasan, kehormaran
| harga diri; dan kebahagizan} pribadi masing-masing. Berdasarkan
asas kesejahreraan pula, maka keluarga, masyarakar dan negara akan
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menegakkan dan menikmati ketertiban, keamanan, kerenteraman dan
kerukunan; rerhindar dari rasa rerancam baik hsik, sosial maupun harea
miliknya (rermasuk hak cipa). Asas kesejahreraan adalah cim-rasa aau
harap.-a.n setiap prilzmdi, sehagm hagiﬂ.n dan kodrat ]ﬂ:hidupqn. Setiap
pribadi juga menyadari bahwa tindakannya yang melanggar huloum
akan mengakibatkan para pihak dan pribadinya sendiri akan kehilangan
kesejahreraan dan kemerdekaan;

.I"I.m .id:rfﬂ-&.uiﬂ_}:d d.a].ltﬂ ﬂlﬂkﬂi bﬂh“‘ﬂ SUArn E'IL'II{I.'II'I'I. EI:I'IEI'I.E-ﬂ."i'.'I.
mencerminkan realitas aranan kehidupan yang ditegakkan di dalam
masyarakat dan budaya rakyar sepanjang kehidupannya yang rukun
(tertib, order) dan sejahtera. Artinya, asas sosio-budaya dalam hukum
senantiasa memancarkan nilai-nilai (adar, tradisi dan raea krama) yang
berlaku sebagai tatanan atau jatidini masyarakac. Jadi, hubum dan kaidah
hukum hendaknya menghormati dan menjamin kelangsungan hidup
nilai-nilai sosio-nudaya bangsa yang merupakan bagian dari citra jati
dirinya, Prinsip demikian diakui oleh banyak pakar, sebagai diungkaplkan
dalam asas Ex facto oritus fus, bermakna pula hukum sebagai fenomena
budaya maupun hukum sebagai realitas dan bagian dari dngkah laku
manusia;

Asas krwtbawaan dalam makna bahwa hukum senantiasa memancarkan
nilai yang mengayomi warga masyarakar dari semua anasic yang
mengancam kepribadian dan hak manugia sebagai pribadi. Dengan
asas kewibawaan, hukum akan menjamin adanya kepercayaan dan rasa
hormar warga masyarakar untuk memaruhi (melaksanakan, menegakkan)
dengan penuh pengertian dan ranggung jawab. Karena asas kewibawaan
dalam hukum sebagai norma dari kekuasaan yang berdaular, di sam sisi,
berhadapan dengan warga masyarakat (rakyar, warga negara) dengan segala
hak dan kewajibannya yang memerlukan perlindungan (pengayoman)
hukum, maka akan tumbuh: kepercayaan dan rasa hormar kepada
hukum yang diskuinya untuk menjamin kesejahteraannya. Jadi, rakyat
akan menerima (mentaati) dengan kesadaran dan kerelaan karena adanya
hukum dimaksud juga mereka percaya akan menjadi pengayoman bagi
setiap pribadi warga masyarakat. Asas kewibawaan akan menumbuhkan
sikap keseimbangan antara kekuasaan (kedaularan, kelembagaan, aparar)
sehagal penegak hukum sekaligus pengayom masyarakac berhadapan
d.:ftgan prll:w:h WIrga mﬂs-':ﬂﬂlﬁl, J.alr.]nat yang menerma {mematuhi)



hukum dengan penuh kesadaran dan @nggung jawab karena ia percaya
bahwa hukum it adalah norma atas nama kekuaszan (kedaularan) yang
berfungsi (bertujuan) demi pengayoman bagi seluruh warga masyarakar.
Jadi, asas kewubawaan memancarkan kekuasaan pengayoman; dan

11. Asas imtegritai dalam makna bahwa hukum sebagai norma yang
bersumber dani nilai-nilai luhur unmk menjamin keluhuran budi pekerri
manusia dan warga masyarakat schaligus memancarkan integricas hukum
atau norma yang berlaku. Secara mendatar asas integritas juga akan
mencerminkan bahwa norma hukum menunjukkan adanya hubungan
antar manusia schagai subyek hukum, subyek hukum dan subyek moral
dengan norma hukum sebagai pencerminan budaya dan peradaban luhur
manusia yang bersangkuran. Asas integritas juga mengandung makna
adanya antar hubungan yang harmonis, seimbang dan fungsional dalam
pelayanan lembaga dan aparat hukum terhadap suatu kasus. Jadi, asas
integriras hukum secara mendasar mengandung makna bahwa norma
hukum yang ditegakkan secara intrinsik mengandung dan memancarkan
martabat keluhuran budi manusia dan citra budaya bangsa baik dalam
tujuan, substansi maupun pelaksanaan.

Kesebelas asas bagi pengembangan sistem hukum nasional berdasarkan
Pancasila di atas merupakan refleksi dari cita hulum (rechisidee),"” yang tidak
hanya berfungsi schagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji
apakah suatu hukum positif adil atau fidak, melainkan juga sekaligus berfungsi
sebagai dasar yang bersifar konstirutif, yait yang menentukan bahwa ranpa
cita hukum, hukum zkan kehilangan maknanya sebagai hukum karena pada
pokoknya isi dari rechesidee tersebur berisi konsep dasar dari hidup manusia
yakni meliputi ide sosial, yairu idee tentang suaru masyarakar yang warganya
bebias dalam kebendak atau ein Gencinschafi mér frei. wollonden. Menscben,

? Menurur Rudolf Seamler (1856 — 1939) scorang shli flsafar hukuwm yang berlairan mea-Kanfrian,
berpendapar bahwa cim hulum kb konetruksi pikir yang merupakan keharuan bagi mengarablan
Tuboum kepads cits-cita yang ditnginkan masyarakar dan cita huskum ini berfangsi sehagai binang
permadu (feigrern) bagi rercpainya cita-cita mazyarakat. Moki merupakan trik akhir yang tidak
mungkin dicapad, namun cits hukum memberi manfaat, karera fa mengandung dua sisi, dengan cin
hukam dagat menguii hukum posicl yeng berdaku dan kepada cita bukum dapar mengarahkan hukum
positif sehagai usaha dengan sandsi persakss menuju seuatu yang adil (reamgversich s richnigem).
Olleh karena i menirtmy, keaditin ishh s vsaba agu tndakan mengarahkan hukum posicif
kepada cira huleum (Rudolf Stamler dalam Rachmedi Usman, Pergembamgan Hukwmt Pevdoin delom
Drimwensi Sejarak dan Polirk Huks o Indomesia, Cerakan ke-], Pusaks Sinar Harapan, larts,
2003, hlen 7).
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Dengan demikian, maka hubum yang adil (sictiger rechs) ialah hulum posicf
yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum unruk mencapai ujuan-
tujuan masyarakat.”® Mochamad Koesnoe juga mengemukakan bahwa cita
huleum adalsh idee dari budaya yang bersanghutin mengenai bagaimana
yang dinamakan hukum. Dengan begitu cita hukum, bagi budaya yang
bersanghutan adalah ukuran pokok dari apa yang dapat dianggap sebagai
hukum dalam masyarakat yang bersanghutan. Sebagai suaru ukuran yang
isinya adalah ramuan nilai-nilai yang asalnya dari berbagai kategori nilai dan
kekuasaan, yang dalam meramu tersebut tunduk kepada cita rasa budaya
dan runtutan alam nyata sekeliling masyarakar yang menganut budaya yang
bersangkuran i, berami bahwa isi dan wujud dta hukum tunduk kepada
hlsafzt yang mendasari cita rasa dalam meramu tersebur. Dari it setiap cita
hukum ramuan isi nilai-nilainya akan berlainan, rergantung kepada flafae
ciea rasa meramu yang menjadi dasarnya, Oleh karena 1w, asas hukum dan
cita hukum inilah yang menjadi perekat bagi pelbagai peraturan-peraturan
hukum positf yang ada, yang pada gilirannya membentuk sistem hukum. ™

Ada delapan asas untuk mengukur a sesuaru imt merupakan suar
sistern hukum, yaim ;™

1. Suaru sistem hubkum harus mengandung peraturan-peraturan, yait
bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar kepurusan-kepurusan yang
bersifar ad hoc ;

2. Peraturan-peraruran yang telah dibuat itu harus divmumban;

3. Tidak bolch ada peraruran yang berlabu surut. Oleh karena apabila
yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai
untuk menjadi pedoman ringkah lakn, Membolchkan pengaruran secara
berlaku surue berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk
berlaku bagi wakm yang akan datang;

4. Peraturan-peraruran harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

5. Suarn sisem tidak boleh mengandung  peraturan-peramuran  yang
bertentangan saru sama lain;

G. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi
apa yang dapar dilakulkan;

™ ghehal Hamid 5. Amamimi dan Mochamad Koesnoe, dalam Rochmadi Usman, fhid., him 8.
W fhid,
20 Fuller dalam Ihid., hlm, %
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7. Tidak boleh ada kebigsaan yang sering merubah-rubah peraturan,

sehingga menyebablkan seorang akan kehilangan onientasi; dan
Harus ada kecocokan antara peramuran yang diundangkan dengan
pelaksanaan-nya schari-hari.

Kedelapan asas di aras, ridak hanya schedar persyararan bagi adanya

suatu sistem hubum melainkan juga membernkan pengkualifikasian terhadap
sistemn hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suaru moralicas
eertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu idak hanya
melahirkan sistem hukum yang jelek, wetapi sesuaru yang tidak bisa disebur
sehagai sistem hukum sama sekali. Oleh karena i, suatu sistem hukum
{nasional) harus meliputi komponen-komponen sehagai berikur:*

I

Asac dan falsafah, yaitu sifac-sifar umum atau amiran umum yang diperoleh
melalui proses analitis berdasarkan kenstruksi yuridis dengan menjaring
(abstraksi) sifat-sifar khusus yang erdapat dalam aturan-atusan konkric
serta nilai instrinsik yang ada di dalamnya;

Serukrur, yaitu berupa susunan yang teratur dan sistematis, termasuk di
dalamnya prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan hukum;

Kategori, yaitu berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum;
Konsep, yaitu berupa perumusan secara ringhkas sekian banyak pengerian
yany tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan-perbedaznnya
ke dalam saru istilah saja; dan

Budaya hukum, yairu berupa penilaian ets tertentu yang rerkandung
dalam hukum positif yang manifestasinya berupa perilaku taar hukum
arau perilaku sadar hukum,

Berdasarkan asas-asaz dan  komponen-komponen sistem  hukum

nasional di atas, terdapat beberapa pendapar rentang sistem hukum nasional
sebagaimana dikutip eleh Abdurrahman sebagai berikut

1

Sistern hukum nasional, segala hukum yang berlaku secara nasional dan
sah di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke (dari Banda Aceh
sampai dengan Irian Jaya / Papua), yang dibuar oleh badan-badan arau
lembaga-lembaga nasional yang berwenang (JCT. Simonanghir):

21 Hamdbany Tenggara dalam Rochmadi Usman, Fhid,, hla 8 —10,
22 Abdurrihman, Beberaps Aspek Tentang Pembargunan Hukum Nasioral, Ciea Aditya Bakri,

Bandung, 1995, hlm. 145 - 145.
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2. Sistem hukum nasional, tata hukum baru yang lahir sehagai akibar dari
kemerdekaan bangsa Indonesta dengan Undang-Undang Dasar 1945
sehagai intinya (Satjipte Rahardio);

3. Hukum nasional (nasional law), bas swo conmection: one meaning exactly,
national in contrast with the local; the other more prevalent during the last
two decades meaning the law of independent Indonesian ar apposed o lawe
eriginating ir the mfauj' {Daniel 8. Lev); dan

4. Hukum nasional ialah: (3) hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional
oleh pembentuk undang-undang nasional, (b) hukum yang bersumber
dan menjadi pernyatsan langsung dari tata budaya nasional, { ¢ ) hukum
yang bahan-bahannya (idisf dan ridl) primair berasal dari kebudayaan
nasional sendiri dengan ridak menump kemuongkinan memasuklan
bahan-bahan dari luar sebagai hasil pengelolaan yang dibawa olch
perhubungan dengan luar nasional, dan (d) schagai pengertian poliris
perlawanan antara nasional dan kolonial (Mah, Koesnoe).

Sebagaimana relah disebutkan di atas, bahwa di Indonesia secara formal
berlaku empat siseem hukum yang bahan bakunya berasal dari tiga sistem
hulasm; hukum adax, hukum islam, dan hukum Barar, dengan segala perangkat
dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus
memaruhi hukum dari ketiga sistem tersebut.® Dialam pedkembangan sistem
hukum di Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem dalam pengertiannya
yang dinamis itu zkan menjadi bahan baku hukum nasional. Ketiga sistem
hubkum yang merupakan bahan baku dari sistem hukum nasional di Indonesia
tessebut, menggambarkan adanya pluralitas sistem hukum yang berdaku di
Indonesia, baik dari segi wakru atau dari segi jenis:™ (1) Dilihat dari segi
pluralitas jenis penduduknya, dapar dikatakan bahwa masyarakar Indonesia
mempunyai sistern hukum yang berlaku sejak zaman primicif dari kebissaan
atau adar istiadar sampai dengan kerenman yang diyakini bersama unruk
dipatuhi. Dalam  perkembangannya kemudian, ketika Indonesia masih
dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adar istiadar ini disshut dengan
“hukum adat”, Namun, hukum adat yang relah dijadikan sehuah disiplin dan

B Qadel Aarzy, Ebleliismrone Hukvem Nasional Kowpaedisl Amtang Hubum frlam daw Hukum
Ulsitind, Crtalan ke-1, Gama Media, "l"nnuhuu. MO0, hkn, 111, ,'_-;Aenﬁhpna.-. e |=sils [ll'j'-"- R,
&g:ﬂ:!m:l. Loy Hulkum &f Indonesie Sebhofus Peramg Dok B, Ceraloan ke-12, D'\;-IJ.:,-.. Parwmia,
lakama, 983,

» b, hlm. 109 = 111,
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diteorikan secara — baku serta hampir dapar disebur dengan jenis hukum yang
hanya ada di Indonesia — itu masuk dalam karegori pengertian yang i,

S:dmgjﬁn dakam P:nge:nim yang dinamis, Jenis hukum i lebib tepat
discbur dengan hukum kebissaan (cwsromary law) atau hukum yang hidup
di masyarakar (Fung law). Jika dalam pengertiannya yang dinamis sepert
ini, jenis hukum kebiasaan dapat dijumpai di setiap negara di seluruh dunia,
termasuk negara maju; (2) Dari scgi agama, sudah pasi ada nilai-nilai
agama yang relah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan
mengatur hubungan antarsesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai
hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya
agama, Olch karena itu, sebagai mayoritas beragama Islam, maka hulkum
Islam merupakan salah samu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat Indonesia. Namun, juga harus dicatar bahwa hukum Islam ini
mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu
memberi jawaban rerhadap perubahan sosial, sehingga ridak harus selalu
mengacu pada kitab-kitab fegh klasik; dan (3) Sth-'tg;&'l negara yang pernah
dijajah selama 350 rahun, jelaslah negara penjajah tidak mungkin unuk tidak
membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justeru sangar mungkin para
penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakar Indonesia yang
mereka jajah. Ini yang kemudian disebur dengan sistem hukum Belanda arau
sistern hukum Barat — ada yang menyebutnya dengan hulcum sipil {Civel-La).
Mengidentikkan hukum Barar dengan hulum pemerintah Belanda adalah
dalam pengertiannya yang siasis dan berorientasi ke belakang, oleh karena
Indonesia telah dijajah oleh Belanda tadi. Namun, dalam pengertiannya yang
dinamis hulum Barar ini hams dipahami sebagai hukum dari luar, rerutama
sckali pengaruh dari negara-negara maju sebagai konsckuensi hubungan
internasional dan dalam perwujudan globalisasi.

a Hespara Huloen Indonesla Pasca Perubahan UHD 1345



Islam dan Politik
Perundang-undangan

kebijakan syari‘ab; yainu suam dokirin hukum Islam yang memberi

kekuasaan kepada pengnasa amau pemerinab unmuk menentukan
bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakar  dan
bernegara,! Olch karena it, rerdapar dua unsur dalam Siyesah Spar'iyah
yang berhubungan secara timbal balik, yairu: (1) pihak yang mengamur; (2)
pihak vang diarur. Jika dilihar dari dua unsur rersebur, maka ilmu ini identik
dengan ilmu politik sebagaimana dikatakan olch Wirjono Prodjodikoro;
dua unsur pensing dalem bidang polivk yaitu negara yang perintabnya bersifar
ekskiusif dan trsier masyarakar.? Namun, tidak berarti bahwa politik hukum
merupakan gabungan dan ilmu hukum dan ilmu polditik schagaimana yang
selama ini diasumsikan oleh banyak orang. Dengan mengurip pendapat
Purnadi purbacaraka dan Soerjono Seckanto yang mengarakan bahwa polirik
hulkum merupakan bagian dari studi hukum. Disiplin polirik hukum menurat
mereks, terbentuk dan gabungan dua disiplin hukum yaitu ilmu hukum dan
filsafac hukum. Mereka berargumen bahwa disiplin hukum dibagi menjadi
dua bagian, yaitu segi umum dan segi khusus,

Segi umum disiplin hukum pada mulanya terdiri dari ilmu hukum dan
fileafar hukum yang masing-masing memiliki ruang linghupnya sendiri-sendiri,
yaitu ilmu hukum terdiri dari dua bagian; ilmu dogmarik hukum dan ilmu
kenyaraan hukum. Sementara ilmu dogameik hukum terbagi dua, yai ilmu
tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hulkum.?

' Rifyal Ka'bah, Polirik dan Hithum dialam Algur ‘an, Cerakan ke-1, Khairul Beyan, Jikarra, 2005,
hlm. 111,

! Wigono Prodjedilorn, dras-aras Hmu Negara dan Newe Palivik, T, Ereson, Bandusg, 1971,
hlm. 6.

! Sabagai suztu disiplin itma, ilmu dogamiik hokum yang endiri dari ilmu renmng kaidah hakum
dan ilmu tenang pengerdin pokok dalam hakum memilki kecenderungan yang khas, yaine membarsi
diri pada laidah-kaidsh hukum sehagai sestuma pandangan untek menilai yang dicita-cirkan dan

-

Pﬂlifih hukum Islam (Siyasah Sparipah) yang dimaksud di sini adalah




Sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (seisechenwisenchafi) biasanya
menelaah hukum sebagai kenyaraan atau realitas atau biasa disebur hukam
yang hidup (fiving low). llmu ini mencakup beberapa cabang ilmu hukom,
seperti sosiclogi hukum, antropologi hukum, psikelogi hukum, perbandingan
hukum, dan sejarah hukom. Ilmu ini berbeds dengan ilmu dogmarik
hukum yang bemsifat teoritis-rasional, ilmu-ilmu yang tergolong dalam ilmu
tentang kenyatasn hukum rersebut bersifar teoritis-empiris, sehingga merode
pengungkapannya terikat pada metode imdknf” logis, sedangkan pada ilmu
dogmarik hukum pengungkapannya menggunakan merode yang didasarkan
padla persyaratan logiks dedukif*

Dari segi khusus, disiplin hulkum terdin dari sejarah tata hukum, sistem
rata hukum (hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekaysan hukum
keluarga hukum waris, hukum pidana) dan teknologi hukum. Pada segi khusus
ini, ada hal-hal yang bersifar spesifik, prakris dan empiris serta berkaitan secara
langsung dengan pengaturan masyarakar.’

Adapun Rlsafar hukum berusaha mengunglkapkan hakikar hukum
dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang
mampu dijangkau oleh akal budi manusia. Obyek formalnya adalah hukum
dipandang dari dua pertanyaan fundamental yang saling berkaitan: (1) Apa
vang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum % (2) Aras dasar
(krireria) apa hukum dapat dinilai keadilannya # Secara implisit dari kedua
pertanyaan tersebut telah mengandung masalah wjuan hukum, hubungan
hukum dengan kekuasaan, dan hubungan hukum dengan moral. Dengan kata

ideal, Adapun yang dimakeud dengan e senteng baideh bukum romneisenchafl) adalsh Bmu
yang membahas masalah-maslah yasg borkaizan dengan perusmusan kailah bk, baik kaidal-baidah
hukum dbsrak maspun kaidih-kaidaly bukwm bonkes Seldn sy, jugs diremuoskan puobs sl dan sifar
sifar kaidah bukum verscbuc, lmu ronsang kasdah bubon jups mempelagan csenal haidaly hukam dan
vegas au kegunaan dar kaidah-kaidah hukum erdbt trmaau di dalameys jogs moaclin sensang
pernyaman kaidah hukum besera mnde-andanys. Sedangkan ilmu cnang pengerian pokok dalam
hukem (begriffenwivsencha®) mompelajan socara ke tcnmng masankar bubkum, subych bubam,
hak dan kewajiban, perisciwa bukum (rermesuk unsur-snesarmyal, hubangas hakom, dan abyek bubkam
(Lihar: Scesjono Sockanco dan S Mamudiji, Peselinies Hlubue Normatl S Tfavan Siagphar,
Rajawali Press, Jakana, 2001, him. 3. Sdesghapoya baca Pumadi Parbncamka dan Secon Sockanio,
Ferital Kaldah Mk, Cica Adicya Bakri, &d‘l.dl.l.rl.s_.. 1¥33)

* Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, fbid., him. 4.

* Iidd,, hlm. 5 - 6

4B, Arief Sickass, Raffekel fentang Strottur mie Hubven: Sebrah Pemelitian dembang Fondasd
Kefileaferan dan z(fim Keilmvan sebagar Landazem Pengembangan Heae Hwbem Netional fedenesia,
Mandar haju, Bandung, 2000, hla 115
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lain, filsafar hukum berusaha untuk menelash nilai dari pernyaraan-pernyaraan
yang dapar dikatcgorikan sebagai hukum.” Jadi, filsafat hukum adalah flsafar
aran bagian dari filsafar yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap
hukum atau gejala hukum, Oleh karena i, filsafat hukum tidak dirujukan
untuk mempersoalkan hukum positif tertenm, melainkan untuk merefleksi
hukum dalam keumumannya atau Lewe as such (hukum sebagaimana adanya).

Kedua disiplin hukum di atas, baik ilmu hukum maupun flsafar hukum
memiliki keterkaitan saru sama lain dalam proses pembenrukan hukum
(rechesworming) dan penemuan hukum (rohtsrinding). llmu hukum diarahkan
pada cara untuk mencapai tujuan, sedangkan flsafar hukum diarahkan unek
melihat mjuan yang diinginkan. Proses mferpley antara “cara unmk mencapai
wjuan” dan “melihat tujuan yang diinginkan” iulah kemudian yang melahirkan
pelitik hukum, dengan cataran bahwa kam politik di sini dipahami schagai
pengertian policy, bikan dalam pengertian cara untuk memperoleh kekuasaan,
Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebijakan hukum (legal policy). Maka,
politik hukum dalam disiplin huleum bergerak pada tataran etik dan teknik
kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum.” Dalam hal ini politik
hukum berbicara pada rataran empiris-fungsional dengan menggunakan
metode teleologis-konserukef. Arcinya, politik hukum dalam pengertian sebagai
etik dan reknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum, lebih
diarahkan unwk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai
guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakar yang diinginkan.
Agar produk hukum it sesuai dengan apa yang diinginkan, proses yang
melibatkan unsur-unsur yang mendukung terjaminnya proses tersebut harus
diperhatikan, termasul: dalam hal ini adalah pengaruh ideologi arau ajaran-
ajaran politik kendatipun kecilnya pengaruh rersebur. Dengan demikian,
politik hukum merupakan sistem ajaran tentang hukum sebagai kenyataan
sdisl dan riil, Artinya, secara teoritis bila dihubungkan dengan prakik policy
making dan policy executing di bidang hukum, politik mengungkapkan policy
evolution dan pelicy approximation serta policy recommendation.”

" Sugianta Darmadi, Kedudvdan e Hvkum datam ey dos Filegfint: Sebueh Ekeploras dwal
Moy N Hulbwen g fatepralisnlt dan Ovomom, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 18

¥ Bocrjong Seckamn dan B Ohje salman (Bd.), Disiplin Mk daw Diziplin Sosiel, Rajawali,
lakarta, 19838, hlm. 175 - 175

¥ Purnadi Purbaciraka den M. Chidic Ali, Disiplis Hivbwesi, Citra Aditya Bakes, Bandang, 1990,
hlm 1. (Baza ju.F: lmam 5}'1.|.1.|s.=.ni dan A, Ahss Thohar, Dasear- divar Palirik Hulbom, I:t:_p {Grafindo
Persada, Jabkarea, 3004, him. 35 - 411



Dalam  perspekif sipesaed spar’ipah, al-Cur'an menjelaskan adanya
hubungan antara kata of-fHuwkm dengan konsep politik yang mengandung
makna pembuatan kebijaksanaan aran melaksanakannya schagai upaya
pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kara ol
Hukr dan kata-kata yang rerbentuk dari kara rersebut diopergunakan datam
al-Qur'an sejumiah 210 buah.” Dalam bahasa Arab kata tersebut berpola
miaidar yang dapat dipergunakan dalam arti konotatif perbuaran atau sifat,
maka sebagai perbuatan kara a/-fakm bermakna membuat atau menjalankan
kepurusan; dan sebagai sifar dalam hal ini abyek atau hasil perbuatan, kara
terschbut merujuk kepada sesuatu yang dipuruskan, yakni keputusan atau
peraturan seperti yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata hukum.
Oleh karena i, apabila makna pertama dikaitkan dengan kehidupan
bermasyarakar, berbangsa dan bernegara, maka kata tersebur mengandung
makna pembuatan kebijaksanaan sckaligus pelaksanaannya schingga kata
tersebut relevan pula dengan kekuasaan polick."!

Kekuasaan politik, istilah yang lazim dipakai dalam kepustakaan siyasab
syariyah adalah al-Sulthan dan al-Mulk. Al-Swlthan makna pokoknya adalah
“lkelcuaran dan palssaan”. Bentuk yang ditemulan dalam al-Qur'an adalah kata
sallasha-yusallivhu dan kata benda sudthan yang dipergunakan dengan dengan
makna af-mulk “lkevasaan”, algabr “kekuatan memaksa”, al-bufiar “alasan”,
al-burban “bukn, keterangan”, dan il “pangthutn Scd:l.n.ﬂ kata kerja
sallatha yang hanya dipergunakan duakali mengandung makna “memberi
kekuasaan atau kekuatan sehingga memperoleh kemenangan (Q35, An-Niss,
4:90 dan Q8. Al-Hasyr, 59:6). Sementara kata al-Sulthen yang bermakna
kekuasaan dicemukan dalam Q8. Al-lsra, 17:33 dan ayat 80. Dari penggunaan
kata al-Swithan tersebur, dapar dikerahui bahwa lata tersebut berkonorasi
sosiologis, karena ia berkenaan dengan kemampuan untule rRengAtasi orang
lain. Bila dikaitkan dengan konsep kekuasaan politik dalam uraian sebelumnya,
jelas bahwa istilah rersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan daripada
konsep kewenangan (otoritas).™

M Kamdasa terebut, diantaeanys terdapar kam kerja dengan pols hakoma (memuruskan
perkars, membust kepunasan) 43 buah; pola afhkama (mengokohkan) daa kali: dan pola tahakkama
{berbakimian srau mengikuri kepurusan seseorang) sekali, Sedamghan kacs al-Hubm m sendin yang
menupakan masdar dari kars kerja hakoama - yafikum - hukman dipesgunakan schanyak 30 lali (Lihac

Abd, Mudn Salim, Figh Sivasah; Konsepri Eebuaraan Politik dalam Al-Cur 'an, Cealan ke-1, PT.
Raja Grafinda Persads, Jakarta, 1994, hlm. 159}

I thicd, hbm, 161,
' Abel. Main Salim, M, hlm, 163 = 164,
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leara al-Mulk, bermakna pokok “keabsahan dan kemampuan”
vang dari makna terschur terbentuk kava kerja malake - yamlibu - milkan
“memiliki”, dan dari makna kedua rerbentuk kata kerja maloka - yammliks -
mialban “menguasai”. Jadi, konsep yang terkandung dalam kata al-Mulk adalzh
konsep kekuasaan dengan sifer umum dan berdimensi kepemilikan. Bila
dikaitkan dengan kekuasaan politik, maka kelenasaan politik adalah keleuasaan
yang dimilki manusia disamping kekuasaan lainnya scbagai pemberian Tuhan
Kepadanya. " Dengan kata lain, manusia sebagai pemegang amanah di dunia
menempati kedudukan yang sangar penting dalam kehidupan di dunia. Allah
menciptakan alam semesea ini untuk keperluan dan kemanfaaran manusia,
agar terdapat hidup dan kehidupan yang berkesinambungan. Manusia harus
mempetlakukan alam semesta ini sebagai nikmar dan amanah Allah SWT.
Dalam mengelola alam semesta —termasuk manusia it sendiri—terkandung
pula kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya
secara bertanggung jawab, sesuai dengan perunjuk yang telah diberikan Tuhan
untuk i, "

Dalam perspekif Islam, kedudukan manusia terhadap alam semesta
adalah sangat mulia dan ringgi sekali, yaitu menjadi wakil Allah di aras bumi-
Nya. Keringgian martabat dan kehormatan luar biasa yang dimiliki manusia
ini bukanlah sesuatu yang dimilikinya atau tertanam dalam dicinya (imberens)
semenjak dar semula, akan tetapi datang sebagai pemberian arau karunia
rakhmar dari Allah SWT."” Konsekuensi logis terhadap perspektif manusia
yang seperti itu adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang bertanggung
jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat kevuhanan, antara lain; berkuasa,
pengasih, penyayang, pemaaf, melihat, mendengar, berkata, hidup, berilmu,
berkehendak dan lain sebagainya. Oleh karena ir, Allah menciprakan manusia
bulannya tanpa tujuan, tecapi ia diciptakan-Nya agar beribadah kepada-Nya,
sehagai khalfah-Nya di muka bumi, sckaligus sebagai pemakmur bumi (QS.
23:115 dan Q5.51:56).

Manusia dengan predikar sebagai khalifizh Allah di muka bumi merupakan
salah satu prinsip fudamental dalam seyaseh spordyah (politik hubum Islam),
vang kalau dirunur prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikur:'®

i vigl, hlm, 166,

" A, Rakhman Zaineddin, Kebuasags dan Negara; Peikiran Polivk e Khaldun, Cerakan ke
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1. Tauhid

Tauhid bermakna ‘pengesaan Allah’ yang hanya Allsh lah saru-sarunya
yang Maha Kuasa, Maha Pencipra, dan Maha Pengatur terhadap alam
semesta ini, da hanya bagi-Nya lah hak untuk memerintah dan melarang,
Kita menyembah dan tunduk hanya kepada Allah SWT semara dan ridak ada
yang lain yang menandingi keharusan kita untuk taat kepada-Nya dari tinghas
atau benruk apa pun. Hanya Allah-lah yang memiliki segala atribue kekuasaan
(Q5. 67:1, Q8. 21: 23, Q5. 18: 27, dan Q8. 2:255).

Dasar-dasar ketauhidan ini meniadakan konsep kedaularan politik dan
hukum manuisa. Tidak ada individu, keluarga, kelas sosial, atau pun ras
manusia yang dapat mengunggulkan dirinya di aras Allah SWT. Sehingga
Allah sendirilah yang bertidak schagai pengatur, dan firman-Nya merupakan
hukum [slam, Asas tauhid merupakan asas yang fundamental. Ketika seorang
muslim mengumandangkan bahwa tiada tuhan kecualai saru yaim Allah,
maka ia telah meniadakan semua kewenangan kecuali kekuasaan Allah (QS.
2:107 dan 255), karena hal ini, seperti yang dikemukakan Igbal, menuntue
“Kesetiaan hanyalah kepada Allah dan bukan kepada tahes™"

2. Risalah ( Kenabian Muhammad SAW)

Risalah kenabian merupakan medium bagi manusia dalam menerima
hukum Allah, Bersumber dari misi risalah ini manusia menerima dua hal; a) Al-
Qur'an (kitab suci yang di dalamnya Allah menjelaskan hukum-hukumnya0,
dan b) Pemberian suri tauladan dan penafsian yang benar dari kandungan
Al-CQur'an oleh MNabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip yang luas, yang
kehidupan manusia harus berdasarkan kepadanya, telah disebutkan dakam
Al-Qur'an. Nabi Muhammad relah menyusun model kehidupan islami yang
sesi i dengan firman Allah dengan secara prakeis melakzanakan hukum Allsh
dan memberikan detail-detail penting yang sangat diperlukan. Kombinasi
keduanya ini dalam terminologi Islam discbur syeriar, yang merupakan
hukum tertinggi Islam (8. 57:25, Q8. 2:151, dan Q8. 33: 21).

3. Kekhalifshan (Perwakilan atau Kepengnasaan Manusia di Muka Bumi)

Kekhalifahan ini merupakan prinsip dasar ketiga dalam sayasah mpar b,
Kara bhalifah sccara harhah bermakna ‘perwakilan’ (5. 2:30 dan Q5. 38:26).
Tempar dan posisi manusia yang hakilki menurur Islam adalah bertindak
schagai perwakilan Allah di muka bumi ini, sebagai khalifah-Nya, vakni

|7 lghal, The Beconstruction of Religions Thoughss fn felanr, Dehi, 1975, him. 147,
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berdasarkan atas kekuasaan yang discrahlan Allah kepada manusia. Schingga

ranusia diharuskan untuk melaksanakan dan mewujudkan keluasaan Ui ke

dunia ini dalam batas-batas yang relah ditenmkan-Nya, Konsep kekahlifahan

inl meliputi lima hal ;'

a. Manusa hanyalah bertindak sebagai pengelola (administrator) dan
manusia ridak memegang posisi ini menurut haknya sendin;

b. Manusia harus mengelola sesuai dengan atran-aturan yang diberikan

Allah SWT;

c.  Selama menjalankan kekuwasan-kebuasaan ini, manugia harus juga
memenuhi wjuan dan maksud Allah;

d.  Manusia harus menjalankan kekuasaan ini dengan batas-batas yang telah
digariskan Allah; dan

e Siapa pun yang memegang kekuasaan, dia harus bertanggung jawab atas
segala rindakan yang diambil.

Ofleh karena itu, negara yang didirikan sejalan dengan tweori siuasab
sypariyah ini akan secara nyata menjadi “kekhalifahan di bawah kekuasaan
Allah” dengan tujuan untuk memenahi maksud dan kehendak Allah di atas
bumi-Nya dalam batas-baras yang welah Dia rentukan dan sesuai dengan
SEIMLa ajaran dan Fﬂ'h!ﬂ]‘lﬂp{rinﬂh-ﬁ}’a,“

Dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Allah di atas bumi,
Al-Qur'an memberi kewenangan kepada manusia untuk berhak membuat
aruran-aturan berkenaan dengan kehidupan dan penataan masyarakat dalam
institusi pemerintahan negara, bahkan mewajibkan mereka menara kehidupan
berdasarkan runtunan yang diberikan Allah SWT. Kewenangan inilah yang
menurut teori siyaseh sarivh disebur al-Sulthal al-Tasyrityah (kekuasaan
legislarif), yaitu kekuasaan insticusi negara untuk membuat dan menetaplkan
hukum yang akan dibedakukan dan dilaksanakan elch masyarakatnya
berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at [slam.
Kekuasaan legislarif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan
negara, karena ketentuan dan kevetapan yang dikeluarkan oleh lembaga
legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekunf (af-
Suulthah al- Tanfidzivah) dan dipertahankan oleh lembaga yudikarif (a/-Swithah
al-Qadba’fyak) atau peradilan.

# Syekh Syaukat Hussain, Op. Cit., him, 12
™ Abul &l Al-Maududi, Fromen Rights i filaor, Migack, 1978, hlm. 88,




Dengan kara lain, dalam al-Sulthab al-Tasrityak (kekuasaan legislarif)
pemerintah melakukan tugas sipasah syarpab-nya untuk membenuk suaru
hukum yang akan diberlakukan di masyarakar demi kemaslahatan wmar,
sosuai dengan semangar ajaran ldam® Oleh karena iru, undang-undang
dan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan olch lembaga legislanf harus
mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syan‘ar Islam, yairu Al-Curan
dan Sunnah Nahbi. Dalam kaitan ini terdapat dua fungsi lembaga legislanf;
pertama, dalam hal-hal yang kewenruannya sudah terdapar di dalam mash Al-
Qur'an dan Sunnah Nabi, undang-undang dan peramran-peramuran yang
dikeluarkan oleh al-Sulthah al- Tasyri'vab (lembaga legislatif) adalah undang-
undang dan peraturan-peraturan flebipah yang disyari'atkan-Nya dalam
Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya, dalam proses legislasi
atau pembuatan undang-undang haruslah dibatasi oleh kriteria yang telah
ditetapkan oleh syari'at. Badan legislatif ini cidak dapar berkuasa untulk
membuat hukum apa pun yang berentangan dengan ketetapan yang ada
dalam Al-Qur'an As-Sunnah, Perintah dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya
haruslah diterima dan dipamuhi. Tidak ada badan legislarifyang boleh membuar
perubahan atau modifikasi di dalamnya, Badan legislarif hanya berkomperen
untuk mengundangkan segala aturan atau regulasi dalam herangkan yang
telah ditentukan. !

Mamun hal ini sangat sedikir, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran
Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikic
sekali menjelaskan suaru permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan
masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga memburuhkan jawaban yang
epat untuk mengantisipasinya. Artinya, untuk frman-firman Allah yang
mungkin dapat mempunyai dua penafsiran atau lebih, menjadi anggung
jawih badan legislacif karena tersedia ruang lingkup yang sangat luas unruk
proses pembentukan undang-undang yang berkenaan dengan masalah yang
tdak rercakup keretapan-kewctapan syariah sccara spesifik. Badan legishal
bebas untuk membentuk undang-undang terhadap masalah-masalah yang
demikian ini, tentu saja dengan memandang jiwa Islam secara umuom. Jika
terdapar hukum yang relah diundangkan dalam kitab figh, maka badan legislarif

" Mushsmmad Igbal, Figh Shaah Kenteksruafizesd Dakirim Politik Islam, Cerakan ke-1, Gaya
Media Prawma, Jekcans, 2001, Bm. 162,
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dapat mengikurinya. * Jika ridak, maka badan legislatif menjalankan fungsi
kedua-nya yaitu melakukan penalaran krearif (ijrihad) terhadap permasalahan-
permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh mask Al-Qur'an, Di
sinilah urgensinya lembaga legjslatif diisi oleh para mujeahid dan ahli farwa
sebagaimana dikatakan oleh Abd. Wahab Khallaf, bahwa orang-orang yang
duduk di lembaga legislarif ini hendaknya terdiri dasi para mujeahid dan ahli
farwa (meaffd) serta para pakar dalam berbagai bidang, ™

Para mujtahid dan shli facwa (muff) serta para pakar dalam berbagai
bidang rerscbur, melakukan jjiihad untuk menetapkan hukum dengan jalan
giyas (analogi). Mereka berusaha mencari ‘illzs atau schab hukum yang ada
dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan
yang terdapat di dalam mash. Di samping harus merujuk kepada mash, ijrihad
anggota legislarif harus mengace kepada prinsip jalé al-mashalib dan daf” al-
mafasid (mengambil maslahar dan menolak kemdharatan). Selain itu, ijtihad
mereka juga perlu mempertibangkan situasi dan kondisi sosial masyarakar, agar
hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat
dan tdak memberatkan mereka

Urgensi mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini
mengisyararkan bahwa undang-undang arau peraturan yang akan dikeluarkan
oleh lembaga legislarif ridak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan ridak
kebal terhadap perubahan. Kalau terjadi perubshan dalam masyarakar da
undang-undang lama ridak bisa lagi merespon perkembangan tersebut, malka
badan legislatif berwenang meninjaunys kembali dan menggantinys dengan
undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan
anusipatif terhadap perkembangan masyarakar. Dalam lembaga legislatif
ini para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan
undang-undang yang baru. Serelah tefjadi kesepakaran, dikeluarkanlah
undang-undang baru untuk diberlakukan di dalam masyarakac.™

Adapun kewenangan lain dari lembaga legislanf adalah dalam bidang
keuangan negara. Dalam masalsh ini, lembaga legislarif berhak mengadakan
pengawasan dan mempertanyakan kepada perbendaharaan negara; sumber
devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada

1 fhic,, hlm. 20,
2 Abd. Wahab Khallaf, As-Siyarash As-Syar eak, Dar d-Anshar, Kai, 1977, bim, 42,
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kepala negara selaku pelaksana pemerintahan {alsuwithab al-tanfideiyak). Dalam
jangka wakm rertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban
dan laporan keuangan negara. Di samping ite, menurur Mahmud Hilmi,
al-sulthab al-tagyrityah mempunyai kewenangan di bidang politik. Dalam
hal ini, lembaga legistarif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekurif,
bertanya dan meminta penjelasan kepada kepada eksekourif rentang suam hal,
mengemukakan pandangan uncuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.”

¥ Ividl, hlm 209,
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Pembangunan
Hukum Nasional

turan Peralihan Pasal [T UUD 1945 menetapkan: “Segalan badan
negara yang ada masih berlaku selama belum ada yang baru menuru
ndang-undang Dasar ini”. Berdasarkan ketepan ini, secara implisic
menyiratkan tiga polok pikiran: pertemas, bahwa serelah negars Indonesia
terbentuk, Indonesia bdum mempunyai peraturan arau hukum negara yang
dibentuk berdasarkan kerenmuan UUD ini, Akan terapi, yang ada adalah
peraruran p:‘n'lnggahn pcmu‘int:lh kolonial: kedus, bahwa unmuk semenara
menjelang terbentuknya peraturan negara Indonesia, yang pembenmukannya
sesual dengan yang dikehendaki UUL, peraturan yang diwarisi dari zaman
kolonial dinyatakan retap berlaku; dan ketige, bahwa cepar atau lambac
Megara Republik Indonesia harus mempunyai hukum negara sendin, yang
pembentukannya adalah menurut cara yang ditenmkan dalam UUD,
Peraturan negara yang dibenuk menurue kehendak UUD 1945 imulah
yang disebur hukum nasional. Jadi, hukum nasional secara sedethana dapat
diartikan s=hagai seperangkat peraturan tertulis yang mengarur tingkah laku
manusia, dibuat dan dijalankan oleh badan negara yang ditentukan, berlaku
dan mcngj!ut untuk seluruh warga negara Indonesia.'

Atas dasar pengertian hukum nasional sebagaimana rersebur di atas, maka
dc:r:.ga.n mn:rd:iun}ri ba.ngm Indonesia P&da. Ia.u.Hal 17 Agustus 1945 adak
berarti dengan sendirinya bangsa Indonesia relah memiliki hukum nasionalnya
sendiri, meskipun peraturan atau hukum peninggalan zaman kolonial untuk
sementara diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum posinf, teapi ia
bukan hukum nasional antara lain karena;® Pertama, peraturan arau hukum
tersebut tidak dibentuk oleh badan negara Indonesia; kedua, pemberlakuannya
tidak untuk semua warga negara secara umum. Peraturan ataw hukam yang

! Amir Sparifuddin, Meretar Kebebwan liihad falu Permiing Habum blow Kowiemparer df
faddomeiia Censhean ke-2, Cipuarss Press, Jaloares, 2005, him. 12
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diwariskan olch pemerintah kolonial terdapar tiga bentuk yaitu hukum Barat
dalam hal ini adalzh hukum kerajaan Belanda yang diberlakukan di Hindia
Belanda secara kombordansi; hukum adat dan hukum Islam; dan ketiga, beniuk
hukum ini ridak sama pemberlaluannya tethadap warga negara. Kenyataannya
warga negara dibagi dalam tiga kelompok yaitu penduduk Indonesia asli atau
bumi putera atau pribumi sebagai kelas bawah; orang Timur Asing sebagai
kelompok menengah dan orang Eropa schagai kelompok atas atau kelas saru.

Ketiga sistem hukum tersebur di atas, diberlalukan berdasarkan
Ptngd-nmpﬂhm pcm:ludul:; hukum Barat atau BYW diberlakukan t:rhad:a.p
orang Eropa dan Timur Asing; hukum Islam diberlakukan rerhadap penduduk
asli yang velah kuar pengaruh Islimnya, sedangkan hukum adar diberlakukan
terhadap penduduk Indnesia asli yang belum mendapar pengaruh kuar dari
hukum Istam. Sementara bidang hukum lainnya yaim pidana, dagang, acara
dan lasinnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum Belanda.?

Menurur Padme Wiahjono,' membangun hukum di Indonesia akan
sangat tergantung pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang selanjutnya
akan menenmuban rambu-rambu fikafai di dalam pembentukan hulam
tersebut. Rambu-rambu filsafari tersebur anrara lain menyanghkur hal-hal
sebagai berikur ;

1. Hukum Sebagai Alat

Hukum bukanlah tujuan, melainkan suam alac yang rerkaic pada
pencapaian suamn tujuan sebagaimana yang dircgaskan dalam ketentuan
Penjelasan UUD 1945 pada bagian Umum No. TV: “UUD 1945, sebagai
hukum dasar berisi instruksi unmuk menyelenggarakan kehidupan negara dan
kesejahreraan sosial”, Dengan demikian, hukum adalah alar unuk ketertiban
kehidupan negara dan sekalipus alat untuk mendapatkan kesejahteraan
sosial. Jadi, bukan semara-mara untuk keamanan dan ketentiban masyarakar
(KAMTIBMAS) melainkan juga untuk mengukuhkan dan merekayasa
kesejahreraan sosial. Hukum adalah alar untuk tertib dan adil sejahrera arau
dengan ungkapan lama sava renirem kertarabarga.

2. Milai-nilai yang Harus M:u.ju“ Marens Huleam
Suaru hukum pada hakikamya berisikan pilihan mengenai hal-hal yang
dianggap baik bagi kemanusiaan atau nilai (rermasuk yang dianggap udak
1 fbid, hlm. 32 — 13,
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baik atau ridak bernilai). Maka, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai
yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan tingkat kesadaran hidup
bangsa yang bersumber pada Pancasila, yairu nilai-nilai yang mencakup
berbagai aspek kehidupan yang universal yang melipui ideologi, demokrasi,
ckonomi, kebudayaan, pendidikan, keseharan, keadilan arau hukumnya i
sendiri dan lai sebagainya. Berbagai aspek kehidupan vang universal tersebur,
akan dibatasi oleh seperanghkar rata nilai yang terkandung di dalam ide-ide
dasar yang diinginkan oleh Pancasila atau olch bangsa Indoesia. Ide-ide dasar
ini berupa rumusan seperangkar tata nilai yang dipadukan oleh pandangan
hidup bangsa. Secara ringlas nilai-nlai yang ada di dalam Pembukaan UUD
1945 discbur "barasan dasar” seperti bermasyarakar, bernegara, tujuan negara,
sifar hakikat negara (terjadinya), sikap perilaku demokratis atau kerakyatan
dan sehagainya Sedangkan nilai-nilai yang terumus di dalam pasal-pasal
atau batang wbuh UUD 1945, pada hakikamnya akan membentuk ramanan-
tatanan terwentu seperti tatanan ekonomi, tatanan hukum, tatanan budaya
dﬂﬂ. Rhﬂgﬂjnﬂ-
3. Prinsip Operasional Pembangunan Hukum

Tujuan yang hendale dicapai dari suatu pembangunan hukum adalah
masyarakat (modern) yangadil dan makmur berdasarkan Pancasila sehagaimana
twjuan dalam kehidupan bernegara. Secara konkrer, rujuan bernegara ini
secara bermahap dan berkesinambungan di dalam kegiatan bernegara disebut
haluan negara. Pada masa Orde Baru (pemudis), haluan negara ini ditetaplan
lima tahun sekali dan disebur Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
pada pokonya ialah Pola Umom Pembangunan Masional. GBHN inilsh yang
menjadi perunjuk operasional bagi pembangunan hukum di Indonesia ketika
inu (pemulis). Adapun bidang-bidang utama sebagai sasaran dari pembangunan
hukum adalah: (1) pembentukan dan perencanaan hukum; (2) penegakan
hukum di pengadilan; (3) pelaksanaan/penerapan/ pelayanan hukum di luar
pengadilan; (4) perkembangan hukum secara akademik (pendidikan hukum);
dan (5) kegiaran hukum yang bersifar antar tata hukum (regional maupun
internasional). Kelima bidang ini menurutya merupakan langkah-langlkah
strategis yang akan membenruk kerangha landasan pembangunan hulkum.

4. Masalah Teknis Pembangunan Hukum
Beberapa masalah teknis dalam pembangunan hukum yang harus

dikembanglan melipuri hal-hal !-'EIJL'.‘!B'M berilout:

Pembangunan Humm Nasional qeag



. E[ch.ng; Pﬂ:nb:nmka.u hukum

1)

2

3

4)

5)

P:mbanguna.n hukum yang baik alzh yang berencana dan ndak
tergantung semata-mata pada selera sesaar (Her grillen van ber
ogenblik), Dalam masalah ini akan berhadapan dengan program
legistatif nasional;

Pembentukan hukum harus baku dan jelas proses arau prosedur
yang harus ditempuh, dan dalam hal ini akan berhadapan dengan
masalah proses [qisl:{tif nasional:

Fumuzan hul'::um ::m.'mpakan Fuar l'lﬂkﬂ.h tertentu Fang I:ﬂ.kll Fl.'lll
bentuk dan susunannya dan dalam hal ini akan berhadapan dengan
masalah teknik perundang-undangan dan bahasa hukum;

Jumlah produk hokum yang dapat dihasilkan oleh lembaga
pembentuk hukum menentukan pula laju pembangunan hukum
dan dalam hal ini akan berhadapan dengan masalah beban legislatif
nasional;

Merumuskan dalam hukum  suaru  masalah  memerlukan
pengorganisasian atau pengadminisirasian yang baik. Biasanya
wergantung pada macam atau jenis hukum, apakah mengatur yang
pokok-pokok sehinpga harus luwes atau mengarur pelaksanaan
terperingi. Menggabungkan kedua hal dalam satu pengaturan
mengakibatkan hukum cepat usangatau menghambac perkembangan
sehinpga perlu deregulers, atau menumbuhkan suatu birokrasi yang
negarif; dan

Scsuai dengan vraian di atas bahwa hukum hars sesuai dengan
pandangan hidup bangsa dan aspirasi masyarakat, maka perlu pula
pembakuan tentang lembaga penampung aspirasi rakyar seperti
misalnya lembaga dengan pendapar umum.

b,  Dibidang penegakan hukum masalah-masalah teknis yang terutama harus
dikembangkan falah antara lain, masalah yurisprudensi, kebijaksanaan
penegakan hukum, pembinaan lembaga-lembaga penegak hukum dan
pejabatnya, pendapat sarjana schagai hubaim ridak reroulis dan sebagainya;

c. Di bidang pelayanan hubum yang terutama islah penanaman jiwa
pengabdian schingga tdak menumbuhkan kevervban hukum biaya
tinggi. Ringhasnya suatu prinsip pelayanan masyarakat yang baik yang
harus dikembanglean (Algemene Begintelen van Beboorlijk Bestuur);

oty Megun Hukum Indanesia Pasca Parubahan D 1045



d. Dibidang pengembangan hukum menyanglut masalah tujuan, hasil dan
struktur pendidikan hukum mulai yang formal rerendah sampai yang
tertingg dan yang non formal di lingkungan pendidikan jabaran: dan

e.  Dalam bidang antar taca hukum, yang terutama ialah masalah perserujuan
rakyar arau rarifikasi.

Seiring dengan pendapat Padmo Wahjono di atas, Satjipte Rahardjo
mengemukakan bahwa hulkum suaru bangsa itu senantiasa merupakan hagian
dari proses sosial yang lebih besar, yang dijalani oleh bangsa yang bersangkutan
schingga pembangunan hukum nasional itu sendiri merupakan suaru proses
vang paralel dengan terjadinya proses dalam perubahan sosial * Oleh karena iru,
membahas perabangunan hukum Indenesia sama sekali tidak bisa dilepaskan
dari keterkaitannya dengan proses-proses yang berlangsung dalam masyaraka.
Artinya, pembangunan sosial dan pembangunan hukum tidak dapat dilihat
sebagai proses yang rerpisah saru sama lain yang berjalan sendiri-sendiri.®

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD
1945 [/ penuhs} Hhﬂg:l.i.m:ln:l rechnstaas dan rele ﬁ:f-_h;w adalah suatu ltﬂI'IBEP
sosial, maka demikian pula hendaknya konsep Negara Berdasar Hukum di
Indonesia itu. Lebih dari i, unuk memperjelas Negara Berdasar Hukum
itu sebagai suatu konsep sosial bukan hanya konsep yuridis, ada beberapa hal
yang bisa dipakai unuk memperjelas Negara Berdasar Hukum sebagai suatu
konsep sosial, antara [ain adalah sebagai berikut 7
1. Faktor rancangan UUD 1945;

Faktor perubzhan sosial;

Bakror (pengalaman) sejarah;

Fakror dasar kerohanian Pancasila;

Fakror konsep dan dokerin yang berkembang:

Fakror internasional; dan

Fakror geograh / demograh

Menurumya, ketujuh faktor di ats seharusnya mendasari konsep
Negara Berdasar Hukum Indonesia sehingga pembangunan hukum nasional
seyogyanya mampu menampung dan merekam serta merumuskan dengan

BV

! Satjipro Rahardjo, *Pembangunan Hulkum Masionsl dan Perubahan Sosial* dafam Arcidjo Alkostar
(Ed), Mrmriras Hubure Nasiseal, Cevslan ke-1, FH-UII, Yopakarm, 1997, blm. 167.

* e, him, 171,
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batk perubahan sosial yang sedang terjadi. Demikian pula ilmu hukum
Indonesia, sudah seharusnya mampu untuk dengan tegar membangun suaru
teori hukum Indonecsia schagai penggambaran dari apa, dapeimana dan
leermana tujnan bukum Indonesia ion®

Sebenarnya setelah Negara Republik Indonesia berdiri, perencanaan
secara terarah mengenai bagaimana seharusnya hukum di Indonesia irtu
dibangun sudah diberikan arahannya oleh UUD 1945 meskipun dalam
bentuk yang sangar sederhana.® Akan tetapi, secara riil pada saat itu konsep
perencanaan yang bagaimana hukum di Indonesia it harus dibangun belum
dirumuskan secara jelas, sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan
pads masa itu yang juga rambu-rambunya belum begitu jelas. Adanya suatu
perencanaan yang jelas mengenal Pembangunan Masional pada wmumnya
dan Pembangunan bidang Hukum pada khususnya ialah kerika perrama
Majelis Permusyawaritan Rakyat (MPRS) pada tanggal 3 Desember 1960
menctapkan Kewnpan MPRS MNo. II/MPRS/Tentang Garis-Garis Besar
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961
— 1969." yang penjabarannya lebih lanjur dibuar oleh Dewan Perancang
Masional (DEPARNAS). Namun, rancangan pembangunan tersebur ridak

' forel, Blm, 181 = 182,

¥ Arahan yang dimakeud dapar dilihet pada paragraf empar Pembekain UUD 1945 mesgenai
tujuan bangsa dan negam Indonesia yarg bendak dicapai, yaine: (1} mdindungi sepenap hangs
[ndonesia dan sebunah l'urnpah derzh Indenesiay (2} mﬂ'l'l.ﬂ:ll.lj'I.H'I. kesejshieraan amurme, menerdsskan
kehidupan bangsa: dan (3) ikur melddsanakan ketertiban dunis yang berdisardkan kemerdeksn dan
keadilzen sosial. Untuk mewswjudioan keiga mecam tojoan ios, males osganisisi negara divasun dengan
miemperhatikan hak-hak asasi warga negara dan pembagman dan pembarssin nipes-reges kerarinegaromn
mmmdihm LIS 1945, D.lh.m_pm!n. ik, karena negarn Indainesia rhemPum;ii dasiar
negers, paaks usahs neouk mewujudban keriga rujaen negars di aras hans didisaskas pada Pancasila,
Sefaun ing, dalarm Perdelacan TUD 1545 {umg‘:.jnﬁu Pemeripraban M-:ru. anezra lain dikemylealan
d:n.;m. |dﬂbl]1“l'!!¥|ﬂi Tudanmis bevdarar arer bubwm (rechrrass), paek berdssarkan gras bebupisss
Belaka fonacbrneaar], Kemsdiam dalam Elu.nﬂ_Tul:-ul: LIV 145 secara R disehutkan bahws wnnek
mevndjudban tojuss negars hares dilabulon melali ars mempergunaban anearm lain s desskoad
dan av m:dﬂﬁunhﬂi'{ﬂ'lﬂ = Bri Soemanri ]!.'l.ﬂmmewi.gnjn. '..m;'h[tru Huloum dan Persajudan
eladany Sisvem Huloem Mausianal”, dalaes Busyeo Muqoddes, didk. (EdL), Politdh Pemdenpuman Hukaom
MNerforal, UT-Press, Yopyabasea, 1992, him. 26).

'* Menpenal Fembangunan Hulkam delam Kevempan MPRS Mo, [MP RS 94650 disebutkan antaga
buin bahwa herdakoys ass-asss Pembinaan Hakam Misions] ing scisd dengan Halsan Megara, dan
bedardaskan pada hukum adat yang tdak menphamba perkembangin masyanks adil dan maknur
Fada bagan lain dhamaban Pembisaan Hukem Masionsl agar berlamdaskan pada hukum adar vang
sesuai dengan peckembangen kesadarn rakyar Endonesla dan tidak menghambat teripeanya masyacakat
adil dan maksmur.
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dapar disclesaikan dengan baik oleh karena terjadinya G. 30. § / PKI yang
mengubah arah perkembangan politik dan Pembangunan di Indonesia yang
terutama sekali ditandai dengan kebangkiran Orde Baru, !

Pada zaman Orde Baru inilah dilakukan perumusan yang lebih jelas
tenfang perencanazan pembangunan pada umumnya dan pembanganan
hukum pada khususnya. Swategi perencanaannya dilskukan melalui apa
yang dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yaitu
perencanaan pembangunan dirumuskan untuk setiap lima rahun sekali.
Untuk setipa lima Repelita (25 rahun) disebur sebagai tahapan Pembangunan
Jangka Panjang (PJP). Sedangkan mekanisme penetapannya dilakukan
dengan ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) olch
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang setiap lima tahun
sekali. Dalam GBHN terscbut diberikan arahan tentang Pembangunan
MNasional pada umumnya, Pembangunan Masional Jangka Panjang, dan
Pembangunan Lima Tahun yang akan dijalani kecuali unruk Repelita | karena
belum memiliki GBHN. Hal ini discbabkan oleh karena pada saat itu negara
belum melaksanakan pemilihan umum yang diperlukan untuk menetapkan
pembentukan lembaga rertinggi negara = MFR — dan pada saar iru masih
melanjutkan keberadaan Majelis Perusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
yang dalan beberapa kali Sidang Umumnya di awal masa Orde Baru masih
belum berhasil memperoleh kesepakaran untuk menetapkan GBHN yang
diperlukan untuk memberikan arahan bagi rencana Pembangunan Nasional
yang akan dilaksanakan. Akan terapi, berdasarkan Ketetapan MPRS MNo. XLI/
MPRS/1968 Tentang Tugas Pokek Kabiner Pembangunan, pada ranggal 30
Desember 1968 welah ditetaplkan Keputusan Presiden Mo, 319 Tahun 1968
Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun T yang berangsung 1969 / 1970
— 1973 | 1974. Dengan demikian, maka Keputusan Presiden inilah yang
menjadi dasar dan arahan yang perrama mengenai Pembangunan Nasional
yang akan diselenggarakan pada masa Orde Baru rermasuk pembangunan
bidang hukum.'

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lenghap dan mendasar rentang
perencanaan pembangunan sektor hukum, dapar dilihat perumusannya
dalam berbagai GBHN yang menjadi dasar pelaksanaannya (kecuali unruk

¥ AbAwrrabimian, .Bdbtm;p.l Asprbra Torarg Mﬂg-ﬂd:r Hekom Magomal, Cenakan ke 1, FT. Ciira
Aditys Bakri, Bandung, 1995, him_ 42
1 fvial, blen. 4% =50,
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Repelica [ yang belum ada GBHM-nya) dapar dikemukakan secara berturut-
urut sebagai berikur:

L

Tap MPR No. IV / MPR [ 1973
Ketetapan MPR No. [V / MPR / 1973 Tentang GBHN yang memuar

Pala Umum Pelira 1T memberikan beberapa ketentuan tentang pembangunan
di bidang hukum schagai berikur:

1.

11.

Pembangunan di bibidang hukum dan Negara Hukum Indonesia adalah
berdasar aras landasan sumber tertib Hukum MNegara yaitu cita-cita yang
rerkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cira-cica hukum serca
cita-cita moral yang luhur yang meliputi sussana kejiwaan serta warak
dari bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945;
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum rakyat yang berkembang ke arah
modernisasi menurur tingkat-ringkat kemajuan pembangunan di segala
bidang schingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum scbagai
prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan
bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan
modernisasi dan pembangunan yang menycluruh, dilakukan dengan :

2. Peningkatan dan penyempurnzan Pembinaan Hukum Nasional
dengan antara  lain mengadakan  pembaharuan, kodifilasi
serra unifikasi hukum di bidang-bidang terrent, dengan jalan
memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;

b. Meneribkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya
masing-masing dan

¢. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakar dan membina sikap

para penguasa dan para pejabat pemerintsh ke arsh penegakan hukum,

keadilan serta perdindungan terhadap harkar dan martabar manusia dan

kerertiban serta kepastian hukum scsuai dengan UUD 1945,

Tap MPE No. IV / MPR / 1978
Keterapan MPR Mo. IV / MPR / 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan

Megara yang memuat Pola Umum Pelita 11T memberikan beberapa arahan
tentang masalah pembangunan huboum sebagai berikur:

Y i, him: 52 = 65.
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Dalam asas-asas pembangunan disebutkan saru asas yairu Asas Kesadaran
Huleum, ialah bahwa seriap warga negara Indonesia harus selalu sadar
dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum;

Dalam Wawasan MNusantara, disebutkan bahwa seluruh kepulauan
Nusantara merupakan satu kesaruan hukum dalam arti bahwa hanya ada
satu hukum nasional yang mengabei pada kepentingan nasional.

Secangkan Pola Umum Pembangunan bidang Hukum, menyatakan:

1

Permbangunan di bidang hukum dalam negara hukum [Indonesia
didasarkan atas sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila
dan UUD 1945;

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum

mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat  kemajuan

pembangunan di segala bidang, schingga dapadah diciprakan kerertiban
dan kepastian hukum dan mempetlancar pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha unruk:

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional,
dengan antara kin mengadakan pembaharuan kodifikasi serta
unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperharikan
kesadaran hukum dalam masyarakar;

b, Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan
WEWENANENYE MAsing - masing;

c.  Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak
hukum; dan

d.  Membina pﬂlytl:nggalm banwan hukum unruk En]cmg}.n
masyarakat yang kurang mampu.

Meninglkatkan kesadaran hukum dalam masyarakar sehingga menghayari

hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para

pelaksana hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan
terhadap harkar da martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum

sesuai UUD 1945;

Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tara Usaha MNegara; dan

Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perluditinghkatkan langlah-

langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyanghut hak

dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila

dan UUD 1945.

lehu.g!ml.lﬂlhumriﬁﬂlﬂ-
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Tap MPR No. 11/ MPR / 1983
Ketetapan MPR No. II / MPR / 1983 Tentang GEHN yang memuar

Pola Umum Pelita TV, memberikan beberapa parokan berkenaan dengan
Pembinaan Hukum Nasional dengan asas yang sama seperti Tap MPR Ne. 11
{ MPR [ 1978. Mengenai Pola Pembangunan bidang Hukum pada Tap MPR
Mo. I / MPR / 1983 ditegaskan:

1.

Iv.

Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam
rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikas
dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperharilean
kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakar;

Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing;

Memantaplkan sikap dan perilaku penegak hukum sera kemampuannya
dalam ranpka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparar
penegak huloum;

Meningkatkan penyelenggarsan bantuan hukum dan pemberian bantuan
hukum bagi lapisan masyarakar yang kurang mampu; dan
Meningkatkan sarana dan prasarana yang dipetlukan untuk menunjang
pembangunan di bidang hukum.

Tap MPR No. I /| MPR./ 1988
Ketapan MPR Mo, II/ MPR / 1988 Tentang GBHM yang memuat Pola

Umum Pelita V' merumuskan pembangunan bidang hukum sebagai berikur:

1.

Pembangunan hukum schagai upaya untuk menegakkan keadilan,
kebenaran dan ketertiban dalam MNegara Hukum Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarshkan untuk meningkatkan
kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian
hukum, serea mewnjudkan tara hukum nasional yang mengabdi pada
kepentingan nasional;

Pembangunan ukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, mencipraka kondisi yang
lebih mantap schingga setiap anggora masyarakat dapat menikmat iklim
kepastian dan dari ketertiban, hukum, lebih memberikan dukungan dan
pengaraha pada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran
yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembanglan disiplin
nasional dan rasa raggung jawab sosial pada setap anggota masyarakar.
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Di samping iw, hukom benar-benar harus menjadi pengayom
masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan
dan ildim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalim
pembangunan serra mendukung stabilitas nasional yang sehar da dinamis;
Dalam rangka pembangunan hukum perdu lebih ditingkatkan upaya
pgmba.hn.;mn hukurn secara rerarah dan u:rpadu antara lain kodifikast dan
anifikasi bidang-bidang hukum rementu serta penyusunan perundang-
undangan baru yang sangar dibutuhkan wnwk dapar mendukung
pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan munrutan pembangunan,
serta tinghkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam
masyarakar

Dalam ranglea meningkatkan penegakan hukum perdu rerus dimantaplan
kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuaidengan tugas
dan wewenangnya masing-masing serta harus ditingkatkan kemampuan
dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para
penegak hukum sebagai pengayom masyasakat yang jujur, bersih, wegas
dan adil;

Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran
hukum yang tinggi dalam masyarakar, schingga setiap anggota masyarakat
menyadari dan menghayan hak dan kewajibannya sebagai wanga negara,
dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap
harkar dan martabar manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian
hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang
taat pada hukouam;

Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperolch keadilan dan
petlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan menjadi
lebih sederhana, cepar dan tcpat dengan biaya yang rerjangkau oleh
semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan it perlu lebih dimantapkan
penyelenggaraa pemberian bantuan dan konsulasi hukum bagi Lapisan
masyarakat yang kurang mampu;

Uncuk MEnUnjang upaya pcmhangunm hu]:mn.p:rlu terus ditingkaﬂmn
penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serra diringkatkan
pendayagunaannya; dan

Dalam usaha pembangunan bukum perlu ditingkatkan langkah-langkah
unruk mengembangkan dan menegalkan secara serasi hak dan kewajiban
asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
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V. Tap MPR No. I / MPR / 1993

Garis-Garis Besar Haluan MNegara 1993 yang dimangkan  dalam

Keterapan MPR No, I / MPR / 1993 selain mengandung penyempurnaan
terhadap Pola-pola Dhasar Pembangunan Nasional dari apa yang dirumuskan
sebelumnya, juga memuart suatu kerangka landasan dari Pembangunan Jangka
Panjang 11 dan secara eksplisic memuat suatu keranghka dasar Pembangunan
Nasional Pelita V1. Dengan demikian, maka dapat memahami secara tuntas
bagaimana lkeranglea dasar Pembangunan Hukum hendaknya juga dilihat

pada tiga asp:b: tersebur, yaitu srba.g'al berikur:

Mengenai asas pembangunan nasional dalam GBHN 1993 disebutan
adanya apa yang dinamakan “Asas Hukom”. Penyebutan ini sebenamya
bukanlah suatu hal yang baru sebagaimana dalam GBHN ini ada
penambahan beberapa asas Pembangunan MNasional, akan rterapi
istilahnya berbeda dan GBEHM-GBEHM Ecb:lumn}ra. E:iak GBHM
yang termuat dalam Ketetapan MPR No. IV / MFPR / 1978 kemudian
dilanjutkan dengan Ketetapan MPR No. [1/ MPR/ 1983 dan Ketetapan
MPR Mol / MPR / 1988 asasnya disebut "Asas Kesadaran Huleum™
dengan rumusan bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar
dan taat kepada hukum dan mewajiblkan negara untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum. Rumusan ini sejak dulu memang dirasakan
tidak terlalu pas dengan konsep yang dikenal dalam ilmu hukum tentang
apa vang dimaksud dengan kesadaran hukum atau Rechisbeumstzgin,
Sekarang dignnakan istilah “Asas Hukum® (dengan membuang kata
kesadaran) dengan pengertian bashwa penyelenggaraan pembangunan
nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mat pada
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan
unuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Terlepas dari isi
perumusannya, maka penggunaan istilah Asas Hukum (Rechisbeginsel)
dalam ilmu hulum adalah suatu peristilzhan reknis sebagaimana juga
istilah kaidah hukum dan lembaga hukum;

Mengenai wawasan pembangunan hukum yang rermasuls dalam wawasan
nusantara dijumpai penegazan bahwa seluruh kepulavan nusaneara
merupakan satu kesanuan sistem hukum dalam ard hanya ada sam
hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Penegasan
ini sebenarnya hanya pengulangan belaka — wanpa ada perubahan — dari

aﬂmmmmmm 1845



apa yang sudah ditetapkan dalam Ketetapan MPR No., TV / MPR./ 1978,

MNo. [T/ MPR / 1983 dan No. I1/ MPR [ 1988 dan memang tepat untuk

dijadikan Wawasan Pembangunan Nasional. Hanya saja hal ini harus

dilihat sebagai "tpe ideal”, dan Hukum Nasional Indonesia di masa yang
akan datang, namun gelama hal rersebur masih belum dapat diwujudlan
maka masih dikenal saru Wawasan Pembangunan Hukum Nasional lagi
yaitu “Wawasan Bhinneka Tunggal lka™ sebagaimana rercantum dalam

Lambang Negara yang memungkinkan masih adanya keragaman di

dalam kesatuan yang untuk saat seharang masih hares dikembangkan

secara lebih operasional lagh dan

Saru hal baru dalam GBHN 1993 yang belum pernah ditemukan dalam

GBHMN-GBHN scbelumnya yaitu adanya penggarisan khusus dengan

judul “Kaidah Penunmun”, Dalam bagian ini juga diremukan beberapa

penegasan yang ada hubungannya dengan hukum, salah samu diantaranya
berbunyi Hukum Masional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan
masyarakar yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapar berperan
mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional.

Penegasan ini menggambarkan beberapa konsep dasar dari Hukum

Masional Indonesia yang akan dll:rangl.ln, vairu sebagai berikue:

a.  Hukum Nasional merupakan sarana ketestiban dan kesejahterasn
masyarakeae. Di sini termaktub suaru konsep dasar bahwa Hukum
MNasional Indonesia bukan hanya sekedar megejar ketertiban semara,
akan terapi juga ingin mewnjudkan kesejahreraan masyarakat;

b. Hukom Nasional berintikan keadilan dan kebenaran. Int hukum
dalam konsep ini bukan hanya sekedar keadilan akan retapi juga
kebenaran, schingga hukum yang akan direpakkan harus benar-
benar didasarkan atzs prinsip kebenaran:

¢. Peranan Hubum Nasional dalam masyarakar Indonesia adalah
sehagai pengayom masyarakar. Hukum, dengan demikian harus
benar-benar dapar mengayomi segenap lapisan masyarakat; dan

d. Hukum Nasional harus mengabdi pada kepentingan nasional.
Dengan demikian salah satu prinsip dasar dari hukum pasional
yang akan darang ialah mengutamakan kepentingan nasional di aras
kepentingan lainnya,



VL. Tap MPR No. IV / MPR / 1999

Ketatapan MPR No. IV / MPR/ 1999 ini lahir seiring dengan bergulirnya
reformasi sehingga Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 yang dituangkan
dalam keretapan ini pada Bab Il Kondisi Umum, " menegaskan bahwa
di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihalk
produk materi hukum, pembinaan aparatur sarana dan prasarana hukum
menunjuklan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum,
kesadaran hukum, mutu pelayanan serca tidak adanya kepastian dan keadilan
hukum sehingga mengakibarkan supremasi hukum belum dapar diwujukan.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tunruran
reformasiseperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejaharan ekonomi keuangan
dan penyalshgunaan kekuasaan belum diikuti langleah-langkah nyats dan
kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan
dan menegakkan hukum terjadinya campur tangan dalam proses peradilan,
serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinga krisis
hikum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perindungan dan
penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang
terlihat dari berbapai pelanpgaran hak asasi manusia, antara lain dalam benmk
tindak kekerasan. diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu,
arahan lebijakan GBHN 1999 di bidang Pembangunan Hukum Masional
adalah sebagai berikuc:™
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakar untuk

terciptanya kesadaran dan kgpth:m hukum dalam kerangka supremasi

hukum dan regaknyanegara hubum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan rerpadu dengan

mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminadf, termasuk  kendakadilan  gemder dan
keridaksesustannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi:

* Redakour Sinar Grafika, Kereipan-Kevesapam MPR 1999, Ceraban ke-1, Sinar Grafika, Jakara,
19493, him. 63,

1 ftwed,, balm. 65 — 69,
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10.

Menegakkan hukum secara konsisten unruk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai
hak azisi manusia:

Melanjutkan rarifikasi konvensi internasional, terutama yang berkairan
dengan hak acasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
bangsa dalam bentuk undang-undang;

Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak
hukum, termasuk Kepolisian Megara Republik Indonesia, unruk
menumbuhkan  kepercaysan masyarakar  dengan  meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta
pengawasan yang efckeif;

Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengarub
penguasa dan pihak mana pun;

Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kegiatan perckonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa
merugikan kepentingan nasional;

Menyelenggarakan proses pemadilan secara cepar, mudah, murah
dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;

Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, sern meningkatkan
perlindungan, penghormaran, dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan; dan

Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum
dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuneas,

GBHN Tahun 1999 - 2004 ini yang merupakan landasan dan pedoman

bagi pemerintah dan penyelenpgara negara Jainnya dalam melsksanakan
pembangunan lima tahun, dijabarkan lebib lanjut olch Program Pembangunan
Masional (Propenas) Tahun 2000 — 2004 herdasarkan UL No. 25 Tahun 2000
Tentang Program Pembangunan Nasional tertanggal 20 November 2000.
Maka, arah kebijakan pembangunan di bidang hukum dalam GBHN 1999
— 2004 secara operasional pembangunan hukum yang diprogrambkan adalah

sebagai berikur:"

* Redabeur Sinar Grafika, PROPENAS 2000 — 2004 LU Me 25 Tabur 2000 Tenteug Progres

Ponbangiencrs Naroma! Tabwn 2000 - 2004, Cetakan lee-1, Sinar Grafka, Jakarta, 2001, hlm. 33 - 36.
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1.

Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam ranghka

mewujudkan supremast hukum terutama penyempumaan terhadap peratiran
perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sasaran program ini adalah
terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat dan keburuhan pembangunan. Sedanglan kegiatan pokok
yang dilakukan adalah sebagai berikur

a.

P

Menyusun undang-undang yang mengatur wa cam  penyusunan
peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan unwk
mengakomodasi  aspirasi masyarakar dengan terap mengakui dan
menghargai hukum agama dan hukum adag

I'.-I.::n}tmpumak.tn mekanisme hubu.nga.u antara p:mt:inmh dan DPR
dalam rangka pembentukan peraruran perundang-undangan sebagai
konsekuensi amandemen Pasal 5 ayar (1) dan Pasal 20 UUD 1945;
Meningkatkan peran Program Legislasi Masional (Prolegnas);
Menyempumakan peraturan perundang-undangan yang mendukung
sistem desentralisasi dalam rangka penguatan masyarakar sipil melalui
penyediaan akses informasi kepada publik dalam proses pengambilan kepunssan;
Menyempumakan da memperbarui peraturan  perundang-undangan
untuk mendukung kegiatan perckonomian dalam  menghadapi
perdagangan bebas dan pedindungan daya dukung ekosistem dan fungsi
lingkungan hidup serta perlindungan masyarakar serempar;

Melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional khususnya yang
berkaitan dengan HAM sertz yang terkaic dengan perlindungan dan
peningkatan hak-hak perempuan dan ketenagakerjaan;

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan
pemanfaatan penelitian hukum antar instansi baik di pusar maupun
di daerah, kalangan akademis, lembaga pengksjian dan penelitian
hukum,organisasi profesi hukum,dan lembaga swadaya masyarakar;
Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pelayanan jasa hukum: dan

Meningkatkan hualitas dan kuvantitas tenaga perancang  peraturan
perundang-undangan (lepal draffer) pada masing-masing instansi dan
lembaga pemerinth,
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2,

Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak
Hukum Lainmya

Program ini bertujuan unwuk meningkatkan kembali kepercayaan

masyarakar terhadap pera dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak
hukum lainnya seperti kejaksaan, kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil
{(PPNS} schagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dengan
dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional,
berintegritas, dan bermoral tingg. Sasaran program ini adalah tercipranya
lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas
dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, dengan tetap mempercahankan
prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. 'ied:ng;!mn kegiatan pokok yang
dilakukan adalah sebagai beriku:

i,

Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan
untuk memudahkan partisipasi masyarakar dalam ragha pengawasan
dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan
secara terpadu;

Menyusun sistem rekrurmen dan promosi yang lehih kerar dan
pengawasan terhadap proses rekruimen dan promosi dengan memegang
asas kompetensi, transparansi dan partisipasi baik bagi hakim maupun
bagi aparat penegak hukom lainnya;

Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparar penegak hukum lainnya
seperti jaksa, polisi dan PPNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-
tunjangan lainnya sampai pada tingkar pemenuhan keburuhan hidup
yang disesuaikan dengan tgas, wewenang, dan tanggung jawab kerja
vang diemban;

Membenmk Komisi Yudisial atan Dewan Kehormaran Hakim unruk
melzkukan fungsi pengawasan. Komisi Yudisial atau Dewan Kehormaran
Hakim bersifat independen dengan keanggotaannya dipilih dari orang-
orang yang memilld integricas yang teruji;

Menunjang tercipranya sistem peradilan pidana yang rerpadu melalui
sinkronisasi peraturan perudang-undangan yang mengatur tugas da
wewenang halim dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya antara
PPNS dan kepolisian, antara kepolisian dan kejaksaan;

Memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (FTUN) sampai
tingkat kabupaten / kota dan peningkatan kualitas sumber daya hakim
PTUN untuk mendukung pelaksanaan otonomi dacrah;

Pembangunan Holom Nathonal &.



g.  Meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi standar
kode etk di lingkungan masing-masing;

h. Menyempumnakan kurikulom di bidang pendidikan hukum guna
menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegritas, dan
bermoral cinggi:

i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan di bidang hukum
baik gelar maupun non-gelar dengan priontas pelanhan terutama pada
I:iu:lang_ yang rerkaie d-l:ng-.m hak atas kdmyun intelelerual (frtelloremal
properey rights), lingkungan hidup, perancangan kontrak, dan kezhlian
bernegosiasi serta bidang-bidang lain yang terkait dalam ranghka
m:m:lul:ung P-:mlfhm di h':danE ekonomi;

. Memperluas kewenangan pengadilan niaga, meninghkatkan pengetahuan
dan wawasan hakim pengadilan niaga da meninghkackan jumlah hakim
ad-hoc pengadilan niaga baik yang berasal dar hakim karier maupun
vang bukan hakim karier;

k. Meninghatkan kuslitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru
melalui purusan-purusan pengadilan (yurisprudensi) yang digunakan
sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapar digunakan eleh aparat
penegak hukum di lingkungan peradilan;

L Meningkatkan pembinaan rerhadap invegritas moral, sikap, perilaku, dan
memberdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum,
khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan
secara intensif dalam penanganan kasus KKN dan pelanggaran HAM,
schingga dapat dihindar penyalahpunaan wewenang da kekuasaan
tethadap jalannya proses pengadilan;

m. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang rerrunggak di Mahkamah
Agung;

n. Melakukan pengalokasian jumlsh hakim yang berimbang di daerah
melalui pemeraan sema pendataan jumlah perkara pada tiap wilayah
pengadilan schingga dapat diretapkan jumlah hakim yang akan
ditempathkan pada wilayah tersebur;

0. Mengembangkan mekanisme penyelesaian senghketa alvernacif di luar
pengadilan arau yang disebur Alrernative Dispure Resolution (ADR} dan
dengan memperbaiki upaya perdamatan di dalam pengadilan; dengan
mengembangkan cours - comnected ADR;
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p.  Meningkarkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan
kepada publilk, kemudahan akses masyarakar untuk memperoleh purusan

pengadilan dan publikasi mengenai ada / ataw ridaknya perbedaan
perbedaan pendapat di antara para angpora majelis hakim (disenting
apinton) tethadap sctiap pengambilan putusan;

q.  Meninglatkan peranan Mahkamah Agung dalam rangka hak uji matesiil
peraturan perundang-undangan (fudfcial resien) di bawah undang-
undang;

r. Meninglatkan dukungan berbagai sarana dan prasarana di bidang
hukum terutama untuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga
pemasyarakatan, rumah tahanan negam, balai pemasyamkatan, rumah
penyimpanan barang sitian negara, pembinaan keterampilan bagi warga
binaan, da pelayanan jasa hukum lainnys;

5.  Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan masyarakar olch lembaga
kepolisian, dengan menambah jumlah personel aparat kepolisian sesuai
dengan perbandingan jumlah pendudul;

t.  Meningkatkan peran Sistem Jaringan Dokumentasi dan informasi (SJDT)
hukum dan perpustakaan hukum dengan memanfiatkan kemajuan
iprek dan meningkatkan sumber daya manusia pendukungnya, termasuk
sistern jaringan informasi;

w Melakokan pembinaan pemasyarakaran baik pembinaan di dalam
maupun di luar lembaga pemasyarakatan, agar bekas warga binaan dapar
kembali hidup normal di dalam masyaralear;

v. Meningkatkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakar yang dak
mampu, ferutama di daerah-daerah trrptm:il,'

w. Meningkatkan kualitas pelayanan jass hukum di bidang Hak atas
Kekayaan Intelekrual (HAKT), badan hukum, kewarganegaraan dan
keimigrasian; dan

x.  Meninghkatkan penegakan hukum di bidang keimigrasian berupa
pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar

Indonesia.

3. Program Penuntasan Kasus Koropsi, Kolusi, dan Mepotisme, serta
H:Ianga.nm Hak Asasi Manusia

Tujuan program ini adalah wntuk memulibkan kembali kepercayaan
masyarakar terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
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Sasaran program ini adalah terselesaikannya berbagai kasus KK dan
pelanggaran rerhadap HAM yang belum cerselesaikan secara hukum.
Sedangkan kegiatan pokok yang dilakulkan adalah sebagai berilour:

a. Melakukan inventarisasi terhadap berbagai kasus yang berindikas tindak
pidana korupsi, prakeik kolusi dan neporisme, dan pelanggaran hal asasi
manusia yang belum masuk dalam dafiar yang petlu ditindaklanjur
secara hukum baik melalui medsa massa, elekrronik, janingan internet,
maupun instansi yang fungsi dan tugasnya terkait dengan penanganan
kasus KKN dan pelanggaran HAM;

b. Meningkatkan operasi penegakan hukum dalam bentuk operasi yustisi;

c. Penyusunan statistik kriminal dan analisic kiminalitas baik mengenai
tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus;

d. Menyelessikan perkara-perkara KKN dan pelanggaran HAM yang
ditindaldanjuti dengan pengenaan rindakan hukum pidana pengembalian
kekayaan negara yang dikorupsi; dan

e.  Pengendalian teknis rerhadap penyelesaian perkara KKN dan pelanggaran
HAM.

4. Program Prninghatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya
Hukum

Program ini berwjuan untuk meningkatkan kembali kesadaran dan
kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara
nepara secara keseluruhan dan meningkarkan ringhar kepercayaan masyarakar
tethadap peran dan fungsi aparar pencgak hukum yang diharapkan akan
menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakar, Sasaran
program ini adalah semakin meningkamya jumlah masyarakar dan aparat
an}rclgngm—; REgASE yang sadar n‘:rh:u:lap hak dan lcv:mjibann}'a serta semakin
meninghkatnya tinglat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan
kebijakan pembangunan. Sedangkan kegiatan pokok yang dilakukan adalah
sebagal berikur:

2,  Melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangka menerapkan
materi, metode, dan pendekaran dialogis yang repar sasaran;

b,  Menggunakan nilai-nilai budaya lubur daerah sehagai salah saru sarana
untuk meningkatkan pepyadaran hokum;

c.  Merumuskan pendekaran penyadaran hukum yang lebih demolkraris
melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan
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lembaga kemasyarakaran yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan
masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peran serra mereka
terhadap hukum dan sistem pencgakannya;

d. Meningkatkan kesadaran masyarakar dalam mengakrualisasikan hak
serta melaksanakan kewajiban masyarakat sehagai warga negara sekaligus
dalam rangka membenk budaya hukum bagi masyarakar dan aparar
penyelenggara negara; dan

e.  Meningkatkan pengpunaan media komunikasi yang lebih modern
dalam rangha pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan
masyarakat.

Kini, setelah diundangkannya UU. Neo. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk periode lima rahun pembangunan
nasional disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Nasional
berdasarkan Peraturan Presiden R. 1. Mo, 7 Tahun 2005 Tentang RPJM
Masional Tabun 2004 — 2009. RPJM Nasional ini merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara
langsung pada tahun 2004

Di dalam RPJM 2004 — 2009 di bidang pembangunan hukum nasional,
sasaran yang hendak dicapai adalah rercipranya siseem hukum nasional yang
adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminarif rerhadap
perempuan atau bias gender), terjaminnya konsistensi seluruh peraturan
perundang-undangan pada tinglar pusar dan dacrah, serca ridak bertentangan
dengan perauran dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan
peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya
memulihlan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan,
Maka, pembenahan sistem dan politk hukum dalam lima rahun mendatang
diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (marer) hukum,
struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:*®
l. Menata kembali substansi hukum melalui peninjavan dan penataan

kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib

perundanga-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki
perundang-undangan; dan menghomari serta memperkuat kearifan
lokal dan hukum adar untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan
" Redaktur Sinar Grafikes, Rencams Prmbangurass fargha Menenpalh (RIM) Neviorsal Tcburs 2004 —
2000, Cemakar ke-1, Sinar Gealiks, hikarm, 2005, hlm, A% — 89,
* i,
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melalui  pemberdayaan  yurisprudensi  sebagai  bagian dari upaya
pembaruan maten hukum nasional;

2 M[dalutl:mp:ml::nah:nst:u]ﬂu:hulﬂ-l-ﬂimthlu}p!ﬂguatankc]:mhagmn
dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan saf peradilan serra
kualicas sistemn peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan
sistem peradilan, meningkatan transparansi agar peradilan dapar diakses
oleh masyarakar dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan
adil dan memihak pada kebenaran; memperkuar kearifin lokal dan
hukum adar untuk memperkaya sistern hulum dan peramuran melalui
pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan
mareri hukum nasional; dan

3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan
sosiglisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku
keteladanan kepala negara dan jajarannya dalam memaruhi dan mentaari
huboum serta penegalean supremasi hukum.

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hulum, langlah-
langkah yang akan ditempuh sebagaimana dijabarkan di dalam program-
program pembangunan sebagai berikur:™
1. Program Perencanaan Hulkum

Program ini ditwjukan untuk menciprakan persamaan persepsi dari
seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi
berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu dianrisipasi agar
penegakan dan kepastian hukum retap berjalan secara berkesinambungan.
Dengan program ini diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum
yang sesuai dengan aspirasi masyarakar, baik pada saar ini maupun mass
mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia serta mempunyai daya laku yang efekrif dalam masyarakat secara
keseluruhan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
kurun wakmu lima tahun mendamang melipuri:

a  Pengumpulan dan pengolihan serta penganalisaan bahan informasi
hukem terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan
perencanaan pembangunan secara keseluruhan;

b. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang
melibarkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakar dan dunia usaha

% fbdal, I, 8% =93,
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untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan
hubeumn yang akan datang;

c. Penyusunan dan penyelenggaraan forum unmk menyusun penoritas
rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta

d. Penyelenggaraan berbagai forum kerja sama internasional di bidang
hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme,
perdagangan perempuan dan anak, obat-obar tedarang, perlindungan
anak dan lain-lain.

2. Program Pembentukan Hukum
Program ini dimaksedkan untuk menciptakan berbagai peranghkar

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadilandasan
hubum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakar, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-
undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib
perundang-undangan serta asas umum  perasturan  perundang-undangan
vang baik. Sedangkan pembentukan yurispridensi dilakukan oleh lembaga
peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu rerurama yang belum
diatur oleh peraturan perundang-undangan, Dengan program ini diharapkan
tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam
rangka mengatur perilakn individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa
yang terjadi dalam kehidupan schari-hari. Sedangkan kegiatan-kegiatan pokolk
yang akan dilaksanakan antara lain melipuri:

2. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari
hukum tetulis maupun hukom tdak werlis yang teckair dengan isu
hukum, hak asasi manusia dan peradilan;

b. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapar lebih memahami
kenyaraan yang ada dalam masyarakar;

¢ Harmnisasi di bidang hukum (hukum terrulis dan hukum tidak rerculis/
hukum adat) rerutama pertetangan antara peraturan perundang-
undangan pada tingkat pusar dengan peraturan perundang-undangan
pada tingkar daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian
kesejahreraan rakoyar

d. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan
keburuhan masyarakar;

Pembangunan Hilkum Nasional ol



Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik rerhadap hasil penghajian dan
penelitian sebagai bagian dari proses pelibaran masyarakar dalam proses
penyusunan rekomendasi yang sesual dengan keburuban masyarakar
Penyempurnaan da perubahan dan pembaruan berbagai peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dan ridak sejalan dengan
kebutuhan masyarakar dan pembangunan, serta yang masih berindikasi
diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip keseraraan dan keadilan;
Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan
berdasarkan asas bukum wmum, war prosedur sera sesuai dengan
pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
serta

Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuaran
hukum tetap untuk menjadi sumber hulum bagi para hakim rermasuk
para prakrisi hulum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan
akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum
(peraturan perundang-undangan).

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga
Penegakan Hubum Lainnya
Program ini ditujukan unwk memperkuar lembaga peradilan dan

lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang
melibatkan antara lain Mahkamah Agung, Kepolisian Kejaksaan, Komisi
Femberantasan Korupsi dan Lembaga Pemasyarakaran dan prakitisi hukum
sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap
hukum dan peradilan. Dengan program ini diharapkan rerwujudnya Lembaga
Teradilan dan Lembaga Pencgakan Hukum yang transparan, akuntabel dan
berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran
dan keadilan masyarakat. Sedanglan kegiaran-kegiatan pokok yang akan
dilakukan adalah sebagai berikur:

.

Peninghkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhartian
lhusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan
narkoba;

Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bag
masyarakar;
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¢. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin
akses publik;

d. DPengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antars
lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian
Masional;

e. Penyederhanaan sistem penegakan hubum;

f  Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep
sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian
hantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan
tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah
rangkal rersanghka kasus korupsi;

g- Penguatan kelembagaan, anrara lain Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TITIKOR);

h. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tinghkar kasasi
melalui proses yang transparan;

i. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga
penegak hukum fain yang rransparan dan akuneabel; dan

i.  Penyelamatan bahan bukt akuntabilitas kinerja yang berupa dekumen/
arip lembaga negara dan badan pemerintahan unruk mendukung
penegakan hukuom.

4. Program Peninglatan Koalitas Profesi Hukum
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional
aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, perugas
pemasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang
undangan, penyidik pegawal negen sipil (PPNS), para prakrisi hubum dan
lain sebagainya. Dengan program ini diharapkan rercipra aparatur hukum
yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam menganusipasi
berbagai permasalaban hukum dalam rangks pelaksanaan pembangunan
secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan
meliputi:
2. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang rransparan
dan profesional;
b. Penyelenggaraan berbagai bidang pendidikan dan pelatihan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

Pombanganan Haloam Nadatal ﬁ



5.

Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara
kensisten kode etiknya;

Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan
hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan
aparatur hukum agar lebih tanggap tethadap perkembangan yang rerjadi
baik pada saat ini maupun pada masa mendarang; serta

Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk
mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejaharan tranenasional dengan
cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulic terdereksi apabila
hanya dengan langkah-langkah konvensional.

Program Peningkatan Kesadaran Hokom dan Hak Asasi Manusia
Program  ini  ditnjukan  untuk  menumbuhkembangkan  serma

meningkatkan kadar kesadaran hukum fan hak asasi manusia masyarakar
termasuk para penyelenggara nepara agar merela tidak hanya mengetahui
dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuat
dengan kaidah hukum serta menghormari hak asasi manusia, Dengan program
tersebut diharapkan akan rerwujud penyelenggaraan negara yang bersih serra
memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Sedangkan kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain:

i.

F:mmTIFIJI ].'I'I.‘I:II:H:IC Etﬂg_[mhﬂl!gﬂﬂ dﬁ“ P'l:nllngj'mlﬂn kﬂﬂdﬂfﬂ.ﬂ I'ILII'FL'LI'I'I
dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah,
agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai obyek pembangunan
tetapi juga sebagai subyek pembangunan serta benar-benar memahami
dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku;
Peningharan penggunaan media komunilkasi yang lebih modem dalam
rangka pencapaian sasaran penyadaran hulum pada berbagai lapisan
masyarakar;

Pengkayaan metnde pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum
dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbang
pluralitas sosial yang ada dalam masyarakar maupun scbagai implikas:
dan globalisasi; serta

Peningkatan kemampuan dan profesionalisme renaga penyuluh ridak
saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilakou
masyarakat serempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan maten
dapat lebih repar, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
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Berbagai sasaran, arahan, dan program-program pembangunan hukum

nasional di atas, bagaimana selanjumya untuk membuat hukum dan
menjaganya melalui politik hukum guna mencapai cita-cita dan rujuan bangsa
Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, Dalam rangka inilah,
maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai
berikut:™®

1.

Polirik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara
yakni: (a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rumpah
darzh Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan (d) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai
dasar negara, yakni: (a) Berbasis moral agama; (b) Menghargai dan
melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi; c) Mempersarukan
seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnys; (d) Melerakkan
kekuasaan di bawah kekuasaan rakyar; dan () Membangun keadilan
sosial;

Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan unruk: ()
Melindungs semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa; (b)
Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasayarakaran; (¢
Mewujudkan demokrasi (kedaulatan I.‘ak}"l.ﬂ dan nomokrasi (kedaolaran
hukum); dan (d) Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar
keadaban dan kemanusiaan; dan

Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hokum
Pancasila yakni sistem hukum yang mengambil atu memadukan
berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam
saru ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya,
Sistem hukum yang demildan memperternukan unsur-unsur baik dari
tiga sistem nilatzdvn dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan,
vakni: (a) Keseimbangan antara individualisme dan kolekrivisme:
(b) Keseimbangan antara Rechustaar dan The Rule of Laws; dan (c)

* Mok, Mahfud MD, “Politik Hukum Meauju Pembanpunan Sistem Hukum Nasional™, Makaleb,

Disampaikan pada Seminar Aneh Pembamgunan Hukwm Mesurar (7000 1945 Ml Amandemen yang
disclenggarakan oleh Badan Pembinsan Hakum Masional (BFHN) Depanemen Hukum dan HAM,
Jakarra, tanggal 28 - 31 Mei 2006, hlm, 17 = 18,



Keseimbangan antara hukum sebagai alar untuk memajukan dan hukam

sehagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakar.

Selain pijakan dasar kerangka politik hubum untuk membuar hukom
dalam kerangka pembangunan hukum nasional di aras, juga diperdukan
politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum, Fada
saar ini di Indonesia, politik hulum yang menyanghur rencana pembangunan
materi hukum di Indoncsia termuat di dalam Program Legislasi MNasional
(Prolegnas). Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama pemerintah yang dalam
penyusunannya dikoordinasikan oleh DPR sebagai konsekuensi logis dani
hasil amandemen pertama UUD 1945, yang telah menggeser peran fungsi
legislasi dalam pembentukan UU dari pemerintah ke DPR. Sepert diketahui
Pasal 20 ayar (1) UUD 1945 hasil amandemen pertama berbunyi, * Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekusutan membentul Undang-undang” .

Dalam Pasal 15 ayar (1) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa, “Peremcamiaan
penypssnan Undang-undarg dilakuban delam sain Program Legislasi Nasional”.
Sedangkan untuk setiap daerah, sesuai degan Pasal 15 ayat (2), ditegaskan juga
untuk membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) agar rercipea konsistensi
antar berbagal peraturan perundang-undangan dari ringkar pusat sampai ke
d:mh_.tl.

Oleh karena itu, menurut Moh. Mahfud MD %, Prolegnas itu merupakan
‘wadah' politik hukum (untuk jangka waktu tertentu). Artinya, kalau ingin
mengerahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum apa yang
akan dibuar dalam periode tertentu sebagai politik hukum dapat melihatnys
dari Prolegnas rersebut. Namun menurutnya, harus diingar bahwa berdasarkan
UU No. 10 Tahun 2004 Prolegnas bukan hanya terkait dengan materi atau
rencana pembentukan peraruran perundang-undangan melainkan, lebih
dari im, prolegnas juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme
perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, penuntun, dan
cita hukum yang mendasarinya. Kedudukan Prolegnas sebagai instrumen
perencanaan hukum ini tertuang di dalam Pasal 1 angla 9 UU Mo, 10 Tahun

N Beeentein Pasal 15 aysr 1y dan (3 UL Mo, 10 Tabun 2004 setehb dilikukan perubahan
menjads UL Mo, 12 Tahun 2001, ketentuan tenebuot ditvangkan dalam pasal 16 dan 17, yain: Pasal
16: “Perencamaan penyusunan UL dilakukan dalam prodognas” sedangkan Pasal 17-nys berbanyi;

“Pralegnas sebagaimuna dinsakend dalim pasal 16 merupakan skala prieritas program pembentakin
LT dalarm rangks mrewujudkan ssaem hukum naszoasl”

2 hloh, MahFod ML, Op. Cie., him. 19 =23,
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2004 yang berbunyi, “Program Legrslasi Nasional adalah perencanaan progam
pembeniukan Undang-Undang yang disusun secara berewcana, terpady dan
ststernatis.

Dengan demikian, Prolegnas dapar dilihat baik schagai isi atan materi
hukum yang akan dibuat maupun sebagai instrumen atau mekanisme
perencanaan hukum. Sebagai isi hukum Prolegnas memuar daftar rencana
materi-mareri hukum atau RUU vang akan dibentuk dalam periode tertentu
puna memenuhi tahap tertentu pecapaian cita-cira bangsa dan wjuan negara,
Sedangkan schagai instrumen perencanaan hukum, Prolegnas menentukan
cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentukan hukum (peraturan
perudang-undangan) itu tidak keluar dari landasan dan arah konstitusionalnya.

1. Prolegnas Sebagai Rencana Materi Hukum

Sebagai wadah arau porrer rencana isi hukum, Prolegnas disusun berdasar
usul dari DIPR, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Dacrah yang kemudian
diretapkan dengan keputusan DPE. Penyusunannya mencakup jangha waktu
lima tahun yang dipecah-pecah lagi unruk setiap wwhun. Untuk periode 2004
= 2009 mihln}'i telah ditctapiun EI:I'IEiII Keputusan DPR-EI Mo, 01/DPR-
RITI/ 2004 — 2005 schanyak 284 RUU yang akan dibuar; sedangkan unmuk
penanggalan tahun 2006 telah ditczpkan pula dengan Kepurusan DPR-RI
Nao. 02 F/DPR-RI/II/2005 — 2006 sehanyak 43 RUU prioriras.*® Meskipun
setiap RULT harus masuk di dalam Prolegnas namun menure Pasal 17 ayat
[3) UU No. 10 Tahun 2004 dalam keadaan tertentu DPR aran Presiden
dapar mengajukan RUU di luar Prolegnas. Pengajuan RUL di luar Prolegnas
hanya dapar dilakukan oleh DPR atau Presiden, ridak termasuk DPD, dalam
keadaan tertentu yakni dalam kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak

8 Ketenooan tersebut di azss, setelbhdilakokan perobaban menjad LLT Mo, 12 Tahan 2001 kind
diatur dalam Pasa 18, yaine: “Enlam penyvusunan Prolegnas sehagaimass dimaksud dalam Pasa 16 L
Moo 12 Tahan 2001, penyamnan daftar Rancangan Und.:ns-l.‘nd.mg dicdassrk s atw-

Peninth UL Eepeblik Indosesia Tahun 1945;

Perintah Keaetapan MPR;

Penneh Undanp-undasg kineya;

Slstom percncaman pembangunan nasonal;

Rencana pembanpanan jangks panjang nasionsl;

Rencana pembanguanan jangka menengah;

Rencana kerja pﬂnﬁinuh i FenCanL sr.rnr.q;.u DPR: dan
Asparan dan kebotuban hukum masyeabai,

* Menurg Moh, Mahfud MDD, sshedum b wniek ahus 200% diccapkan sebanyak 55 RUU
pricrit wing terapada tak semun dapat eenebesaikan (S O, him, 200,
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tercantum di dalam Prolegnas, misalnya pengesahan perjanjian intermasional

arau peningkatan Perppu (yang semula tidak rercantum di dalam Prolegnas)

menjadi LIU#

Scbagal wadah atau potret rencana isi hukum Prolegnas juga disusun
berdasarkan arah dan prioritas untuk dijadikan program jangka pendek dan
dijadwalkan pembahasannya di DPR. Penentuan tentang arah dan prioritas
Prolegnas telah disepaleati dalam Rapar Konsulrasi antara Menteri Hubum
dan HAM dan Badan Legislasi DPR tanggal 31 Januari 2005 bahwa arah
Kebijakan Prolegnasnya schagai benloat:

a.  Membentuk peraturan  perundang-undangan di  bidang  hukum,
ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengerahuan dan reknologi,
sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan sebagai pelaksanaan amanar UUD
Megara Repunlik Indonesia 1945;

b. Mengganti perarnan perundang-undangan peninggalan kolonial dan
menyempurnakan peraturan perundang-undangan vang ada yang sudah
vicdak seguai lagi dengan perkembangan zaman;

€. Mempercepar proses penyelesiian rancangan undang-undang yang
sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang
diperintahkan olch undang-undang;

d. Membentuk peraruran perundang-undangan yang baru  unmk
mempercepar reformasi, mendubung pemulihan ckonomi, perlindungan
HAM, dan pcml:lctanta.san KEM dan I-I'.djiluti.n internasional;

e.  Merarihkasi secara selelerif konvensi internasional yang diperlukan unmuk
mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan
HAM serra pelestarian lingkungan hidup;

d. Membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai  dengan
tuntutan masyarakar dan kemajuan zaman;

# Krtentuan Fasal 17 ayat (% UL Mo, 10 Tabun 20604, sekamang velah digantkan obeh Pasal 23 ayse
¢y UNLF Mo, 12 Tahun 2001, yaioe: “Dalam keadaan cemenm, DPR a pessiden dapar mengajukan
Rancangan Undang-undang di laar Prolegna: mencabup;

i Unmbi mengais: keadsan bhiar biass, besdain konflk, sao bencana alam; dan

b. Kesdaan wereencu innys yang memastikan adanya wgensi oasioml ates saitd Bancangan

Undang-Unding yang dapar disemjui berarma cieh ali keleaghapan DPR yang ks
menangant bidang legislasl dan mened yang menydenggaralan wnusn pemerinaban i
bidang hukum,
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Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum, secara tegas,
profesional dan menjunjung tingei HAM dan prinsip-prinsip kesctaraan
dan keadilan gerder; dan

Menjadikan hubum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di
sepala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyar, bangsa, dan
negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan anrara ketertiban,
legitimasi, dan keadilan.

Sedangkan yang menjadi kriteria prioritas Prolegnas adalah sehagai berilour:

LI - O T - i

oo

y

RUU yang merupakan perintah dari UUD 1945;

RUU yang merupakan perintah Ketetapan MPR-RI;

RULU yang rerkait dengan pelaksanaan undang-undang lain;

RUL yang mendorong perceparan reformasi;

RUU yang merupakan warisan Prolegnas 2000 — 2004 disesuaikan
dﬂgan kondisi saat ini;

RUL yang menyanghkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang
yang bertentangan dengan undang-undang lainnya;

RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional;

RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindungan HAM dengan
memperhatikan prinsip-prinsip keseraraan dan keadilan gender;

RUU yang mendukung pemulihan dan pembangunan ckoomi kerakyaran
yang berkeadilan; dan

RUU yang secara langsung menyenth kepentingan rakyar untuk
memulibkan dan meningkatkan kondisi kesejahreraan sosial masyarakar,

Prolegnas Schagai Instrumen (Mekanisme) Pembentukan Hukum
Sebagai instrumen pembentukan hukum Prolegnas diacur dalam satu

mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 10 Tahun 2004, yairu:*

¥ |nstramen pembentukan hukom prolegnas tersebu di stas, kini eelah diacur oleh Pasel 21 1000

Mo 12 Tahun 2001 sbagai penggant UL Moo 10 Tahen 2004, Paal 21 eemsebut mengtur nasalib
ind sehagai berikur ;

{11 Penyunenan prolegnas ancir DPR dan Pemennizh dikcordimasikan oleh DPFR mdalui alae

keclenghagan DPR yang khusus menasgani bidang legislasi;

(2] Penyusunan peolegras di lingkungan DFR dikoordinasikan cleh ala kelenghapan DPR yang

husus menangani bidang legidasi

(3] Penyusunam prolegeas di |ir|5|mn‘111 DPR Ebn.p.imma. dimakoud pnd.:. ayar (1) dilakukan

desgan mempenimbangkan usulan dan frlot, komisi, anpgoea DPR, DPD, dan F ata
ma.]nﬂ]n:ll:
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a.  Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Ralkyar
dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyar melalui
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyar yang khusus menangani
biclang legislasi;

b. Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyat dikoordinasikan olch alat kelenglapan Dewan Perwakilan Rakyar
yang khusus menangani bidang legislasi;

¢. Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh menten yang tugas dan tangpung jaw:]:n}ri
meliputi bidang peraturan perundang-undangan; dan

d. Ketetuan lebih lanjut mengenai tam cara, penyusunan dan pengelolaan
program Iesisla.-:.i masiomal a:l:agaima.na dimaksud pm:la ayat (1) diatur
dengan peraturan presiden.

Ketenman-ketecnuan yang menyanghut arah, kebijakan, dan program
pembangunan hukum nasional baik yang tertuang di dalam GBHN, Propenas,
RPJM, maupun Prolegnas yang mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 2004
Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, pada
intinya ada riga fakror yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum
nasional sehagai wujud dari pembinaan hukum. Ketiga faktor yang dimaksud
adalah: ¥ (1) Tujuan pembinaan hukum itu adalah untuk menampung
kebutuhan-keburuhan hukum sesuai dengan twunmutan pembangunan di segala
bidang pada khususnya dan iklim perubahan masyarakat pada umumnya; (2)
Peranan hukum itu terutama adalah sebagai prasarana arau sarana penunjang
modernisasi dan pembangunan; dan (3) Dalam pembinaan hukum i harus
diperhatikan Keadaran Hukum Rakyat dan ijuan (lainnya) meningkatkan
pembinaan Kesatuan Bangia.

Mengingat sebagian besar bangsa Indonesia beragama lslam, yang
menghendaki dan berkepentingan dengan pembangunan di segala bidang,
perlu dipethatikan pula, bahwa hukum yang dicita-citakan i sesuai dan
pada bidang-bidang tereenm (sckurang-kurangnya) udak bertentangan

i4) Penyusunan Prolepmas di lingkungan Pemennth dikoondinaskin olth mesteri yang
menyeknggarikan urisn pemerinahan dibidang bakum;

i5) Kerennen lehih hnjar mengenad it cann penyusisnan Prolegnas schagaimana dimaleud pada
ayar {1, apac (2).den ayat (3) diater dengan Perataran DPR; dan

(6) Krentsan bebib linjut menpenai s @m penpusunan Prolegnas di lisgkungan pemerineah
sehagaimana dimaksud pada ayut g4y chater dengin Persturnn Presiden,

7 Baca: Saichas Syahar, Avs-Aray ks e, Ceraban ke-1, Alomni, Bandung, 1996, hlm, 157,
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dengan asas-asas hukum Islam®. Selain itu, bangsa Indonesia adalah bangsa
yang beragama maka sebagai manifestasi dari sila pertama Pancasila yaitu
Keruhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 UUD
1945, mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh
bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia ini.™

™ il
= Amis Syarifisddin, Cp. Cir, hlm, 23,
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